
f. pem berian pendam pingan  p e lak san aan  kegiatan  di bidang 

ketersed iaan  pangan  dan  keraw anan  pangan;

g. p e lak san aan  p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan;

h. p e laksanaan  tu g as  lain sesua i dengan tugas d an  fungsinya.

Pasal 468

S u su n an  organisasi B idang D istribusi dan  C adangan Pangan 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 466, terdiri a ta s  Kelompok 

J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Bagian K etujuh

Bidang K onsum si dan  Penganekaragam an Pangan

Pasal 469

B idang K onsum si dan  Penganekaragam an Pangan dipim pin 

Kepala Bidang, m em punyai tu g as  m elaksanakan , keb ijakan  di 

bidang konsum si pangan , penganekaragam an pangan  dan  

pengem bangan pangan  lokal.

Pasal 470

Dalam  m enyelenggarakan tu g as  sebagaim ana d im aksud  pada 

Pasal 469, Kepala Bidang K onsum si d an  Penganekaragam an 

Pangan m em punyai fungsi:

a. P enyusunan  dokum en kebijakan daerah  d ibidang konsum si 

pangan , prom osi penganekaragam an  pangandan  

pengem bangan pangan  local;

b. P e laksanaan  kebijakan di b idang konsum si pangan , prom osi 

penganekaragam an  pangan  dan  pengem bangan pangan  

local;

c. Penyediaan norm a, s tan d ar, p ro sed u r dan  k riteria  konsum si 

pangan , prom osi penganekaragam an pangan  dan 

pengem bangan pangan  local;

d. P e laksanaan  Koordinasi di b idang konsum si pangan , 

prom osi penganekaragam an  pangan  dan  pengem bangan 

pangan lokal;

e. P em an tauan , evaluasi dan  pelaporan konsum si pangan , 

prom osi penganekaragam an  pangan  dan  pengem bangan 

pangan lokal;

f. P e laksanaan  tu g as  lain sesu a i dengan tugas dan  fungsinya.

PARAF

f. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang 

ketersediaan pangan dan kerawanan pangan: 

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan: 

h, pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 468 

Susunan organisasi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Ketujuh 

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan 

Pasal 469 

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan dipimpin 

Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan, kebijakan di 

bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan 

pengembangan pangan lokal. 

Pasal 470 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 469, Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman 

Pangan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan dokumen kebijakan daerah dibidang konsumsi 

pangan, promosi penganekaragaman pangandan 

pengembangan pangan local, 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi 

penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan 

local, 

c. Penyediaan norma, standar, prosedur dan kriteria konsumsi 

pangan, promosi penganekaragaman pangan dan 

pengembangan pangan local: 

d. Pelaksanaan Koordinasi di bidang konsumsi pangan, 

promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan 

pangan lokal, 

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan konsumsi pangan, 

promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan 

pangan lokal: 

f. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 471

S u su n an  organisasi B idang Konsum si dan  Penganekaragam an 

Pangan sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 469 terdiri a ta s  

Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

B idang K eam anan Pangan m em punyai tugas m elaksanakan  

keib jakan di b idang kelem bagaan k eam anan  pangan , 

pengaw asan k eam anan  pangan , kerja sam a dan  inform asi 

keam anan  pangan.

Dalam m enyelenggarakan tu g a s  sebagaim ana d im aksud  pada

Pasal 472, Kepala B idang K eam anan Pangan m em punyai fungsi :

a. penyiapan p en y u su n an  b ah an  ru m u sa n  kebijakan kebijakan 

di b idang kelem bagaan k eam anan  pangan , pengaw asanan  

k eam anan  pangan , kerja  sam a  dan inform asi k eam anan  

pangan;

b. penyiapan p e lak san aan  kebijakan di bidang kelem bagaan 

k eam an an  pangan , pengaw asan keam anan  pangan , kerja 

sam a dan inform asi k eam anan  pangan;

c. penyiapan p e laksanaan  koordinasi di b idang keam anan  

pangan;

d. p e laksanaan  p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan;

e. p e lak san aan  tu g as  lain  sesua i dengan tu g as  dan  fungsinya.

S u su n a n  organ isasi B idang K eam anan Pangan sebagaim ana 

dim aksud dalam  Pasal 472, terdiri a ta s  Kelompok Ja b a ta n  

Fungsional dan  Pelaksana.

Bagian Kedelapan 

Bidang K eam anan Pangan

Pasal 472

Pasal 473

Pasal 474

Pasal 471 

Susunan organisasi Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman 

Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 469 terdiri atas 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Kedelapan 

Bidang Keamanan Pangan 

Pasal 472 

Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan 

keibjakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, 

pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi 

keamanan pangan. 

Pasal 473 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

Pasal 472, Kepala Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi : 

a. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan kebijakan 

di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasanan 

keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan 

pangan, 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan 

keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja 

sama dan informasi keamanan pangan, 

c. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang keamanan 

pangan, 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 

e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 474 

Susunan organisasi Bidang Keamanan Pangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 472, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. 

  

  

       



BAB XXII

DINAS PER1KANAN 

Bagian Kesatu

K edudukan. Tugas, dan  Fungsi 

Pasal 475

(1) D inas Perikanan K abupaten Pohuw ato berada  di baw ah dan 

bertanggung  jaw ab  kepada  B upati.

(2) D inas Periakanan  dipim pin oleh Kepala D inas.

Pasal 476

D inas Perikanan  m em punyai tu g as  m enyelenggarakan sebagian 

u ru sa n  P em erin tahan  D aerah dalam  Bidang Perikanan  u n tu k  

m em bantu  B upati dalam  m enyelenggarakan pem erin tahan .

Pasal 477

Dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

4 7 8 , D in a s  perikanan  m enyelenggarakan fungsi:

a. m eru m u sk an  kebijakan d an  rencana  p e laksanaan  

p rog ram /keg ia tan  pem bangunan  d in a s  perikana;

b. pengaw asan  p e laksanaan  program  d an  kegiatan 

d ilingkungan Dinas;

c. pengendalian , evaluasi, d an  penilaian te rh ad ap  p e laksanaan  

program  dan  kegiatan  di lingkungan Dinas;

d. m em berikan sa ra n  dan  pertim bangan , m asu k an  kepada 

p im pinan m engenai kebijakan dalam  bidang Perikanan;

e. m elaksanakan  koordinasi dengan in stan si te rka it baik 

tingkat P usat m au p u n  tingkat Daerah;

f. m elak san ak an  pem binaan  te rh ad ap  pegawai d ilingkup 

Dinas.

g. M elaksanakan tu g as  lain  yang diberikan oleh p im pinan.

Bagian Kedua 

S u su n a n  O rganisasi 

Pasal 478

S u su n an  organ isasi D inas Perikanan  K abupaten Pohuw ato 

terdiri a tas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

BAB XXII 

DINAS PERIKANAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan. Tugas, dan Fungsi 

Pasal 475 

(1) Dinas Perikanan Kabupaten Pohuwato berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati. 

(2) Dinas Periakanan dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 476 

Dinas Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian 

urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perikanan untuk 

membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

Pasal 477 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

478, Dinas perikanan menyelenggarakan fungsi: 

a. merumuskan kebijakan dan rencana pelaksanaan 

program/ kegiatan pembangunan dinas perikana, 

b. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan 

dilingkungan Dinas, 

c. pengendalian, evaluasi, dan penilaian terhadap pelaksanaan 

program dan kegiatan di lingkungan Dinas, 

d. memberikan saran dan pertimbangan, masukan kepada 

pimpinan mengenai kebijakan dalam bidang Perikanan, 

e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik 

tingkat Pusat maupun tingkat Daerah, 

f. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup 

Dinas. 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 478 

Susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pohuwato 

terdiri atas: 

a. Kepala Dinas, 
BABAK 

b. Sekretariat: opo Pala 
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c. B idang Perikanan Tangkap;

d. Bidang Perikanan Budidaya;

e. B idang Peningkatan  Daya Saing Produk K elautan dan  

Perikanan; dan

f. Kelompok Ja b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Kepala D inas m em punyai tu g as  m em ban tu  B upati dalam  

m enyelenggarakan tugas pem erin tahan  daerah  di bidang 

Perikanan T angkap d an  Pengaw asan Sum ber daya K elautan 

d an  Perikanan , Perikanan  B udidaya dan  B idang P enguatan  

Daya Saing Produk Perikanan.

Dalam m elak san ak an  tugas sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 479, Kepala D inas Perikanan m enyelenggarakan fungsi :

a. m eru m u sk an  kebijakan dan  rencana  pe laksanaan  

p rog ram /keg ia tan  pem bangunan  D inas perikana;

b. pengaw asan  p e laksanaan  program  dan kegiatan 

d ilingkungan D inas;

c. pengendalian , evaluasi, d an  penilaian te rh ad ap

p e lak san aan  program  dan  kegiatan di lingkungan Dinas;

d. m em berikan  sa ran  dan  pertim bangan , m a su k a n /te la a h a n  

kepada  B upati, Wakil B upati dan  a tau  S ekretaria t D aerah 

m engenai kebijakan yang perlu  diam bil dalam  b idang 

Perikanan;

e. m elaksanakan  Koordinasi dengan in stan si te rka it baik  

tingkat P u sa t m au p u n  tingkat Daerah;

f. m elak san ak an  pem binaan  te rh ad ap  pegawai dilingkup 

Dinas.

Bagian Kesatu 

Kepala D inas

Pasal 479

Pasal 480

c. Bidang Perikanan Tangkap, 

d. Bidang Perikanan Budidaya, 

e. Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan, dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas 

Pasal 479 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah di bidang 

Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumber daya Kelautan 

dan Perikanan, Perikanan Budidaya dan Bidang Penguatan 

Daya Saing Produk Perikanan. 

Pasal 480 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 479, Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi : 

a. merumuskan kebijakan dan rencana pelaksanaan 

program/kegiatan pembangunan Dinas perikana, 

b. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan 

dilingkungan Dinas, 

Cc. pengendalian, evaluasi, dan penilaian terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas, 

d. memberikan saran dan pertimbangan, masukan/telaahan 

kepada Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretariat Daerah 

mengenai kebijakan yang perlu diambil dalam bidang 

Perikanan, 

e. melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait baik 

tingkat Pusat maupun tingkat Daerah, 

f. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup 

Dinas. 
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Bagian Kedua 

S ekretaria t 

Pasal 481

S ekretaria t dipim pin oleh Sekretaris yang m em punyai tugas 

m erencanakan , m elaksanakan , m engkoordinasikan  dan  

m engendalikan  kegiatan  p e ren can aan , evaluasi, p e laksanaan , 

p e n a ta u sa h a a n , pelaporan , pertanggungjaw aban dan  

pengaw asan keuangan , pelayanan  adm in istrasi, k eh u m asan , 

um um  dan kepegaw aian.

Pasal 482

Dalam  m elaksanakan  tu g a s  sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 481, S ek re ta ris m enyelenggarakan fungsi:

a. p e laksanaan  p e ren can aan , evaluasi dan  pengendalian  serta  

koord inasi keg iatan  di lingkup organ isasi dinas;

b. pengkoordinasian  dan  p en y u su n an  rencana, program , 

evaluasi dan  pengendalian  se rta  m enyusun  laporan  di 

lingkup dinas;

c. p e lak san aan  pem binaan  dan  pem berian du k u n g an  

adm in istrasi yang m eliputi k e ta ta u sa h a a n , kepegaw aian, 

keuangan , kerum ah tanggan , kerja sam a, h u b u n g a n  

m asyarakat, a rs ip  dan  dokum en tasi di lingkup dinas;

d. p e lak san aan  pem binaan  dan  penataan  organ isasi dan  

ta ta lak san a ;

e. pengkoord inasian  dan  p en y u su n an  p e ra tu ran  perundang- 

u n d an g an , se rta  p e lak san aan  kerjasam a;

f. p e lak san aan  pengelolaan keuangan  dan  penyelenggaraan 

pengelolaan barang  milik d aerah  d a n /a ta u  p em an tau an  

pengelolaan pengadaan  b a ra n g /ja sa ;

g. pengkoord inasian  p en y u su n an  b ah an  laporan p e laksanaan  

kegiatan sek re ta ria t dan  kegiatan sa tu a n  secara  berkala;

h. pengkoordinasian  dan  pe laksanaan  pengelolaan 

kepegaw aian, ta ta  u sa h a , perlengkapan  dan  ru m ah  tangga; 

dan

i. p e laksanaan  fungsi lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 481 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan,  mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, 

umum dan kepegawaian. 

Pasal 482 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 481, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta 

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi dinas: 

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, 

evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan di 

lingkup dinas, 

c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkup dinas, 

d. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan 

tatalaksana, 

e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan, serta pelaksanaan kerjasama, 

f. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan 

pengelolaan barang milik daerah dan/atau pemantauan 

pengelolaan pengadaan barang/jasa, 

g. pengkoordinasian penyusunan bahan laporan pelaksanaan 

kegiatan sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala, 

h. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan 

kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, 

dan 

i. (pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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Pasal 483

S u su n an  O rganisasi S ek re ta ria t terdiri d a ri :

a. S ub  Bagian Kepegawaian dan  Um um ; dan

b. Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana

Pasal 484

S ub  Bagian Kepegawaian d an  Um um  dipim pin oleh Kepala Sub 

Bagian, m em punyai tu g as  m elaksanakan  pelayanan  

adm in istrasi um um , k eh u m asan , k e ta ta u sa h a a n , p en y u su n an an  

ren can a  k e b u tu h a n  b a ran g  u n it dan  adm in istrasi kepegaw aian 

yang  berbasis  aplikasi.

Dalam m elak san ak an  tu g asn y a  sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 484, S ub  Bagian Kepegawaian d an  Umum

m enyelenggarakan fungsi :

a. m enyusun  program  dan  ren can a  kegiatan su b  bagian 

kepegaw aian d an  um um ;

b. m elaksanakan  pelayanan  k e ta ta u sa h a a n , S tan d ar 

O prasional P rosedur (SOP) d an  S ta n d a r  Pelayanan M inim um  

(SPM);

c. m elaksanakan  penyiapan  b ah an  p en y u su n an  analisa  

ja b a ta n , inform asi ja b a ta n , dan  an a lisa  beban  kerja  dan  

evaluasi ja b a ta n  di lingkup kerja d inas;

d. m enyusun  ren can a  k e b u tu h a n  pengadaan  dan  

pen d is trib u sian  barang  perlengkapan  lingkup dinas;

e. m elaksanakan  pem eliharaan , pengendalian  d an  pem anfaatan  

barang  investa ris di lingkup dinas;

f. m engoordinasikan , m engusu lkan  pen g u ru s barang  dan  

pem ban tu  pen g u ru s barang  milik daerah ;

g. m engolah da ta , pengarsipan  dokum en dan  u ru san  

adm in istrasi pegawai b e rb asis  aplikasi;

h. m elaksanakan  m anajem en  kepegaw aian di lingkup d inas;

i. m engelola d a ta  pengem bangan sum ber daya m an u sia  

ap ara tu r;

Pasal 485

Pasal 483 

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

Pasal 484 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunanan 

rencana kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian 

yang berbasis aplikasi. 

Pasal 485 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 484, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan, Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum 

(SPM): 
c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan analisa 

jabatan, informasi jabatan, dan analisa beban kerja dan 

evaluasi jabatan di lingkup kerja dinas, 

d. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan 

pendistribusian barang perlengkapan lingkup dinas, 

e. melaksanakan pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan 

barang investaris di lingkup dinas, 

f. mengoordinasikan, mengusulkan pengurus barang dan 

pembantu pengurus barang milik daerah, 

g. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan 

administrasi pegawai berbasis aplikasi: 

h. melaksanakan manajemen kepegawaian di lingkup dinas, 

i. mengelola data pengembangan sumber daya manusia 

aparatur, 
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j. m engoordinasikan  dan  m enyelenggarakan ta ta lak san a , 

pem eliharaan  kebersihan , k e in d ah an  dan  kenyam anan  

lingkungan perkan to ran ;

k. m enyusun  b ah an  evaluasi dan  pelaporan kegiatan kepada 

sekretaris;

l. m em im pin, m enga tu r dan  m engendalikan tugas su b  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

m. m m enyusun  dan  m enyiapkan  b ah an , konsep n a sk a h  d inas 

sesu a i dengan a ra h a n  dari sekret.aris;dan

n. m elaksanakan  tugas tam b ah an  lain sesuai dengan a rah an  

sekretaris.

B idang Perikanan T angkap dipim pin oleh Kepala Bidang, 

m em punyai tugas m erum uskan  dan  m elaksanakan  kebijakan, 

m em berikan bim bingan tekn is se rta  m elakukan  evaluasi 

te rh ad ap  penyelenggaraan kegiatan  dibidang Perikanan 

Tangkap.

Dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

486, Kepala B idang Perikanan Tangkap m enyelenggarakan

a. m enyusun  perencanaan  d an  pe laksanaan  p rog ram /keg ia tan  

B idang Perikanan;

b. m engkoordinasikan  p e laksanaan  pem binaan  u sah a , sa ran a  

d an  p ra sa ra n a  perikanan  tangkap;

c. m elaksanakan  evaluasi penyelenggaraan tu g as  bidang 

perikanan  tangkap;

d. m elaksanakan  pem binaan  te rh ad ap  pegawai di lingkup 

Bidang Perikanan Tangkap; dan

e. p e lak san aan  fungsi lain yang diberikan oleh p im pinan.

B agian Keem pat 

B idang Perikanan Tangkap 

Pasal 486

Pasal 487

fungsi :

j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tatalaksana, 

pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan 

lingkungan perkantoran, 

k. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada 

sekretaris, 

I. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

m. mmenyusun dan menyiapkan bahan, konsep naskah dinas 

sesuai dengan arahan dari sekretaris,dan 

n. melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 

Bagian Keempat 

Bidang Perikanan Tangkap 

Pasal 486 

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang, 

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, 

memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi 

terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Perikanan 

Tangkap. 

Pasal 487 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

486, Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan 

fungsi : 

a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan 

Bidang Perikanan: 

b. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan usaha, sarana 

dan prasarana perikanan tangkap, 

c. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang 

perikanan tangkap, 

d. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di lingkup 

Bidang Perikanan Tangkap, dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

  

  

  

   



Pasal 488

S u su n an  O rganisasi B idang Perikanan  T angkap sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 486, terdiri dari Kelompok J a b a ta n  

Fungsional dan  Pelaksana.

Bagian Kelima 

B idang Perikanan  Budidaya 

Pasal 489

Bidang Perikanan  B udidaya dipim pin oleh Kepala Bidang, 

m em punyai tu g as  m elak san ak an  sebagian u ru sa n  d in as  dalam  

Pem bangunan Perikanan budidaya terkait dengan

Pengem bangan K aw asan B udidaya, Pengelolaan Sistem

Perbenihan d an  Pakan Ikan  se rta  Peningkatan  Produksi, U saha 

B udidaya dan  K esehatan Lingkungan.

Pasal 490

D alam  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

489, Kepala B idang Perikanan budidaya m enyelenggarakan

fungsi sebagai b e r ik u t :

a. m enyusun  perencanaan  dan  p e laksanaan  p rog ram /keg ia tan  

pengem bangan, pengelolaan dan  pem anfaatan  sum ber daya 

perikanan  budidaya;

b. m elaksanakan  kegiatan  identifikasi, p e ru m u san , pem binaan  

te rh ad ap  pengem bangan  kaw asan , pengelolaan sistem  

perben ihan  d an  pengem bangan pakan  ikan  se rta  

pengem bangan sistem  produksi, u sa h a  budidaya dan  

keseha tan  lingkungan ikan;

c. m engkoordinasikan  p e lak san aan  pengum pulan , pengolahan, 

dan  penyajian  d a ta  s ta tis tik  perikanan  budidaya;

d. m engkoordinasikan  p e lak san aan  kaji terap  teknologi 

d ibidang perikanan  budidaya;

e. m elaksanakan  dan  m engkoordinasikan p em an tau an , 

m onitoring penyakit ikan d an  lingkungannya;

f. m elaksanakan  pengem bangan sistem  inform asi perikanan  

budidaya;

P A R A F
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Pasal 488 

Susunan Organisasi Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 486, terdiri dari Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Kelima 

Bidang Perikanan Budidaya 

Pasal 489 

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang, 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dinas dalam 

Pembangunan Perikanan budidaya terkait dengan 

Pengembangan Kawasan Budidaya, Pengelolaan Sistem 

Perbenihan dan Pakan Ikan serta Peningkatan Produksi, Usaha 

Budidaya dan Kesehatan Lingkungan. 

Pasal 490 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

489, Kepala Bidang Perikanan budidaya menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan 

pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya 

perikanan budidaya, 

b. melaksanakan kegiatan identifikasi, perumusan, pembinaan 

terhadap pengembangan kawasan, pengelolaan sistem 

perbenihan dan pengembangan pakan ikan serta 

pengembangan sistem produksi, usaha budidaya dan 

kesehatan lingkungan ikan, 

c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, 

dan penyajian data statistik perikanan budidaya, 

d. mengkoordinasikan pelaksanaan kaji terap teknologi 

dibidang perikanan budidaya, 

e. melaksanakan dan  mengkoordinasikan pemantauan, 

monitoring penyakit ikan dan lingkungannya, 

f. melaksanakan pengembangan sistem informasi perikanan 

budidaya, 
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g. m engkoordinasikan  p e lak san aan  kegiatan  perikanan  

bud idaya dengan  Unit P elaksana  Teknis D aerah terkait;

h. m enelaah dalam  m enerb itkan  rekom endasi tek n is  d ibidang 

pengem bangan perikanan  budidaya;

i. m em berikan  b ah an  p e rtim b an g an /te laah an  kepada  kepala  

d in as  ten tan g  kebijakan nasional perikanan  budidaya

j. m enyiapkan  b a h a n  kajian  kep ad a  kepala d in as  terkait 

sink ron isasi regulasi berbagai p e ra tu ran  dan  perundangan  di 

bidang perikanan  bud idaya baik  sektoral m au p u n  lin tas 

sektor;

k. m elaksanakan  pem binaan  te rh ad ap  pegawai d ilingkup 

bidang perikanan  budidaya;

l. m enyelenggarakan sistem  pelaporan  tekn is, adm in istrasi 

dan  keuangan  di bidang perikanan  budidaya.

m. m elaksanakan  tu g as  lain yang diberikan oleh pim pinan.

Pasal 491

S u su n an  O rganisasi B idang Perikanan  Budidaya sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 489, terdiri dari Kelompok Ja b a ta n  

Fungsional dan  Pelaksana.

Bagian Keenam

B idang Peningkatan  Daya Saing Produk Kelautan 

dan  Perikanan

Pasal 492

Bidang P enguatan  Daya Saing Produk K elautan dan  Perikanan 

dipim pin oleh Kepala Bidang, m elaksanakan  tugas p e ru m u san  

dan  p e lak san aan  kebijakan di bidang pen ingkatan  daya saing 

dan  sistem  logistik p roduk  k e lau tan  dan  p e rik an an  serta  

pen ingkatan  keberlan ju tan  u sa h a  k e lau tan  dan  perikanan .

Pasal 493

D alam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

492, Kepala B idang Peningkatan  Daya Saing Produk K elautan 

dan  Perikanan  m enyelenggarakan fungsi:

P A R A f
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g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perikanan 

budidaya dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah terkait, 

h. menelaah dalam menerbitkan rekomendasi teknis dibidang 

pengembangan perikanan budidaya, 

i. memberikan bahan pertimbangan/telaahan kepada kepala 

dinas tentang kebijakan nasional perikanan budidaya 

j. menyiapkan bahan kajian kepada kepala dinas terkait 

sinkronisasi regulasi berbagai peraturan dan perundangan di 

bidang perikanan budidaya baik sektoral maupun lintas 

sektor, 

k. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup 

bidang perikanan budidaya, 

Il menyelenggarakan sistem pelaporan teknis, administrasi 

dan keuangan di bidang perikanan budidaya. 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 491 

Susunan Organisasi Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 489, terdiri dari Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Keenam 

Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan 

dan Perikanan 

Pasal 492 

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan 

dipimpin oleh Kepala Bidang, melaksanakan tugas perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing 

dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta 

peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. 

Pasal 493 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

492, Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan 

dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: 
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a. m enyusun  p e ren can aan  dan  p e laksanaan  p rog ram /keg ia tan  

di b idang Penguatan  Daya Saing Produk K elautan dan 

Perikanan;

b. m elaksanaan  keb ijakan  d an  p rog ram /keg ia tan  dibidang

penyelenggara a n ta  ru an g  laut. daerah ,zonasi pesisirdan  

pu lau-pu laukecil, p en a taan  dan  pem anfaatan  kaw asan 

konservasi pe ra iran  daerah , perlindungan  keanekaragam an 

hayati, pengelolaan pesisirte rpadu , rehabilitasi, reklam asi, 

m itigasi b en can a  pesisir dan  p u lau -p u lau  kecil, ja s a  

k e lau tan , pem binaan  m u tu  dan  diversifikasi p roduk, 

penguatan  prom osi p ro d u k  ke lau tan  dan  perikanan , 

pen ingkatan  sistem  logistik p roduk  ke lau tan  dan  perikanan , 

se rta  pen ingkatan  k eb erlan ju tan  u sa h a  ke lau tan  dan

perikanan ;

c. m elaksanakan  supervisi, pem binaan  dan  bim bingan teknis

d ibidang penyelenggaraan ta ta  ru an g  la u t daerah ,zona si 

pesisir dan  p u lau -p u lau  kecil, p en a taan  dan  pem anfaatan  

kaw asan  konservasi pera iran  daerah , perlindungan  

keanekaragam an  hayati, pengelolaan pesisir te rpadu , 

rehabilitasi, rek lam asi, m itigasi b en can a  pesisir dan  pu lau - 

pu lau  kecil, ja s a  ke lau tan , pem binaan  m utu  dan  diversifikasi 

produk, p en g u atan  prom osi p roduk  ke lau tan  dan  perikanan , 

pen ingkatan  sistem  logistik p roduk  ke lau tan  dan  perikanan , 

se rta  pen ingkatan  keberlan ju tan  u sa h a  ke lau tan  dan

perikanan;

d. m elaksanakan  evaluasi dan  pelaporan dibidang

penyelenggaraan ta ta  ru an g  lau t daerah , zonasi pesisirdan  

p u lau -p u lau  kecil, p e n a taa n  dan  pem anfaatan  kaw asan 

konservasi pera iran  daerah , perlindungan  keanekaragam an 

hayati, pengelolaan pesisirte rpadu , rehabilitasi, reklam asi, 

m itigasi b en can a  pesisir dan  p u lau -p u lau  kecil, ja s a  

ke lau tan , pem binaan  m u tu  dan  diversifikasi p roduk, 

penguatan  prom osi p roduk  ke lau tan  dan  perikanan , 

pen ingkatan  sistem  logistik p roduk  ke lau tan  dan  perikanan , 

se rta  pen ingkatan  keberlan ju tan  u sah a  ke lau tan  dan

perikanan;

a. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan 

di bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan, 

b. melaksanaan kebijakan dan program/kegiatan dibidang 

penyelenggara anta ruang laut daerah,zonasi pesisirdan 

pulau-pulaukecil, penataan dan pemanfaatan kawasan 

konservasi perairan daerah, perlindungan keanekaragaman 

hayati, pengelolaan pesisirterpadu, rehabilitasi, reklamasi, 

mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa 

kelautan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk, 

penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, 

peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, 

serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan 

perikanan, 

c. melaksanakan supervisi, pembinaan dan bimbingan teknis 

dibidang penyelenggaraan tata ruang laut daerah,zonasi 

pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan 

kawasan konservasi perairan daerah, perlindungan 

keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, 

rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau- 

pulau kecil, jasa kelautan, pembinaan mutu dan diversifikasi 

produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, 

peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, 

serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan 

perikanan, 

d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang 

penyelenggaraan tata ruang laut daerah, zonasi pesisirdan 

pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan 

konservasi perairan daerah, perlindungan keanekaragaman 

hayati, pengelolaan pesisirterpadu, rehabilitasi, reklamasi, 

mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa 

kelautan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk, 

penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, 

peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, 

serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan 

perikanan, 
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e. m elaksanakan  pem binaan  te rh ad ap  pegawai d ilingkup 

B idang Peningkatan  Daya Saing Produk K elautan dan  

Perikanan; dan

f. p e lak san aan  fungsi lain  yang d iberikan  a ta san .

S u su n a n  O rganisasi B idang Peningkatan  Daya Saing Produk 

K elautan dan  Perikanan  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

492, terdiri dari Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

BAB XXIII

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

Bagian Kesatu

K edudukan, Tugas, d an  Fungsi 

Pasal 495

(1) D inas P e rp u stak aan  dan  K earsipan K abupaten Pohuw ato 

berada  di baw ah dan  bertanggungjaw ab kepada Bupati.

(2) D inas P erpustakaan  dan  K earsipan K abupaten Pohuw ato 

dipim pin oleh Kepala Dinas.

D inas P erpustakaan  dan  K earsipan m em punyai tugas 

m elaksanakan  u ru sa n  pem erin tahan  wajib yang tidak  berkaitan  

dengan pelayanan  d a sa r  u n tu k  m em bantu  B upati dalam  

m enyelenggarakan p e m e rin ta h an .

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 496, D inas P erpustakaan  dan  K earsipan 

m enyelenggarakan fungsi:

a. p e ru m u san  keb ijakan  teknik  sesua i dengan lingkup 

tugasnya;

b. p en u n jan g  penyelenggaraan pem erin tahan  D aerah  d an  tugas 

dekonsen trasi;

c. m elak san ak an  keb ijakan  d ibidang p e rp u s tak aan  dan  

K earsipan;

Pasal 494

Pasal 496

Pasal 497

e. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai dilingkup 

Bidang Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan 

Perikanan, dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan. 

Pasal 494 

Susunan Organisasi Bidang Peningkatan Daya Saing Produk 

Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

492, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

BAB XXIII 

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 495 

(1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

(2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pohuwato 

dipimpin oleh Kepala Dinas. 

Pasal 496 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan 

dengan pelayanan dasar untuk membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. 

Pasal 497 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 496, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

menyelenggarakan fungsi: 

a.perumusan kebijakan teknik sesuai dengan lingkup 

tugasnya, 

b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan tugas 

dekonsentrasi, 

c. melaksanakan kebijakan dibidang perpustakaan dan 

Kearsipan,   
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d. m elak san ak an  Koordinasi, m onitoring dan  evaluasi d ibidang 

P e rp u stak aan  d an  kearsipan ; dan

e. Pengelolaan barang  /k ek ay aan  D aerah yang m enjadi 

tanggungjaw ab D inas P erpustakaan  dan  K earsipan ;

f. p e lak san aan  fungsi lain yang d iberikan  oleh Bupati.

S u su n a n  organisasi D inas P e rp u stak aan  dan  Kearsipan 

terdiri a tas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. B idang Pengem bangan P erpustakaan  dan  Pem budayaan  dan  

Kegem aran Membaca;

d. B idang Pengolahan, Layanan dan  Pelestarian B ahan 

P erpustakaan ;

e. B idang K earsipan; dan

f. Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Kepala D inas m em punyai tu g as  m elaksanakan  sebagian u ru sa n  

Pem erin tahan  D aerah dalam  p e lak san aan  u ru sa n  bidang 

Pengem bangan P e rp u stak aan  d an  Pem budayaan d an  Kegemaran 

M embaca, B idang Pengolahan, Layanan dan  Pelestarian  B ahan 

P e rp u stak aan , dan  B idang K earsipan yang berada  dibaw ah 

tan g g u n g jaw ab  Bupati.

Dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

499, Kepala D inas m enyelenggarakan fungsi:

a. m erencanakan , m engorganisasikan , m engkoordinasikan dan 

m elak san ak an  p e ru m u san  kebijakan se rta  program  kegiatan, 

P erpustakaan  d an  K earsipan;

Bagian Kedua 

S u su n an  O rganisasi

Pasal 498

Bagian Ketiga 

Kepala D inas 

Pasal 499

Pasal 500

. melaksanakan Koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang 

Perpustakaan dan kearsipan, dan 

. Pengelolaan barang /kekayaan Daerah yang menjadi 

tanggungjawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 498 

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

terdiri atas: 

a. 

b. 

Cc. 

Kepala Dinas, 

Sekretariat: 

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan dan 

Kegemaran Membaca, 

Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan 

Perpustakaan, 

Bidang Kearsipan, dan 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Ketiga 

Kepala Dinas 

Pasal 499 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan 

Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan bidang 

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan dan Kegemaran 

Membaca, Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan 

Perpustakaan, dan Bidang Kearsipan yang berada dibawah 

tanggung jawab Bupati. 

Pasal 500 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

499, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan 

melaksanakan perumusan kebijakan serta program kegiatan, 

Perpustakaan dan Kearsipan, 
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b. m engkoordinasikan , m engendalikan penyiapan , p e ru m u san  

b ah an  kebijakan dan  pe tu n ju k  pem binaan  b idang bidang 

Pengem bangan P erpustakaan  dan  Pem budayaan dan  

Kegem aran M em baca, B idang Pengolahan, Layanan dan  

Pelestarian B ahan  P e rp u stak aan , dan  Bidang Kearsipan;

c. pem binaan  penyelenggaraan P erpustakaan  dan  Kerasipan

Pada Perangkat D aerah, P e ru sah aan  Sw asta, O rganisasi 

K em asyarakatan /O rgan isasi Politik, m asyarakat dan

Lembaga Pendidikan;

d. pengeloaan Arsip D inam is Vital, Aset, Arsip S ta tis  dan  Inaktif

e. m engkoordinasikan , m engendalikan penyiapan, p e ru m u san  

b ah an  kebijakan dan  p en tu n ju k  pem binaan  P erpustakaan  

dan  K earsipan.

f. m elaksakan  pem binaan  dan  pengendalian  k euangan  Dinas;

g. m elaporkan hasil p e lak san aan  tu g as  kepada B upati; d an

h. m elaksanakan  fungsi lain yang d iberikan  Bupati.

S ekretaria t dipim pin oleh S ekre ta ris yang m em punyai tugas 

m erencanakan , m elaksanakan , m engkoordinasikan dan  

m engendalikan  kegiatan perencanaan , evaluasi, p e laksanaan , 

p e n a tau sah a an , pelaporan , pertanggungjaw aban dan  

pengaw asan  keuangan , pelayanan  adm in istrasi, k eh u m asan , 

um um  dan  kepegaw aian.

Dalam m enyelenggarakan tu g as  pokok sebagaim ana d im aksud  

dlqm  pasal 501, S ekertaris m em punyai fungsi :

a. p e lak san aan  perencanaan , evaluasi dan  pengendalian  serta  

koordinasi kegiatan  di lingkup organ isasi dinas;

b. pengkoord inasian  dan  p en y u su n an  rencana , program , 

evaluasi dan  pengendalian  se rta  m enyusun  lapo ran  di 

lingkup dinas;

Bagian Kedua 

S ekretaria t 

Pasal 501

Pasal 502

b. mengkoordinasikan, mengendalikan penyiapan, perumusan 

bahan kebijakan dan petunjuk pembinaan bidang bidang 

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan dan 

Kegemaran Membaca, Bidang Pengolahan, Layanan dan 

Pelestarian Bahan Perpustakaan, dan Bidang Kearsipan, 

c. pembinaan penyelenggaraan Perpustakaan dan Kerasipan 

Pada Perangkat Daerah, Perusahaan Swasta, Organisasi 

Kemasyarakatan/Organisasi Politik, masyarakat dan 

Lembaga Pendidikan, 

d. pengeloaan Arsip Dinamis Vital, Aset, Arsip Statis dan Inaktif 

e. mengkoordinasikan, mengendalikan penyiapan, perumusan 

bahan kebijakan dan pentunjuk pembinaan Perpustakaan 

dan Kearsipan. 

f. 'melaksakan pembinaan dan pengendalian keuangan Dinas, 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati: dan 

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati. 

Bagian Kedua 

Sekretariat 

Pasal 501 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan,  mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, 

umum dan kepegawaian. 

Pasal 502 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

digm pasal 501, Sekertaris mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta 

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi dinas, 

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, 

evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan di 

lingkup dinas, 

  

 



c. p e lak san aan  pem binaan  dan  pem berian  du k u n g an  

adm in istras i yang  m eliputi k e ta ta u sa h a a n , kepegaw aian, 

keuangan , kerum ah tanggan , kerja  sam a, hu b u n g an  

m asyarakat, a rs ip  dan  dokum en tasi di lingkup dinas;

d. p e laksanaan  pem binaan  dan  p en a taan  organ isasi dan  

ta ta lak san a ;

e. pengkoord inasian  dan  pen y u su n an  p e ra tu ran  perundang- 

u n d an g an , se rta  p e lak san aan  kerjasam a;

f. p e lak san aan  pengelolaan keuangan  dan  penyelenggaraan 

pengelolaan barang  milik d aerah  d a n /a ta u  pem an tauan  

pengelolaan pengadaan  b a ran g /ja sa ;

g. pengkoord inasian  p en y u su n an  b ah an  laporan  pe laksanaan  

kegiatan  sek re ta ria t dan  kegiatan  sa tu a n  seca ra  berkala;

h. pengkoord inasian  dan  p e laksanaan  pengelolaan 

kepegaw aian, ta ta  u sa h a , perlengkapan dan  ru m ah  tangga; 

dan

i. p e lak san aan  fungsi lain yang diberikan oleh pim pinan.

Pasal 503

S u su n a n  O rganisasi S ek re ta ria t terdiri dari :

a. S ub  Bagian Kepegawaian dan  Umum

b. Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Pasal 504

S u b  Bagian Kepegawaian dan  Um um  dipim pin oleh Kepala Sub 

Bagian, m em punyai tu g as  m elaksanakan  pelayanan 

adm in istrasi um um , k eh u m asan , k e ta ta u sa h a a n , p en y u su n an an  

ren can a  k eb u tu h an  barang  u n it d an  adm in istrasi kepegawaian 

yang berbasis  aplikasi.

Pasal 505

Dalam m elaksanakan  tugasnya  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 504, Kepala S ub  Bagian Kepegawaian d an  Um um  

m enyelenggarakan fungsi :

a. m enyusun  program  dan  ren can a  kegiatan su b  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkup dinas, 

d. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan 

tatalaksana, 

e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan, serta pelaksanaan kerjasama: 

f. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan 

pengelolaan barang milik daerah dan/atau pemantauan 

pengelolaan pengadaan barang/jasa, 

g. pengkoordinasian penyusunan bahan laporan pelaksanaan 

kegiatan sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala, 

h. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan 

kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, 

dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 503 

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Pasal 504 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunanan 

rencana kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian 

yang berbasis aplikasi. 

Pasal 505 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 504, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian 

kepegawaian dan umum, 
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b. m elaksanakan  pelayanan  k e ta tau sa h a an , S tan d ar O prasional 

P rosedur (SOP) dan  S ta n d a r Pelayanan M inimum (SPM);

c. m elak san ak an  penyiapan b a h a n  p en y u su n an  an a lisa  ja b a ta n , 

inform asi ja b a ta n , dan  an a lisa  beban  kerja  dan  evaluasi 

ja b a ta n  di lingkup kerja  dinas;

d. m enyusun  ren can a  k eb u tu h an  pengadaan  dan  

pend istribusian  b a ran g  perlengkapan  lingkup dinas;

e. m elak san ak an  pem eliharaan , pengendalian  dan  pem anfaatan  

barang  investaris di lingkup d inas;

f. m engoordinasikan , m en g u su lk an  pen g u ru s barang  dan  

pem b an tu  p en g u ru s  barang  milik daerah ;

g. m engolah da ta , pengarsipan  dokum en dan  u ru san

adm in istrasi pegawai b e rb asis  aplikasi;

h. m elak san ak an  m anajem en kepegaw aian di lingkup dinas;

i. m engelola d a ta  pengem bangan sum ber daya m an u sia

ap ara tu r;

j. m engoordinasikan  dan  m enyelenggarakan ta ta lak san a , 

pem eliharaan  kebersihan , ke indahan  dan  kenyam anan  

lingkungan perkan to ran ;

k. m enyusun  b ah an  evaluasi d an  pelaporan  kegiatan  kepada 

sekretaris;

l. m em im pin, m en g a tu r dan  m engendalikan tu g as  su b  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

m. m m enyusun  dan  m enyiapkan b ah an , konsep n a sk ah  d inas 

sesua i dengan a ra h a n  dari sek reta ris;dan

n . m elaksanakan  tu g as  tam b a h an  lain sesuai dengan a ra h a n  

sekretaris.

B idang Pengolahan L ayanan dan  Pelestarian  B ahan 

P erpustakaan  dipim pin oleh Kepala Bidang, m em punyai tu g as  

Penyelenggaraan pengem bangan, koleksi, layanan  otom asi dan 

kerjasam a p e rp u s tak aan  se rta  konservasi pelestarian  fisik bahan  

p e rp u s tak aan . r______

Bagian Keempat

Bidang Pengolahan Layanan dan  Pelestarian 

B ahan  P erpustakaan

Pasal 506

b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan, Standar Oprasional 

Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM): 

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan analisa jabatan, 

informasi jabatan, dan analisa beban kerja dan evaluasi 

jabatan di lingkup kerja dinas, 

menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan 

pendistribusian barang perlengkapan lingkup dinas, 

melaksanakan pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan 

barang investaris di lingkup dinas, 

mengoordinasikan, mengusulkan pengurus barang dan 

pembantu pengurus barang milik daerah, 

mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan 

administrasi pegawai berbasis aplikasi: 

h. melaksanakan manajemen kepegawaian di lingkup dinas, 

mengelola data pengembangan sumber daya manusia 

aparatur, 

mengoordinasikan dan menyelenggarakan  tatalaksana, 

pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan 

lingkungan perkantoran, 

menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada 

sekretaris, 

memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

m, mmenyusun dan menyiapkan bahan, konsep naskah dinas 

sesuai dengan arahan dari sekretaris:dan 

melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 

Bagian Keempat 

Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian 

Bahan Perpustakaan 

Pasal 506 

Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan 

Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas 

Penyelenggaraan pengembangan, koleksi, layanan otomasi dan 

kerjasama perpustakaan serta konservasi pelestarian fisik bahan 

perpustakaan.   mata — 
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Pasal 507

Dalam M enyelenggarakan tugas sebagaim ana d im aksud  pasal

506, Kepala B idang Pengolahan Layanan dan  Pelestarian B ahan

P erpustakaan  m em punyai fungsi :

a. m enyusun  ren can a  dan  program  kerja bidang

b. M erum uskan  kebijakan Pengem bangan Koleksi dan

pengolahan b ah an  perpustakaan ;

c. M elaksanaan  layanan , otom asi dan  kerja sam a

p erp u stak aan ;

d. M elaksanakan  Pelestarian b ah an  p e rpustakaan ;

e. M elaksanakan Pem binaan, p em an tau an , Evaluasi, 

dokum en tasi dan  pelaporan  pengem bangan koleksi dan 

pengolahan b ah an  p e rp u s tak aan  layanan  otom asi dan  

kerjasam a p e rp u s tak aan  ;

f. m elaksanakan  evaluasi dan  Pelaporan b idang pengelohan, 

layanan  dan  pelestarian  b ah an  p erpustakaan ;

g. M elaksanaan  fungsi lain sesuai b idang tugasnya.

Pasal 508

S u su n a n  Bidang Pengolahan Layanan dan  Pelestarian B ahan

P erpustakaan  sebagaim ana d im aksud  ddalam  Pasal 506,

te rd ap a t Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana

Bagian Kelima

Bidang Pengem bangan p e rp u s tak aan  

dan  Pem budayaan kegem aran m em baca

Pasal 509

Bidang Pengem bangan P erpustakaan  dan  Pem budayaan 

Kegem aran M em baca, dipim pin oleh Kepala Bidang, 

m elaksanakan  tu g as  m eliputi pe laksanaan  pem binaan  dan  

pengem bangan p e rp u s tak aan , pem binaan  d an  pengem bangan 

tenaga  p e rp u s tak aan  serta  pengem bangan pem budayaan  

kegem aran m em baca.

Pasal 507 

Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 

506, Kepala Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan 

Perpustakaan mempunyai fungsi : 

a. menyusun rencana dan program kerja bidang 

b. Merumuskan kebijakan Pengembangan Koleksi dan 

pengolahan bahan perpustakaan: 

c. Melaksanaan layanan, otomasi dan kerja sama 

perpustakaan, 

d. Melaksanakan Pelestarian bahan perpustakaan: 

e. Melaksanakan Pembinaan, pemantauan, Evaluasi, 

dokumentasi dan pelaporan pengembangan koleksi dan 

pengolahan bahan perpustakaan layanan otomasi dan 

kerjasama perpustakaan 

f. melaksanakan evaluasi dan Pelaporan bidang pengelohan, 

layanan dan pelestarian bahan perpustakaan, 

g. Melaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 508 

Susunan Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan 

Perpustakaan sebagaimana dimaksud ddalam Pasal 506, 

terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

Bagian Kelima 

Bidang Pengembangan perpustakaan 

dan Pembudayaan kegemaran membaca 

Pasal 509 

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan  Pembudayaan 

Kegemaran Membaca, dipimpin oleh Kepala Bidang, 

melaksanakan tugas meliputi pelaksanaan pembinaan dan 

pengembangan perpustakaan, pembinaan dan pengembangan 

tenaga perpustakaan serta pengembangan pembudayaan 

kegemaran membaca.   
      

    

PARAF 

Per n cang 
OPD 1 

Uu 

  

  

       



Pasal 510

Dalam  M enyelenggarakan tu g as  sebagaim ana d im aksud  pada

pasal 509, Kepala B idang Pengem bangan P erpustakaan  dan

Pem budayaan Kegem aran M em baca m em punyai fungsi:

a. p e ru m u san  kebijakan pengem bangan p e rp u s tk aa n  dan  

pem budayaan  kegem aran  m em baca;

b. m enyusun  ren can a  dan  program  kerja  bidang;

c. m elaksanakan  pem binaan  dan  pengem bangan p e rp u s tak aan  

dan  pem budayaan  kegem aran m em baca;

d. m elaksanakan  pem binaan  dan  pengem bangan 

p erpustakaan ;

e. m elaksanakan  pengem bangan pem budayaan  kegem aran 

m em baca;

f. m elaksanakan  penyiapan b ah an  pem binaan , pem an tau an  

evaluasi dan  pelaporan;

g. m elaksanakan  fasilitas i/koord inasi bim bingan tekn is tenaga 

p e rp u s tak aan ; dan

h. p e lak san aan  fungsi lain sesu a i dengan bidang tugasnya.

S u su n a n  O rganisasi B idang Pengem bangan P erpustakaan  dan  

Pem budayaan Kegem aran M em baca sebagaim ana d im aksud  

dalam  pasal 509, te rd a p a t kelom pok ja b a ta n  fungsional dan 

pelaksana.

Bidang K erasipan dipim pin oleh Kepala Bidang, m elaksanakan  

tu g as  Pem binaan Pengeloaan Arsip.

Dalam  m elaksanakan  fungsi sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 512, Kepala B idang K earsipan m em punyai fungsi:

a. m enyusun  program  kerja bidang;

b. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekhnik  

Pengelolaan Kearsipan;

Pasal 51 1

Bagian Keen am  

Bidang Kersipan

Pasal 512

Pasal 513

Pasal 510 

Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

pasal 509, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan 

Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan pengembangan perpustkaan dan 

pembudayaan kegemaran membaca, 

b. menyusun rencana dan program kerja bidang, 

c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan 

dan pembudayaan kegemaran membaca: 

d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan 

perpustakaan, 

e. melaksanakan pengembangan pembudayaan kegemaran 

membaca, 

f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan 

evaluasi dan pelaporan, 

g. melaksanakan fasilitasi/koordinasi bimbingan teknis tenaga 

perpustakaan, dan 

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 511 

Susunan Organisasi Bidang Pengembangan Perpustakaan dan 

Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 509, terdapat kelompok jabatan fungsional dan 

pelaksana. 

Bagian Keenam 

Bidang Kersipan 

Pasal 512 

Bidang Kerasipan dipimpin oleh Kepala Bidang, melaksanakan 

tugas Pembinaan Pengeloaan Arsip. 

Pasal 513 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 512, Kepala Bidang Kearsipan mempunyai fungsi: 

a. menyusun program kerja bidang, 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekhnik 

Pengelolaan Kearsipan, — ame 
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c. Pem binaan K earsipan Perangkat D aerah, kearsipan  pada 

p e ru sah a a n , organ isasi kem asyaraka tan  /  organ isasi politik 

d an  m asy arak a t lem baga pendid ikan  ;

d. m elaksanakan  alih  m edia dan  reproduksi arsip  dinam is;

e. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  keb ijakan  tekhn is 

pengelolaan a rs ip  statis;

f. m elaksanakan  u su la n  p em u sn ah an  dan  aku isisi arsip;

g. P em an tauan  dan  Evaluasi kegiatan  kearsipan ;

h. m enyusun  laporan  ak h ir sebagai laporan  

pertanggungjaw aban tu g as /k eg ia tan ; dan

i. p e laksanaan  fungsi lain yang d iberikan  a ta san .

S u su n a n  O rganisasi B idang K earsipan sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 512, terdiri dari Kelompok Ja b a ta n  Fungsional dan 

Pelaksana.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(1) D inas ad a lah  D inas Pem berdayaan Perem puan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan  K eluarga 

B erencana K abupaten Pohuw ato berada  di baw ah dan 

bertanggungjaw ab kepada Bupati.

(2) D inas Pem berdayaan Perem puan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga B erencana K abupaten  

Pohuw ato di pim pin oleh Kepala Dinas.

Pasal 514

BAB XXIV

Bagian Kesatu

K edudukan, Tugas, d an  Fungsi 

Pasal 515

c. Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, kearsipan pada 

perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik 

dan masyarakat lembaga pendidikan : 

d. melaksanakan alih media dan reproduksi arsip dinamis, 

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan  tekhnis 

pengelolaan arsip statis, 

f. melaksanakan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip, 

g. Pemantauan dan Evaluasi kegiatan kearsipan: 

h. menyusun laporan akhir sebagai laporan 

pertanggungjawaban tugas/ kegiatan, dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan. 

Pasal 514 

Susunan Organisasi Bidang Kearsipan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 512, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana. 

BAB XXIV 

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 515 

(1) Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Pohuwato berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati. 

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Pohuwato di pimpin oleh Kepala Dinas. 
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Pasal 516

D inas Pem berdayaan Perem puan , Perlindungan Anak,

Pengendalian P enduduk  dan Keluarga B erencana m em punyai 

tu g as  m elaksanakan  u ru sa n  pem erin tahan  bidang

Pem berdayaan Perem puan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk  dan Keluarga B erencana u n tu k  m em ban tu  bupa ti 

dalam  m enyelenggarakan pem erin tahan .

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 516, D inas Pem berdayaan Perem puan, Perlindungan

Anak, Pengendalian P enduduk  d an  Keluarga B erencana

m enyelenggarakan fungsi:

a. p e ru m u san  keb ijakan  tekn ik  sesua i dengan lingkup 

tugasnya;

b. m elaksanakan  norm a s tan d ar, p rosedur dan  kriteria  di 

b idang Pem berdayaan Perem puan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian P enduduk  dan  Keluarga Berencana;

c. Penyiapan konsep  kebijakan daerah  bidang Pem berdayaan 

Perem puan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  

dan  Keluarga B erencana;

d. m engarahkan , m em bina p e laksanaan  advokasi,

kom unikasi, inform asi dan  edukasi pengendalian  k u a litas  

Pem berdayaan Perem puan , Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga Berencana;

e. p e lak san aan  kegiatan  pem berdayaan  dan  pen ingkatan  

peran  se rta  organ isasi kem asyaraka tan  dalam  pelayanan 

pem binaan  berkeluarga b erencana  dan  kesejah teraan  

keluarga;

f. pengkoord inasian , pengsingkron isasian  kebijakan daerah  

dengan tu g as  se tiap  perbidang;

g. penyelenggaraan operasional D inas dalam  rangka

te rlak san a  nya proses kegiatan  kerja yang diprogram kan;

h. m elaksanakan  Koordinasi, m onitoring dan  evaluasi d ibidang

Pem berdayaan Perem puan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk  dan Keluarga B erencana; dan

i. p e lak san aan  fungsi lain yang  diberikan oleh B upati.

Pasal 517

Pasal 516 

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai 

tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana untuk membantu bupati 

dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

Pasal 517 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 516, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknik sesuai dengan lingkup 

tugasnya, 

b. melaksanakan norma standar, prosedur dan kriteria di 

bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

c. Penyiapan konsep kebijakan daerah bidang Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana, 

d. mengarahkan, membina pelaksanaan — advokasi, 

komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kualitas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

e. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan 

peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelayanan 

pembinaan berkeluarga berencana dan kesejahteraan 

keluarga, 

f. pengkoordinasian, pengsingkronisasian kebijakan daerah 

dengan tugas setiap perbidang, 

g. penyelenggaraan operasional Dinas dalam rangka 

terlaksana nya proses kegiatan kerja yang diprogramkan, 

h. melaksanakan Koordinasi, monitoring dan evaluasi dibidang 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

  

  

         



Bagian Kedua 

S u su n an  O rganisasi 

Pasal 518

S u su n an  organisasi D inas Pem berdayaan Perem puan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk d an  Keluarga 

B erencana terdiri a tas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaria t;

c. B idang Pem berdayaan Perem puan dan  Kelem bagaan 

P engarustam aan  G ender (PUG);

d. B idang Perlindungan  P em enuhan  Hak Perem puan dan  Anak;

e. B idang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan

Penggerakkan;

f. B idang K eluarga B erencana, K etahanan dan  Keluarga 

Sejahtera;

g. Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana; dan

h. Unit Pelaksana Teknis D aerah.

Bagian Kesatu 

Kepala D inas 

Pasal 519

Kepala D inas m em punyai tu g as  m elaksanakan  sebagian u ru san  

P em erin tahan  D aerah dalam  Bidang Pem berdayaan Perem puan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  dan  Keluarga 

B erencana yang berada  dibaw ah tan g g u n g jaw ab  Bupati.

Pasal 520

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

519, Kepala D inas m enyelenggarakan fungsi:

a. m engkoordinasikan , m engendalikan penyiapan, p e ru m u san

b ah an  kebijakan dan  pe tu n ju k  pem binaan  bidang 

Pem berdayaan Perem puan , Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk  dan Keluarga Berencana;

b. m elaksanakan  pem binaan  d an  pengendalian D inas

Pem berdayaan Perem puan , Perlindungan Anak,

Pengendalian P enduduk  dan  Keluarga B erencana K abupaten  

Pohuwato;

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 518 

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana terdiri atas: 

a. Kepala Dinas, 

b. Sekretariat, 

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kelembagaan 

Pengarustamaan Gender (PUG), 

d. Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, 

e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan 

Penggerakkan, 

f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga 

Sejahtera: 

g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana: dan 

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

Bagian Kesatu 

Kepala Dinas 

Pasal 519 

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan 

Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana yang berada dibawah tanggung jawab Bupati. 

Pasal 520 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

519, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 

a. mengkoordinasikan, mengendalikan penyiapan, perumusan 

bahan kebijakan dan petunjuk pembinaan bidang 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

b, melaksanakan pembinaan dan pengendalian Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Pohuwato, 
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c. m elak san ak an  pem binaan , bim bingan tekn is, dan  

pengaw asan , p e laksanaan  kegiatan  bidang Pem berdayaan 

Perem puan , Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan  K eluarga B erencana;

d. m em berikan m asu k an  kepada pem erin tah  daerah  dalam  

p e lak san aan  kegiatan  dibidang Pem berdayaan Perem puan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk  dan Keluarga 

B erencana;

e. m elaporkan hasil p e lak san aan  tu g as  kepada  B upati; dan

f. m elaksanakan  fungsi lain yang diberikan Bupati.

Bagian Ketiga 

S ek retaria t 

Pasal 521

S ekretaria t dipim pin oleh S ekre ta ris yang m em punyai tugas 

m erencanakan , m elak san ak an , m engkoordinasikan  dan  

m engendalikan kegiatan p e ren can aan , evaluasi, p e laksanaan , 

p e n a ta u sa h a a n , pelaporan , pertanggungjaw aban dan  

pengaw asan keuangan . pelayanan adm in istrasi, k eh u m asan , 

um um  dan kepegaw aian.

Pasal 522

D alam  m elak san ak an  tugas sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

521, S ek re ta ris m enyelenggarakan fungsi:

a. p e lak san aan  perencanaan , evaluasi dan  pengendalian  se rta  

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi d inas;

b. pengkoord inasian  dan  p en y u su n an  rencana , program , 

evaluasi dan  pengendalian  se rta  m enyusun  laporan  di 

lingkup dinas;

c. p e lak san aan  pem binaan  dan  pem berian du k u n g an  

adm in istrasi yang  m eliputi k e ta tau sa h a an , kepegaw aian, 

keuangan , kerum ah tanggan , kerja  sam a, hu b u n g an  

m asyarakat, a rs ip  dan  dokum entasi di lingkup dinas;

d. p e lak san aan  pem binaan  dan  p en a taan  organ isasi dan  

ta ta lak san a ;

e. pengkoord inasian  dan  penyusunan  p e ra tu ran  perundang- 

u n d an g an , se rta  p e lak san aan  kerjasam a;
P A R A F
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c. melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, dan 

pengawasan, pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan 

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana, 

d. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati, dan 

f “melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati. 

Bagian Ketiga 

Sekretariat 

Pasal 521 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan — dan 

mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan. pelayanan administrasi, kehumasan, 

umum dan kepegawaian. 

Pasal 522 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

521, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta 

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi dinas: 

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, 

evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan di 

lingkup dinas, 

c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkup dinas, 

d. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan 

tatalaksana, 

e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan, serta pelaksanaan kerjasama, 
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f. p e lak san aan  pengelolaan keuangan  dan  penyelenggaraan 

pengelolaan barang  milik daerah  d a n /a ta u  pem an tau an  

pengelolaan pengadaan  b a ran g /ja sa ;

g. pengkoordinasian  p en y u su n an  b ah an  laporan pe laksanaan  

kegiatan  sek re ta ria t dan  kegiatan  sa tu an  seca ra  berkala;

h. pengkoordinasian d an  pe laksanaan  pengelolaan 

kepegaw aian, ta ta  u sah a , perlengkapan dan  rum ah  tangga. 

dan

i. p e lak san aan  fungsi lain yang  d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 523

S u su n a n  O rganisasi S ek re ta ria t terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian dan  Um um

b. S ub  Bagian K euangan; dan

c. Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

P a ra g ra f1

S ub  Bagian Kepegawaian dan  Umum

Pasal 524

S ub  Bagian Kepegawaian d an  Um um  dipim pin oleh Kepala Sub 

Bagian, m em punyai tu g as  m elaksanakan  pelayanan 

adm in istrasi um um , k eh u m asan , k e ta tau sa h a an , p en y u su n an an  

ren can a  k e b u tu h a n  barang  u n it dan  adm in istrasi kepegaw aian 

yang berbasis aplikasi.

Pasal 525

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

524, Kepala S ub  Bagian Kepegawaian dan  Um um  

m enyelenggarakan fungsi:

a. m enyusun  program  dan ren can a  kegiatan su b  bagian 

kepegaw aian d an  um um ;

b. m elak san ak an  pelayanan  k e ta ta u sa h a a n , S tan d ar 

O prasional P rosedur (SOP) dan  S ta n d a r  Pelayanan M inimum 

(SPM);

c. m elaksanakan  penyiapan b ah an  p en y u su n an  ana lisa  

ja b a ta n , inform asi ja b a ta n , dan  ana lisa  beban  kerja dan  

evaluasi ja b a ta n  di lingkup kerja d inas;

f. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan 

pengelolaan barang milik daerah dan/atau pemantauan 

pengelolaan pengadaan barang/jasa: 

g. pengkoordinasian penyusunan bahan laporan pelaksanaan 

kegiatan sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala, 

h. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan 

kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga. 

dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 523 

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

b. Sub Bagian Keuangan, dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Paragraf 1 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

Pasal 524 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunanan 

rencana kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian 

yang berbasis aplikasi. 

Pasal 525 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

524, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan, Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum 

(SPM), 

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan analisa 

jabatan, informasi jabatan, dan analisa beban kerja dan 

evaluasi jabatan di lingkup kerja dinas, 
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d. m enyusun  ren can a  k e b u tu h a n  pengadaan  dan  

pend istribusian  barang  perlengkapan  lingkup dinas;

e. m elaksanakan  pem eliharaan , pengendalian  d an  pem anfaatan  

barang  investaris di lingkup d inas;

f. m engoordinasikan , m engusu lkan  pen g u ru s barang  dan  

pem ban tu  p en g u ru s  barang  milik daerah ;

g. m engolah da ta , pengarsipan  dokum en dan  u ru sa n  

adm in istras i pegawai berbasis  aplikasi;

h. m elaksanakan  m anajem en  kepegaw aian di lingkup dinas;

i. m engelola d a ta  pengem bangan sum ber daya m an u sia  

ap a ra tu r;

j. m engoordinasikan  dan  m enyelenggarakan ta ta lak san a , 

pem eliharaan  kebersihan , ke in d ah an  dan  kenyam anan  

lingkungan perkan to ran ;

k. m enyusun  b ah an  evaluasi dan  pelaporan  kegiatan  kepada 

sekretaris;

l. m em im pin, m enga tu r dan  m engendalikan tu g a s  su b  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

m. m m enyusun  dan  m enyiapkan b ah an , konsep  n a sk ah  d inas 

sesua i dengan a ra h a n  dari sek reta ris;dan

n. m elaksanakan  tu g as  tam b ah an  lain sesuai dengan a rah an  

sekretaris.

Paragraf 2

S ub  Bagian Keuangan 

Pasal 526

S ub  Bagian K euangan dipim pin oleh Kepala S ub  Bagian, 

m em punyai tu g as  m engum pulkan  dan  m enyusun  rencana  

p e lak san aan  kegiatan , p e n a ta u sa h a a n  keuangan , evaluasi dan  

pelaporan, pertanggungjaw aban , se rta  pengaw asan pengelolaaan 

keuangan  di lingkup dinas.

Pasal 527

Dalam  m elak san ak an  tugasnya  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 526, Kepala S ub  Bagian K euangan m enyelenggarakan 

fungsi :

a. m enyusun , m enyiapkan b ah an  perencanaan  kegiatan 

keuangan , m enganalisis b ah an  evaluasi d an  pengendalian  

laporan  p e lak san aan  kegiatan  pengelolaan keuangan;

d. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan 

pendistribusian barang perlengkapan lingkup dinas, 

e. melaksanakan pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan 

barang investaris di lingkup dinas, 

f. mengoordinasikan, mengusulkan pengurus barang dan 

pembantu pengurus barang milik daerah, 

g. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan 

administrasi pegawai berbasis aplikasi, 

h. melaksanakan manajemen kepegawaian di lingkup dinas, 

i. mengelola data pengembangan sumber daya manusia 

aparatur, 

j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tatalaksana, 

pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan 

lingkungan perkantoran, 

k. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada 

sekretaris, 

Il. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

m. mmenyusun dan menyiapkan bahan, konsep naskah dinas 

sesuai dengan arahan dari sekretaris,dan 

n. melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 

Paragraf 2 

Sub Bagian Keuangan 

Pasal 526 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, 

mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana 

pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, evaluasi dan 

pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan pengelolaaan 

keuangan di lingkup dinas. 

Pasal 527 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 526, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. menyusun, menyiapkan bahan perencanaan kegiatan 

keuangan, menganalisis bahan evaluasi dan pengendalian 

laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, 
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b. m engkonsu ltasikan  d an  m engkoordinasikan dengan 

in s ta n s i/u n i t  kerja te rka it dalam  rangka  m endukung  

p e laksanaan  kegiatan pengelolaan keuangan;

c. m elakukan  evaluasi p e lak san aan  kegiatan, capaian  k inerja 

pengelolaan keuangan;

d. m enyiapkan dan  m enyusun  p rosedur te ta p /s ta n d a r  

operasional dan  p rosedur terkait pengelolaan k euangan  di 

lingkup d inas;

e. m elakukan  verifikasi ketersed iaan  anggaran , 

m en a tau sa h a k an  pengelolaan keuangan , m enghim pun dan 

m engolah d a ta  keuangan  serta  m enyusun  laporan keuangan  

di lingkup D inas ;

f. m enyiapkan dokum en m eneliti pengajuan  tag ihan  dan 

m elakukan  verifikasi tag ihan  pem bayaran  m engajukan, 

m enyiapkan d an  m enerb itkan  S u ra t Perintah M embayar 

beserta  kelengkapan dokum en kepada B endahara  Umum 

D aerah m elalui b en d ah a ra  pengeluaran ;

g. m engelola pem bayaran  gaji pegawai d an  T am bahan  

Penghasilan  Pegawai, m engendalikan, m engontrol dan 

m engevaluasi p e lak san aan  tu g as  ben d ah ara  pengeluaran;

h. m em buat reg ister S u ra t P erm in taan  Pem bayaran, S u ra t 

Perin tah  M em bayar, penolakan penerb itan  S u ra t Perintah 

M em bayar, penerim aan , pengesahan , penolakan  pengesahan  

dan  m em buat laporan  pengesahan  S u ra t Pertangung 

Jaw ab an , pengesahan  pengaw asan definitive anggaran  

/k eg ia tan , register k o n tra k /S u ra t  Perin tah  Kerja, daftar 

realisasi pem bayaran  kon trak  dan  realisasi pem bayaran  per 

nom or kontrak ;

i. m em buat b u k u -b u k u  c a ta ta n  a k u n ta n s i sesuai dengan 

kebijakan a k u n tan s i;d an

j. m elaksanakan  tu g as  tam b ah an  lain sesuai dengan a ra h a n  

sekretaris.

mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan 

instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan: 

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja 

pengelolaan keuangan, 

menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar 

operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan di 

lingkup dinas, 

melakukan verifikasi ketersediaan anggaran, 

menatausahakan pengelolaan keuangan, menghimpun dan 

mengolah data keuangan serta menyusun laporan keuangan 

di lingkup Dinas : 

menyiapkan dokumen meneliti pengajuan tagihan dan 

melakukan verifikasi tagihan pembayaran mengajukan, 

menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar 

beserta kelengkapan dokumen kepada Bendahara Umum 

Daerah melalui bendahara pengeluaran, 

mengelola pembayaran gaji pegawai dan Tambahan 

Penghasilan Pegawai, mengendalikan, mengontrol dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran: 

membuat register Surat Permintaan Pembayaran, Surat 

Perintah Membayar, penolakan penerbitan Surat Perintah 

Membayar, penerimaan, pengesahan, penolakan pengesahan 

dan membuat laporan pengesahan Surat Pertangung 

Jawaban, pengesahan pengawasan definitive anggaran 

/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar 

realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per 

nomor kontrak, 

membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan 

kebijakan akuntansi,dan 

melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 
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Bagian Keempat

Bidang Pem berdayaan Perem puan dan  Kelem bagaan 

P engarusu tam aan  G ender 

Pasal 528

Bidang Pem berdayaan Perem puan dan  Kelembagaan 

P engarusu tam aan  G ender dipim pin oleh Kepala Bidang, 

m em punyai tu g as  m enyelenggarakan dan  m elaksanakan  

kebijakan d ib idang  Pem berdayaan Perem puan d an  Kelembagaan 

P engarusu tam aan  Gender.

Dalam m elaksanakan  tugas sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

528, Kepala B idang Pem berdayaan Perem puan dan  Kelem bagaan

P engarusu tam aan  G ender m enyelenggarakan fungsi sebagai

berikut:

a. m enyusun  ren can a  kerja  dan  program  kerja  Bidang 

Pem berdayaan Perem puan dan  Kelem bagaan 

P en g aru su tam aan  Gender;

b. m enyusun  norm a, s tan d ar, p ro sedu r dan  k riteria  di 

bidangnnya;

c. m engkoordinasikan dan  m engsingkronisasikan  pe laksanaan  

kebijakan di bidangnya;

d. penyiapan  fasilitasi, sosialisasi dan  d istribusi kebijakan 

p e lak san aan  p en g aru stam aan  gender d an  pem berdayaan 

perem puan  di bidangekonom i, social, politik h u k u m  dan 

k u a lita s  keluarga;

e. p en y u su n an  d a ta  gender b idang pem bangunan  dan  

pengelolaan sistem  inform asi gender dan  a n a k  serta  

pengelolaan w ebsite (e -G o v e rm e n t) ;

f. pem berian  bim bingan tek n is  dan  supervise di bidang

pem berdayan perem puan  dan  kelem bagaan

P en g aru su tam aan  Gender;

g. p em an tau an , analis, evaluasi dan  pelaporan pe laksanaan  

kebijakan k ese ta raan  gender; dan

h. p e lak san aan  fungsi lain sesuai bidang tu g asn y a  yang 

diberikan a ta san .

Pasal 529

Bagian Keempat 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender 

Pasal 528 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Bidang, 

mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan 

kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender. 

Pasal 529 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

528, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

a. menyusun rencana kerja dan program kerja Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender, 

b. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di 

bidangnnya, 

c. mengkoordinasikan dan mengsingkronisasikan pelaksanaan 

kebijakan di bidangnya, 

d. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan 

pelaksanaan pengarustamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan di bidangekonomi, social, politik hukum dan 

kualitas keluarga, 

e. penyusunan data gender bidang pembangunan dan 

pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta 

pengelolaan website (e-Goverment): 

f. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang 

pemberdayan perempuan dan kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender, 

g. pemantauan, analis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan kesetaraan gender, dan 

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang 
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Pasal 530

S u su n a n  O rganisasi B idang Pem berdayaan Perem puan dan  

Kelem bagaan P engarusu tam aan  G ender sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 528, terd iri dari Kelompok Ja b a ta n  Fungsional dan  

Pelaksana.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan P em enuhan  Hak 

P erem puan  d an  Anak

Bidang Perlindungan Pem enuhan Hak Perem puan dan  Anak 

dipim pin oleh Kepala Bidang, m em punyai tu g as  m engkoordinir 

p e ren can aan  dan  p e laksanaan  kebijakan perlindungan  

pem enuhan  h ak  perem puan  dan  anak .

Dalam m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

531, Kepala B idang Perlindungan P em enuhan  Hak Perem puan

dan  A nak m enyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. m enyusun  ren can a  d an  program  kerja  bidang;

b. peny iapan  p e ru m u san  kajian  kebijakan p em en u h an  hak  

perem puan  dan  a n a k  dalam  b idang  peng asu h an  a lte rna tif 

dan  pendid ikan  se rta  pem anfaatan  w aktu  luang  dan  kegiatan 

budaya, upaya pencegahan , perlindungan  dan  penanganan  

k a su s  tin d ak  kekerasan ;

c. penyiapan pelem bagaan p em en u h an  hak  perem puan  dan  

a n a k  pada  lem baga pem erin tah , nonpem erin tah ;

d. penyiapan pen g u atan  dan  pengem bangan lem baga penyedia 

layanan  pen ingkatan  k u a lita s  h idup  perem puan  d an  anak;

e. p em an tau an , analisis, evaluasi d an  pelaporan penerapan  

kebijakan  p em en u h an  h ak  perem puan  a n a k  dan  

ketersed iaaan  dan  penyajian d a ta  dan  inform asi te rka it 

dengan tindak  kekerasan ;

f. m erum uskan  b a h a n  koordinasi dan  tekn is p e laksanaan  

program  kegiatan bidang;

g. m elaksanakan  evaluasi dan  pelaporan; dan

h. p e lak san aan  fungsi lain  sesua i dengan bidang tugasnya.

Pasal 531

Pasal 532

/

Pasal 530 

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 528, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana. 

Bagian Kelima 

Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak 

Perempuan dan Anak 

Pasal 531 

Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak 

dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas mengkoordinir 

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan 

pemenuhan hak perempuan dan anak. 

Pasal 532 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

531, Kepala Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Perempuan 

dan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. menyusun rencana dan program kerja bidang, 

b. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak 

perempuan dan anak dalam bidang pengasuhan alternatif 

dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan 

budaya, upaya pencegahan, perlindungan dan penanganan 

kasus tindak kekerasan, 

c. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak perempuan dan 

anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, 

d. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia 

layanan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, 

e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan 

kebijakan pemenuhan hak perempuan anak dan 

ketersediaaan dan penyajian data dan informasi terkait 

dengan tindak kekerasan, 

f. merumuskan bahan koordinasi dan teknis pelaksanaan 

program kegiatan bidang, 

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan 

h. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 533

S u su n a n  O rganisasi B idang Perlindungan P em enuhan  Hak 

Perem puan dan  Anak sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 531, 

terdiri dari Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Pengendalian Penduduk , P enyuluhan  dan  Penggerakkan 

dipim pin Kepala B idang m em punyai tugas p e ru m u san  dan  

p e lak san aan  kebijakan di b idang pengendalian  penduduk , 

penyu luhan  dan  pergerakkan.

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  dim aksud dalam  Pasal

534, Kepala B idang pengendalian  penduduk , p en y u lu h an  dan

penggerakkan m enyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan p e ru m u san  keb ijakan  di bidang Pengendalian 

Penduduk , penyu luhan  dan  penggerakkan;

b. penyiapan forum  koordinasi p en y u su n an  kebijakan b idang 

Pengendalian Penduduk . penyu luhan  dan  penggerakkan;

c. penyiapan p e ru m u san  kajian  kebijakan pelaksanaan  

Pengendalian Penduduk , p enyu luhan  dan  penggerakkan;

d. p e laksanaan  keb ijakan  tek n is  d aerah  di bidang Pengendalian 

P enduduk ,, sistem  inform asi keluarga, penyu luhan , advokasi 

d an  pergerakkan  b idang pengendalian  penduduk , 

penyu luhan  dan  pergerakkan;

e. p e lak san aan  NSPK (Norma S tan d ar P rosedur Kerja) di bidang 

pengendalian  penduduk , penyu luhan  dan  pergerakkan;

f. p e laksanaan  pem anduan  dan  sinkron isasi kebijakan 

pem erin tah  d aerah  dalam  ran g k a  pengendalian  penduduk ;

g. p e lak san aan  pendayagunaan  tenaga  Penyuluh Keluarga

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Penduduk , 

P enyuluhan  dan  Penggerakkan

Pasal 534

Pasal 535

B erencana (PKB);

Pasal 533 

Susunan Organisasi Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak 

Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, 

terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Keenam 

Bidang Pengendalian Penduduk, 

Penyuluhan dan Penggerakkan 

Pasal 534 

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan 

dipimpin Kepala Bidang mempunyai tugas perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, 

penyuluhan dan pergerakkan. 

Pasal 535 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

534, Kepala Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan 

penggerakkan menyelenggarakan fungsi: 

a. 

b. 

penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian 

Penduduk, penyuluhan dan penggerakkan: 

penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan bidang 

Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan penggerakkan: 

penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan 

Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan penggerakkan, 

pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian 

Penduduk,, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi 

dan pergerakkan bidang pengendalian penduduk, 

penyuluhan dan pergerakkan, 

pelaksanaan NSPK (Norma Standar Prosedur Kerja) di bidang 

pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakkan, 

pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan 

pemerintah daerah dalam rangka pengendalian penduduk, 

pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga 

Berencana (PKB), 
  

  

  

     



h. pem berian  bim bingan tek n is  d an  fasilitasi di bidang 

pengendalian  penduduk ;

i. p e lak san aan  p em an tau an  dan  evaluasi di bidang 

pengendalian  penduduk , p en y u u h an  dan  pergerakkan;

j. m elaksanakan  pem binaan  dan  m ensosialisasikan  ten tang  

program  kegiatan  pen ingkatan  pengendalian  penduduk , 

penyu luhan  dan  pergerakkan  inform asi keluarga;

k. m engadakan  ra p a t ru tin  in tern  m au p u n  rap a t koordinasi 

dengan in s tan s i, d in as  d an  lem baga yang terkait;

l. m engevaluasi se rta  m onitoring tu g as /k eg ia tan  yang  telah 

d iprogram kan dalam  rangka pen ingkatan  program  kegiatan;

m. m enyusun  laporan  ak h ir sebagai laporan  

pertanggungjaw aban  tu g as /k eg ia tan ; dan

n. p e lak san aan  fungsi lain sesu a i b idang tugasnya.

Pasal 536

S u su n an  O rganisasi B idang Pengendalian Penduduk ,

penyu luhan  d an  penggerakkan sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 534, terdiri dari Kelompok Ja b a ta n  Fungsional dan

Pelaksana.

Bagian Ketujuh

Bidang Keluarga B erencana, K etahanan 

d an  Keluarga se jah tera

Pasal 537

Bidang Keluarga B erencana, K etahanan  dan  Keluarga Sejah tera  

dipim pin oleh Kepala Bidang, m em punyai tu g as  p e ru m u san  

p e lak san aan  keb ijakan  di b idang  Keluarga B erencana, 

K etahanan  dan  keluarga  sejahtera .

Pasal 538

Dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

537, Kepala B idang K eluarga B erencana, K etahanan  dan  

K eluarga se jah tera  m enyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan p e ru m u san  keb ijakan  di bidang Keluarga 

B erencana, K etahanan  dan  K eluarga sejahtera;

h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang 

pengendalian penduduk, 

i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang 

pengendalian penduduk, penyuuhan dan pergerakkan, 

ji. melaksanakan pembinaan dan mensosialisasikan tentang 

program kegiatan peningkatan pengendalian penduduk, 

penyuluhan dan pergerakkan informasi keluarga, 

k. mengadakan rapat rutin intern maupun rapat koordinasi 

dengan instansi, dinas dan lembaga yang terkait, 

Il. mengevaluasi serta monitoring tugas/kegiatan yang telah 

diprogramkan dalam rangka peningkatan program kegiatan, 

m. menyusun laporan akhir sebagai laporan 

pertanggungjawaban tugas/kegiatan, dan 

n. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 536 

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Penduduk, 

penyuluhan dan penggerakkan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 534, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana. 

Bagian Ketujuh 

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan 

dan Keluarga sejahtera 

Pasal 537 

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera 

dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas perumusan 

pelaksanaan kebijakan di bidang Keluarga Berencana, 

Ketahanan dan keluarga sejahtera. 

Pasal 538 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

537, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan 

Keluarga sejahtera menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Keluarga 

Berencana, Ketahanan dan Keluarga sejahtera, 

      

 



b. p e lak san aan  Kebijakan tek n is  daerah  d ibidang Keluarga 

B erencana, K etahanan  d an  Keluarga sejahtera;

c. p e laksanaan  forum  koordinasi pen y u su n an  kebijakan dalam  

pem berdayaan  dan  pen ingkatn  peran se rta  organisasi 

kem asy arak a tan  tingkat p ro v in si/k ab u p a ten  dalam  

pengolaan pelayanan pem binaan  keikut se rtaan  program  

keluarga  berencana;

d. p e lak san aan  koordinasi dan  singkronisasi penerapan  

kebijakan p e laksanaan  Kelurga Berencana;

e. p e laksnaan  pernyiapan p e ru m u san  kajian b idang Kelurga 

B erencana, k e tah an an  d an  Keluarga sejahtera;

f. p en y u su n an  norm a, s ta n d a r  p rosedur dan kriteria  bidang;

g. p e laksanaan  p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan;

h. pem berian  bim bingan tekn is dan  fasilitasi kegiatan bidang;

i. pem binaan  dan  koordinasi penyusunan  d an  pelaporan 

p e laksanaan  program  dan  anggaran  tu g as  p em ban tuan  

bidang;

j. p e laksanaan  p em an tau an , evaluasi dan  pelaporan  di bidang 

Keluarga B erencana, K etahanan  dan  Keluarga se jah te ra  dan

k. pe laksanaan  fungsi lain sesu a i b idang tugasnya.

Pasal 539

S u su n an  O rganisasi B idang K eluarga B erencana, K etahanan

dan  Keluarga se jah te ra  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal

537, terdiri dari Kelompok Ja b a ta n  Fungsional d an  Pelaksana.

BAB XXV

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

B agian K esatu

K edudukan, Tugas, d an  Fungsi 

Pasal 540

(1) D inas K ependudukan dan  P encatatan  Sipil K abupaten

Pohuw ato berada  dibaw ah dan  bertanggung jaw ab  kepada  

Bupati.

(2) D inas K ependudukan dan  P encatatan  Sipil K abupaten

Pohuw ato dipim pin oleh Kepala Dinas.
P A R A F
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b. pelaksanaan Kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga 

Berencana, Ketahanan dan Keluarga sejahtera, 

c. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan dalam 

pemberdayaan dan peningkatn peran serta organisasi 

kemasyarakatan tingkat provinsi/ kabupaten dalam 

pengolaan pelayanan pembinaan keikut sertaan program 

keluarga berencana, 

d. pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi penerapan 

kebijakan pelaksanaan Kelurga Berencana, 

e. pelaksnaan pernyiapan perumusan kajian bidang Kelurga 

Berencana, ketahanan dan Keluarga sejahtera, 

f. penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria bidang, 

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, 

h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan bidang: 

m
a
 

pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan 

pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan 

bidang, 

J-. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga sejahtera dan 

k. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya. 

Pasal 539 

Susunan Organisasi Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan 

dan Keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

537, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

BAB XXV 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 540 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pohuwato berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati. 

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pohuwato dipimpin oleh Kepala Dinas. 
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Pasal 541

D inas K ependudukan  dan  P encatatan  Sipil m elaksanakan  

u ru sa n  pem erin tahan  tidak wajib yang berka itan  dengan 

pelayanan d a sa r  di B idang A dm inistrasi K ependudukan  dan 

P encata tan  Sipil u n tu k  m em  b an tu  B upati dalam  

m enyelenggarakan p e m e rin ta h an .

Pasal 542

Dalam  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 541, D in a s  K ependudukan dan  P encatatan  Sipil 

K abupaten Pohuw ato m enyelenggarakan fungsi:

a. m enyelenggarakan koordinasi, in tegritas dan  singkronisasi 

u ru sa n  adm in istrasi kepen d u d u k an  dan  pen ca ta tan  sipil.

b. m enyelenggarakan p e ru m u san  kebijakan teh n is  di bidang 

adm in istrasi kependudukan  d an  p en ca ta tan  sipil.

c. pem binaan  dan  pengaw asan penyelenggaraan adm in istrasi 

dan  p en ca ta tan  sipil.

d. m elaksanakan  tu g as  lain  yang  d iberikan  oleh Bupati.

Bagian Kedua 

S u su n an  O rganisasi 

Pasal 543

S u su n an  O rganisasi D inas K ependudukan  dan  P encata tan  Sipil 

K abupaten  Pohuw ato terdiri a tas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. B idang Pelayanan Pendaftaran  Penduduk;

d. B idang Pelayanan P encatatan  Sipil;

e. B idang Pengelolaan Inform asi A dm inistrasi K ependudukan 

dan  Pem anfaatan  Data; dan

f. Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

P A R A F
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Pasal 541 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 

urusan pemerintahan tidak wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar di Bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil untuk membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. 

Pasal 542 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 541, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan fungsi: 

a. menyelenggarakan koordinasi, integritas dan singkronisasi 

urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

b. menyelenggarakan perumusan kebijakan tehnis di bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi 

dan pencatatan sipil. 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 543 

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pohuwato terdiri atas: 

a. Kepala Dinas, 

b. Sekretariat: 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dan Pemanfaatan Data, dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 
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Bagian Ketiga 

Kepala D inas 

Pasal 544

Kepala D inas kepen d u d u k an  d an  p en ca ta tan  sipil m em punyai 

tu g as  M em im pin d an  m elaksanakan  u ru sa n  pem erin tahan  

d aerah  yang  m enjadi kew enangan Pem erintah K abupaten 

Pohuw ato di b idang A dm inistrasi K ependudukan dan  

P encata tan  Sipil dan  berada  dibaw ah tanggunjaw ab Bupati.

Pasal 545

Dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 544, Kepala D inasm enyelenggarakan fungsi:

a. m erum uskan  program  ke ija  D inas K ependudukan Dan 

P encata tan  Sipil sesua i dengan k e ten tu an  yang  berlaku;

b. m engkoordinasikan  program  kerja D inas K ependudukan  dan  

P encata tan  Sipil sesua i dengan k e ten tu an  yang berlaku;

c. m erum uskan  program  kerja kebijakan tekn is, lingkup 

p e ren can aan  pelayanan  adm in istrasi di bidang 

kepen d u d u k an  dan  p en ca ta tan  sipil secara  te rpadu  sesua i 

dengan p ro sedu r d an  k e ten tu an  yang berlaku agara  sa sa ra n  

p e lak san aan  sesua i h a rapan ;

d. m engkoord inasikan  p rog ram /keg ia tan  dan  penganggaran 

lin ta s  sector b e rd asa rk an  tu g as  d an  fungsi ag ar pe laksanaan  

efisien dan  efektif;

e. m enindak  lan ju ti p rog ram /keg ia tan  adm in istrasi

k ep en d u d u k an  dan  p en ca ta tan  sipil secara  tekn is dalam  

lingkup kew enangan sesua i dengan  k e ten tu an  yang berlaku 

agar ad an y a  kesinam bungan ;

f. m engevaluasi p ro g ram /keg ia tan  lin tas  sek tor be rdasarkan  

ren can a  kerja  ag ar diperoleh d a ta  perkem bangan dan  

p e rtu m b u h an  d an  p en ca ta tan  sipil;

g. m elaporkan hasil p rog ram /keg ia tan  kepada pim pinan 

dalam  b en tu k  dokum en sesua i dengan k e ten tu an  yang 

berlaku  sebagai hasil pertanggungjaw aban  pe laksanaan  

kegiatan;

h. m elak san ak an  tu g as  lain yang  dberikan  oleh Bupati.
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Bagian Ketiga 

Kepala Dinas 

Pasal 544 

Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai 

tugas Memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten 

Pohuwato di bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dan berada dibawah tanggunjawab Bupati. 

Pasal 545 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 544, Kepala Dinasmenyelenggarakan fungsi: 

a. merumuskan program kerja Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 

b. mengkoordinasikan program kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

c. merumuskan program kerja kebijakan teknis, lingkup 

perencanaan pelayanan administrasi di bidang 

kependudukan dan pencatatan sipil secara terpadu sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agara sasaran 

pelaksanaan sesuai harapan, 

d. mengkoordinasikan program/kegiatan dan penganggaran 

lintas sector berdasarkan tugas dan fungsi agar pelaksanaan 

efisien dan efektif, 

e. menindak lanjuti program /kegiatan administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil secara teknis dalam 

lingkup kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

agar adanya kesinambungan, 

f. mengevaluasi program/kegiatan lintas sektor berdasarkan 

rencana kerja agar diperoleh data perkembangan dan 

pertumbuhan dan pencatatan sipil, 

g. melaporkan hasil program/kegiatan kepada pimpinan 

dalam bentuk dokumen sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sebagai hasil pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan, 

h. melaksanakan tugas lain yang dberikan oleh Bupati. 
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Bagian Keempat 

S ek retaria t 

Pasal 546

S ek re ta ria t dipim pin oleh S ekre ta ris yang m em punyai tugas 

m erencanakan , m elak san ak an , m engkoordinasikan dan 

m engendalikan  kegiatan p e ren can aan , evaluasi, p e laksanaan , 

p e n a ta u sa h a a n , pelaporan , pertanggungjaw aban dan  

pengaw asan k eu angan , pelayanan  adm in istrasi, k eh u m asan , 

um um  dan kepegaw aian.

Dalam m elaksanakan  tu g a s  sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 546, S ek re ta ris m enyelenggarakan fungsi:

a. pe laksanaan  perencanaan , evaluasi dan  pengendalian  serta  

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi dinas;

b. pengkoordinasian dan  p en y u su n an  rencana , program , 

evaluasi dan  pengendalian  se rta  m enyusun  laporan  di 

lingkup dinas;

c. pe laksanaan  pem binaan  dan  pem berian du k u n g an  

adm in istrasi yang m eliputi k e ta ta u sa h a a n , kepegaw aian, 

keuangan , kerum ah tanggan , ke ija  sam a, h u b u n g an  

m asyarakat, a rs ip  dan  dokum entasi di lingkup d inas:

d. pe laksanaan  pem binaan  dan  p en a taan  organ isasi dan 

ta ta lak san a ;

e. pengkoordinasian  d an  p en y u su n an  p e ra tu ran  perundang- 

u n d an g an , se rta  p e lak san aan  kerjasam a;

f. pe laksanaan  pengelolaan keuangan  dan  penyelenggaraan 

pengelolaan barang  m ilik daerah  d a n /a ta u  pem an tauan  

pengelolaan pengadaan  b a ra n g /ja sa ;

g. pengkoord inasian  p en y u su n an  b ah an  laporan pe laksanaan  

kegiatan  sek retaria t dan  kegiatan sa tu an  secara  berkala;

h. pengkoordinasian  dan  p e laksanaan  pengelolaan 

kepegaw aian, ta ta  u sah a , perlengkapan  d an  rum ah  tangga. 

dan

i. p e laksanaan  fungsi lain  yang diberikan oleh p im pinan.

Pasal 547

Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasal 546 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, 

umum dan kepegawaian. 

Pasal 547 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 546, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta 

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi dinas, 

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, 

evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan di 

lingkup dinas, 

c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkup dinas: 

d. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan 

tatalaksana, 

ce. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan, serta pelaksanaan kerjasama, 

f. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan 

pengelolaan barang milik daerah dan/atau pemantauan 

pengelolaan pengadaan barang/jasa, 

g. pengkoordinasian penyusunan bahan laporan pelaksanaan 

kegiatan sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala: 

h. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan 

kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga. 

dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 
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Pasal 548

S u su n an  O rganisasi S ekretaria t terdiri dari :

a. S ub  Bagian Kepegawaian dan  Um um ; dan

b. S ub  Bagian P erencanaan  dan  Keuangan.

P a ra g ra f1

S ub  Bagian Kepegawaian dan  Umum

Pasal 549

S ub  Bagian Kepegawaian d an  Um um  dipim pin oleh Kepala Sub 

Bagian, m em punyai tu g as  m elaksanakan  pelayanan 

adm in istrasi um um , k eh u m asan , k e ta tau sa h a an , p en y u su n an an  

ren can a  k eb u tu h an  barang  u n it dan  adm in istrasi kepegaw aian 

yang berbasis aplikasi.

Dalam  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

549, Kepala S ub  Bagian Kepegawaian dan  Umum 

m enyelenggarakan fungsi:

a. m enyusun  program  dan  ren can a  kegiatan sub  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

b. m elaksanakan  pe layanan  k e ta ta u sa h a a n , S ta n d a r

O prasional P rosedur (SOP) dan  S ta n d a r  Pelayanan M inimum 

(SPM);

c. m elaksanakan  penyiapan  b ah an  pen y u su n an  ana lisa  

ja b a ta n , inform asi ja b a ta n , dan  ana lisa  beban  kerja dan  

evaluasi ja b a ta n  di lingkup kerja d inas;

d. m enyusun  ren can a  k e b u tu h a n  pengadaan  dan  

pend istribusian  barang  perlengkapan  lingkup dinas;

e. m elaksanakan  pem eliharaan , pengendalian  dan  pem anfaa tan  

barang  investaris di lingkup d inas;

f. m engoordinasikan , m engusu lkan  pengurus barang  dan  

pem ban tu  p en g u ru s  b a ran g  milik daerah ;

g. m engolah da ta , pengarsipan  dokum en d an  u ru sa n  

adm in istrasi pegawai berbasis  aplikasi;

Pasal 550

Pasal 548 

Susunan Organisasi Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dan 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

Paragraf 1 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

Pasal 549 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunanan 

rencana kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian 

yang berbasis aplikasi. 

Pasal 550 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

549, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan, Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum 

(SPM), 

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan analisa 

jabatan, informasi jabatan, dan analisa beban kerja dan 

evaluasi jabatan di lingkup kerja dinas, 

d. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan 

pendistribusian barang perlengkapan lingkup dinas, 

e. melaksanakan pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan 

barang investaris di lingkup dinas, 

f. mengoordinasikan, mengusulkan pengurus barang dan 

pembantu pengurus barang milik daerah, 

g. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan 

administrasi pegawai berbasis aplikasi, 
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h. m elaksanakan  m anajernen kepegaw aian di lingkup dinas;

i. m engelola d a ta  pengem bangan sum ber daya m anusia  

ap ara tu r;

j. m engoordinasikan  dan  m enyelenggarakan ta ta lak san a , 

pem eliharaan  kebersihan , ke indahan  dan  kenyam anan  

lingkungan perkan to ran ;

k. m enyusun  b a h a n  evaluasi dan  pelaporan  keg iatan  kepada 

sekretaris;

l. m em im pin, m enga tu r d an  m engendalikan  tu g as  su b  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

m. m m enyusun  dan  m enyiapkan b ah an , konsep n a sk ah  d inas 

sesua i dengan a ra h a n  dari sekretaris;dan

n. m elaksanakan  tu g as  tam b ah an  lain sesuai dengan  a ra h a n  

sekretaris.

Paragraf 2

S u b  Bagian P erencanaan  dan  Keuangan 

Pasal 551

S ub  Bagian P erencanaan  d an  K euangan dipim pin oleh Kepala 

S ub  Bagian, m em punyai tu g as  m engum pulkan  dan  m enyusun  

ren can a  keuangan , p e ren can aan  program , m onitoring, evaluasi 

dan  pengendalian  laporan  p e laksanaan  kegiatan, p e n a ta u sa h a a n  

keuangan , pe laporan  dan  pertanggungjaw aban.

Pasal 552

Dalam m elaksanakan  tugasnya  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 551, Kepala S ub  Bagian P erencanaan  dan  K euangan 

m enyelenggarakan fungsi :

a. m enyusun , m enyiapkan b ah an  perencanaan

prog ram /keg ia tan  dan  keuangan;

b. m enyusun , m enganalisis dan  m enyiapkan b ah an  evaluasi,

pengendalian  se rta  pelaporan  p e laksanaan

p ro g ram /keg ia tan  dan  keuangan;

c. m engkonsu ltasikan  dan  m engkoordinasikan  dengan 

in s ta n s i/u n it  kerja  terkait dalam  rangka  m endu k u n g  

p e laksanaan  kegiatan kedinasan;

P A R A F
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h. melaksanakan manajemen kepegawaian di lingkup dinas: 

i. mengelola data pengembangan sumber daya manusia 

aparatur, 

j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tatalaksana, 

pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan 

lingkungan perkantoran, 

k. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada 

sekretaris, 

I. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

m. mmenyusun dan menyiapkan bahan, konsep naskah dinas 

sesuai dengan arahan dari sekretaris,dan 

n. melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 

Paragraf 2 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 551 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala 

Sub Bagian, mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun 

rencana keuangan, perencanaan program, monitoring, evaluasi 

dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan 

keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Pasal 552 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 551, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun, menyiapkan bahan perencanaan 

program/ kegiatan dan keuangan, 

b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi, 

pengendalian serta pelaporan pelaksanaan 

program/ kegiatan dan keuangan, 

c. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan — dengan 

instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung 
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d. m enyiapkan dokum en p e ren can aan  R enstra, Renja. 

D okum en P elaksanaan  A nggaran (DPA) dinas;

e. m enyiapkan , m enganalisa  b a h a n /d a ta  pe laporan  dan  

m elakukan  p en y u su n an  laporan  K euangan, Laporan Kinerja 

In stan si Pem erintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan 

Pem erintah D aerah (LPPD) d an  Laporan K eterangan 

Pertanggungjaw aban (LKPJ);

f. m elakukan  evaluasi p e laksanaan  p rog ram /keg ia tan , capaian  

k inerja  d an  ren can a  ke tja  tah u n a n ;

g. m enyiapkan dan  m enyusun  p rosedur te ta p /s ta n d a r  

operasional dan  p rosedur terkait pe rencanaan  pengelolaan 

keuangan , evaluasi d an  pelaporan; dan

h. M elaksanakan tu g as  tam b ah an  lain  sesua i dengan a rah an  

sekretaris.

Bagian Kelima

B idang Pelayanan Pendaftaran  Penduduk 

Pasal 553

Bidang Pelayanan Pendaftaran  P enduduk  dipim pin oleh Kepala 

Bidang, m em punyai tu g as  M em im pin, m erum uskan  kebijakan 

tekn is, m enyelenggarakan pelayanan  um um , m elakukan  

pem binaan , pelaporan  d an  evaluasi d ibidang pelayanan  

adm in istras i k ep en d u d u k an  sesu a i dengan p e ra tu ran  dan  

k e ten tu an  yang  berlaku.

Pasal 554

D alam  m elaksanakan  tugas sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 553, Kepala B idang Pelayanan Pendaftaran  Penduduk  

m enyelenggarakan fungsi:

a. p en y u su n an  p e ren can aan  pelayanan  pendaftaran  penduduk ;

b. p e ru m u san  kebijakan tekn is pendaftaran  penduduk ;

c. p e lak san aan  pem binaan  dan  koordinasi pe laksanaan  

pelayanan pendaftaran  penduduk ;

d. p e lak san aan  pelayanan  pendaftaran  penduduk ;

e. p e lak san aan  penerb itan  dokum en pendaftaran  penduduk ;

f. p e laksanaan  pedokum en tasian  hasil pelayanan pendaftaran

penduduk ;

d. menyiapkan dokumen perencanaan Renstra, Renja, 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas: 

e. menyiapkan, menganalisa bahan/data pelaporan dan 

melakukan penyusunan laporan Keuangan, Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ), 

f. melakukan evaluasi pelaksanaan program /kegiatan, capaian 

kinerja dan rencana kerja tahunan: 

g. menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar 

operasional dan prosedur terkait perencanaan pengelolaan 

keuangan, evaluasi dan pelaporan: dan 

h. Melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 

Bagian Kelima 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Pasal 553 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh Kepala 

Bidang, mempunyai tugas Memimpin, merumuskan kebijakan 

teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan 

pembinaan, pelaporan dan evaluasi dibidang pelayanan 

administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. 

Pasal 554 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 553, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk: 

b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk, 

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pendaftaran penduduk: 

d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk: 

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk: 

f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pendaftaran 

penduduk, 
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g. pengendalian  dan  evaluasi p e lak san aan  pendaftaran  

penduduk ; dan

h. m elaksanakan  tu g as  lain  yang diberikan oleh a ta sa n .

S u su n a n  organisasi B idang Pelayanan Pendaftaran  Penduduk  

sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 553, terdiri a ta s  Kelompok 

J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Bagian Keenam

Bidang Pelayanan P en ca ta tan  Sipil 

Pasal 556

Bidang Pelayanan P encatatan  Sipil dipim pin oleh Kepala 

Bidang, m em punyai tu g as  m elakukan  penyiapan b a h a n  dan 

p e ren can aan , p e ru m u san  kebijakan tekn is, pem binaan  dan  

koordinasi se rta  pelayanan  dan  pen y u su n an  laporan  di bidang 

p en ca ta tan  sipil.

D alam  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 556, Kepala B idang Pelayanan P encatatan  Sipil 

m enyelenggarakan fungsi:

a. pen y u su n an  p e ren can aan  pelayanan  p en ca ta tan  sipil;

b. p e ru m u san  kebijakan tekn is p en ca ta tan  sipil;

c. p e lak san aan  pem binaan  dan  koordinasi pe laksanaan  

pelayanan  p en ca ta tan  sipil;

d. p e lak san aan  pelayanan  p en ca ta tan  sipil;

e. p e lak san aan  penerb itan  dokum en p en ca ta tan  sipil;

f. p e lak san aan  pedokum en tasian  hasil pelayanan p enca ta tan  

sipil; dan

g. pengendalian  dan  evaluasi p e lak san aan  penca ta tan  sipil; dan

h. pe laksanaan  tu g as  lain  yang d iberikan  oleh a ta san .

S u su n a n  organisasi B idang Pelayanan P encatatan  Sipil 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 556 terdiri a ta s  Kelompok 

J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Pasal 555

Pasal 557

Pasal 558

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran 

penduduk, dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 555 

Susunan organisasi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Keenam 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Pasal 556 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala 

Bidang, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelayanan dan penyusunan laporan di bidang 

pencatatan sipil. 

Pasal 557 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 556, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil, 

b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil, 

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pencatatan sipil, 

d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil: 

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil, 

f. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan 

sipil, dan 

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil, dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 558 

Susunan organisasi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana.   
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Bagian Ketujuh 

B idang Pengelolaan Informasi 

A dm inistrasi K ependudukan  dan  pem anfaatan  d a ta

Pasal 559

B idang Pengelolaan Inform asi A dm inistrasi K ependudukan dan  

Pem anfaatan  D ata  dipim pin oleh Kepala Bidang, m em punyai 

tu g as  m erum uskan  kebijakan tekn is dalam  pengelolaan 

inform asi, pengum pulan  d a ta  kependudukan  dan  pem anfaa tan  

dan  penyajian d a ta b a s e  k epen d u d u k an  serta  p en y u su n an  profile 

kependudukan .

Pasal 560

Dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal

559, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi A dm inistrasi

K ependudukan  dan  Pem anfaatan  D ata m enyelenggarakan fungsi:

a. p en y u su n an  p e ren can aan  pengelolaan inform asi

adm in istrasi kep en d u d u k an , pem anfaatan  d a ta  dan

dokum en kep en d u d u k an , kerjasam a adm in istrasi

kepen d u d u k an  se rta  inovasi pelayanan  adm in istrasi

kependudukan ;

b. p e ru m u san  kebijakan tek n is  pengelolaan inform asi

adm in istrasi kep en d u d u k an , pem anfaatan  d a ta  dan

dokum en kep en d u d u k an , kerjasam a adm in istrasi

kepen d u d u k an  se rta  inovasi pelayanan  adm in istrasi

kependudukan ;

c. p e lak san aan  pem binaan  dan  koordinasi p e lak san aan

pengelolaan inform asi adm in istrasi kependudukan , 

pem anfaatan  d a ta  dan  dokum en kependudukan , kerjasam a 

adm in istrasi kepen d u d u k an  se rta  inovasi pelayanan  

adm in istrasi kependudukan ;

d. p e lak san aan  pengelolaan inform asi adm in istrasi

kep en d u d u k an , pem anfaa tan  d a ta  d an  dokum en 

kep en d u d u k an , kerjasam a adm in istrasi kepen d u d u k an  serta  

inovasi pe layanan  adm in istras i kependudukan ;

P A R A F

Bagian Ketujuh 

Bidang Pengelolaan Informasi 

Administrasi Kependudukan dan pemanfaatan data 

Pasal 559 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan 

Pemanfaatan Data dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai 

tugas merumuskan kebijakan teknis dalam pengelolaan 

informasi, pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan 

dan penyajian database kependudukan serta penyusunan profile 

kependudukan. 

Pasal 560 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

559, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan, kerjasama administrasi 

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan, 

b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan, kerjasama administrasi 

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan, 

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan, 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama 

administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan 

administrasi kependudukan, 

d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta 

inovasi pelayanan administrasi kependudukan, 
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e. pengendalian  dan  evaluasi p e lak san aan  pengelolaan 

inform asi dm in is trasi kep en d u d u k an , pem anfaatan  d a ta  dan

kepen d u d u k an  se rta  inovasi pelayanan  adm in istrasi 

kependudukan ; dan

f. m elaksanakan  tu g a s  lain  yang diberikan oleh a ta san .

S u su n a n  organ isasi B idang Pengelolaan Inform asi A dm inistrasi 

K ependudukan  dan  Pem anfaatan  D ata  sebagaim ana dim aksud 

dalam  Pasal 559, terdiri a ta s  Kelompok Ja b a ta n  Fungsional dan  

Pelaksana.

BAB XXVI

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Bagian K esatu

K edudukan, Tugas, dan  Fungsi 

Pasal 562

(1) B adan  Kepegawaian dan  Pengem bangan Sum ber Daya 

M anusia K abupaten  Pohuw ato berada  dibaw ah dan 

bertanggungjaw ab kepada  Bupati.

(2) B adan  Kepegawaian dan  Pengem bangan Sum ber Daya 

M anusia K abupaten  Pohuw ato dipim pin oleh Kepala Badan.

B adan Kepegawaian d an  Pengem bangan Sum ber Daya M anusia 

m em punyai tu g as  m enyelenggarakan sebagian u ru sa n  fungsi 

penun jang  Pem erin tahan  D aerah dalam  bidang kepegaw aian dan  

pengem bangan sum ber daya m an u sia  u n tu k  m em bantu  B upati 

dalam  m enyelenggarakan pem erin tahan .

Dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

5 6 3 , B adan Kepegawaian dan  Pengem bangan Sum ber Daya 

M anusia m enyelenggarakan fungsi:

a. p en y u su n an  keb ijakan  tekn is di B idang Kepegawaian dan

dokum en kep en d u d u k an , k e ija sam a  adm in istrasi

Pasal 561

Pasal 563

Pasal 564

Pengem bangan Sum ber Daya M anusia;

e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

informasi dministrasi kependudukan, pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan, kerjasama administrasi 

kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan, dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 561 

Susunan organisasi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi 

Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 559, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana. 

BAB XXVI 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 562 

(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Pohuwato berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati. 

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kabupaten Pohuwato dipimpin oleh Kepala Badan. 

Pasal 563 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan fungsi 

penunjang Pemerintahan Daerah dalam bidang kepegawaian dan 

pengembangan sumber daya manusia untuk membantu Bupati 

dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

Pasal 564 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

563, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Kepegawaian dan 
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b. p e lak san aan  tugas du k u n g an  tekn is di B idang Kepegawaian 

dan  Pengem bangan S um ber Daya M anusia;

c. p em an tau an , evaluasi, d an  pelaporan p e laksanaan  tugas 

du k u n g an  tekn is di B idang Kepegawaian dan  Pengem bangan 

Sum ber Daya M anusia;

d. pem binaan  tekn is penyelenggaraan fungsi-fungsi penun jang  

U rusan  P em erin tahan  D aerah di Bidang Kepegawaian dan  

Pengem bangan S um ber Daya M anusia; dan

e. p e lak san aan  fungsi lain yang  diberikan oleh bupati sesua i 

dengan tu g as  dan  fungsi badan .

Bagian Kedua 

S u su n a n  O rganisasi 

Pasal 565

S u su n an  organ isasi B adan  Kepegawaian Pengem bangan Sum ber 

Daya M anusia terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat;

c. B idang Pengadaan , Pem berhentian  dan  Inform asi 

Kepegawaian;

d. Bidang M utasi d an  K esejahteraan Pegawai; dan

e. B idang Pengem bangan Kom petensi A paratu r dan  Penilaian 

Kinerja; dan

f. Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana

B agian Ketiga

Kepala B adan 

Pasal 566

Kepala B adan  Kepegawaian dan  Pengem bangan S um ber Daya 

M anusia m em punyai tu g as  m em im pin, m engatu r,

m eru m u sk an , m em bina, m engendalikan , m engkoordinasikan 

dan  m em pertanggung  jaw ab k an  kebijakan m anajem en 

kepegaw aian.

Pasal 567

Kepala B adan Kepegawaian dan  Pengem bangan S um ber Daya 

M anusia dalam  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana d im aksud  

dalam  pasal 566, m enyelenggarakan fungsi :

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis di Bidang Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas dan fungsi badan. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 565 

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber 

Daya Manusia terdiri dari: 

a. Kepala Badan, 

b. Sekretariat, 

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 

Kepegawaian, 

d. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai, dan 

e. Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Penilaian 

Kinerja, dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

Bagian Ketiga 

Kepala Badan 

Pasal 566 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia mempunyai tugas memimpin, mengatur, 

merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan 

dan mempertanggung jawabkan kebijakan manajemen 

kepegawaian. 

Pasal 567 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 566, menyelenggarakan fungsi : 
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a. p e ru m u san  dan  p e laksanaan  norm a, s ta n d a r, k rite ria  dan  

p ro sedu r bidang kepegaw aian berdasarkan  p e ra tu ran  

perundang -undangan ;

b. p e ru m u san  kebijakan tek n is  pengem bangan M anajem en 

Kepegawaian di daerah ;

c. p e ru m u san  dan  Pelaksanaan  pengadaan , kepangkatan , 

pem indahan  dan  pem berhen tian , pensiun  d an  kesejah teraan  

Pegawai Negeri Sipil (PNS);

d. penyelenggaraan A dm inistrasi Kepegawaian;

e. penyelenggaraan Sistem  Inform asi Kepegawaian Daerah;

f. p e ru m u san  kebijakan Penyelenggaraan s ta n d a r  pelayanan 

m inim al yang wajib d ilak san ak an  dalam  bidang 

kepegaw aian;

g. penyelenggaraan kajian  pengem bangan ap a ra tu r , pendidikan 

dan  pelatihan;

h. m enyelenggarakan pem binaan  a p a ra tu r  lingkup BKPSDM; 

dan

i. p e lak san aan  tu g as  lain  sesuai dengan tugas dan  fungsinya.

S ekretaria t dipim pin oleh S ekre ta ris yang m em punyai tugas 

m erencanakan , m elaksanakan , m engkoordinasikan dan 

m engendalikan kegiatan perencanaan , evaluasi, p e laksanaan , 

p e n a ta u sa h a a n , pelaporan, pertanggungjaw aban dan  

pengaw asan keuangan , pelayanan adm in istrasi, k eh u m asan , 

um um  dan  kepegaw aian.

Dalam  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 568, S ek re ta ris m enyelenggarakan fungsi:

a. p e laksanaan  perencanaan , evaluasi dan  pengendalian  serta  

koordinasi kegiatan  di lingkup organ isasi badan;

b. pengkoord inasian  d an  p en y u su n an  rencana, program , 

evaluasi d an  pengendalian  serta  m enyusun  laporan  di 

lingkup badan ;

Bagian Keempat 

S ek retaria t 

Pasal 568

Pasal 569

AL
!

a. perumusan dan pelaksanaan norma, standar, kriteria dan 

prosedur bidang kepegawaian berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, 

b. perumusan kebijakan teknis pengembangan Manajemen 

Kepegawaian di daerah, 

Cc. perumusan dan Pelaksanaan pengadaan, kepangkatan, 

pemindahan dan pemberhentian, pensiun dan kesejahteraan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS): 

d. penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian: 

e. penyelenggaraan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, 

f. perumusan kebijakan Penyelenggaraan standar pelayanan 

minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang 

kepegawaian, 

g. penyelenggaraan kajian pengembangan aparatur, pendidikan 

dan pelatihan: 

h. menyelenggarakan pembinaan aparatur lingkup BKPSDM: 

dan 

i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasal 568 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 

pengawasan keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, 

umum dan kepegawaian. 

Pasal 569 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 568, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta 

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi badan, 

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, 

evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan di 

lingkup badan, 

  

  

 



c. p e laksanaan  pem binaan  dan  pem berian  dukungan  

adm in istrasi yang  m eliputi k e ta tau sa h a an , kepegaw aian, 

keuangan , kerum ah tanggan , kerja sam a, hu b u n g an  

m asyarakat, a rs ip  dan  dokum en tasi di lingkup badan;

d. p e laksanaan  pem binaan  dan  p en a taan  organ isasi dan  

ta la lak san a ;

e. pengkoord inasian  d an  p en y u su n an  p e ra tu ran  perundang- 

u n d an g an , se rta  p e lak san aan  kerjasam a;

f. p e laksanaan  pengelolaan keuangan  dan  penyelenggaraan 

pengelolaan barang  milik d ae rah  d a n /a ta u  pem an tauan  

pengelolaan pengadaan  b a ran g /ja sa ;

g. pengkoord inasian  p en y u su n an  b ah an  laporan p e laksanaan  

kegiatan  sek re ta ria t dan  kegiatan  sa tu an  secara  berkala;

h. pengkoord inasian  dan  p e lak san aan  pengelolaan 

kepegaw aian, ta ta  u sa h a , perlengkapan d an  ru m ah  tangga. 

dan

i. p e lak san aan  fungsi lain yang diberikan oleh p im pinan.

S u su n an  organ isasi S ek re ta ria t terdiri dari :

a. S ub  Bagian Kepegawaian dan  Umum;

b. S ub  Bagian P erencanaan  dan  Keuangan.

P aragraf 1

S ub  Bagian Kepegawaian dan  Um um

S u b  Bagian Kepegawaian d an  Um um  dipim pin oleh Kepala Sub 

Bagian m em punyai tu g as  m elak san ak an  pelayanan adm in istrasi 

um um , k eh u m asan , k e ta ta u sa h a a n , p en y u su n an an  ren can a  

k e b u tu h a n  b a ran g  u n it dan  adm in istrasi kepegaw aian yang 

berbasis aplikasi.

Dalam m elaksanakan  tugas sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

571, Kepala S u b  Bagian Kepegawaian dan  Umum 

m enyelenggarakan fungsi:

Pasal 570

Pasal 571

Pasal 572

c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkup badan, 

d. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan 

tatalaksana, 

e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan, serta pelaksanaan kerjasama, 

f. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan 

pengelolaan barang milik daerah dan/atau pemantauan 

pengelolaan pengadaan barang/jasa, 

g. pengkoordinasian penyusunan bahan laporan pelaksanaan 

kegiatan sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala, 

h. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan 

kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga. 

dan 

i. “pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 570 

Susunan organisasi Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, 

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

Paragraf 1 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

Pasal 571 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi 

umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunanan rencana 

kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian yang 

berbasis aplikasi. 

Pasal 572 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

571, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 
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a. m enyusun  program  dan  ren can a  kegiatan su b  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

b. m elaksanakan  pelayanan  k e ta tau sa h a an , S tan d ar 

O prasional P rosedur (SOP) dan  S ta n d a r  Pelayanan Minimum 

(SPM);

c. m elaksanakan  penyiapan  b ah an  pen y u su n an  analisa  

ja b a ta n , inform asi ja b a ta n , dan  an a lisa  beban  kerja  dan 

evaluasi ja b a ta n  di lingkup kerja  badan ;

d. m enyusun  ren can a  k e b u tu h a n  pengadaan  dan  

pend istribusian  barang  perlengkapan  lingkup badan ;

e. m elaksanakan  pem eliharaan , pengendalian  d an  pem anfaatan  

barang  investaris di lingkup badan ;

f. m engoordinasikan , m engusu lkan  pen g u ru s b a ran g  dan 

pem ban tu  pen g u ru s barang  milik daerah;

g. m engolah d a ta , pengarsipan  dokum en dan u ru san  

adm in istrasi pegawai berbasis  aplikasi;

h. m elaksanakan  m anajem en kepegaw aian di lingkup badan;

i. m engelola d a ta  pengem bangan sum ber daya m an u sia  

ap ara tu r;

j. m engoordinasikan  dan  m enyelenggarakan ta ta lak san a , 

pem eliharaan  kebersihan , ke indahan  d an  kenyam anan  

lingkungan perkan to ran ;

k. m enyusun  b ah an  evaluasi dan  pelaporan kegiatan kepada 

sekretaris;

l. m em im pin, m en g a tu r dan  m engendalikan tugas su b  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

m. m enyusun  dan  m enyiapkan  bahan , konsep  n a sk a h  d inas 

sesua i dengan a ra h a n  dari sek reta ris;dan

n. m elaksanakan  tu g as  tam b ah an  lain sesua i dengan a rah an  

sekretaris.

menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

melaksanakan pelayanan ketatausahaan, Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum 

(SPM), 

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan analisa 

jabatan, informasi jabatan, dan analisa beban kerja dan 

evaluasi jabatan di lingkup kerja badan: 

menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan 

pendistribusian barang perlengkapan lingkup badan: 

melaksanakan pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan 

barang investaris di lingkup badan, 

mengoordinasikan, mengusulkan pengurus barang dan 

pembantu pengurus barang milik daerah, 

mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan 

administrasi pegawai berbasis aplikasi, 

melaksanakan manajemen kepegawaian di lingkup badan, 

mengelola data pengembangan sumber daya manusia 

aparatur, 

mengoordinasikan dan menyelenggarakan tatalaksana, 

pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan 

lingkungan perkantoran, 

menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada 

sekretaris, 

memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian 

kepegawaian dan umum: 

. menyusun dan menyiapkan bahan, konsep naskah dinas 

sesuai dengan arahan dari sekretaris:dan 

melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 
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Paragraf 2

S ub  Bagian P erencanaan  dan  Keuangan 

Pasal 573

S ub  Bagian P erencanaan  dan  K euangan dipim pin oleh Kepala 

S u b  Bagian m em punyai tu g as  m engum pulkan  dan  m enyusun  

p e ren can aan  program , m onitoring, evaluasi dan  pengendalian  

laporan  p e laksanaan  kegiatan, p e n a ta u sa h a a n  keuangan , 

pe laporan  dan  pertanggungjaw aban.

Dalam m enyelenggarakan tu g as  pokok sebagaim ana d im aksud  

pada  pasa l 573, Kepala S ub  Bagian P erencanaan  d an  K euangan 

m em punyai fungsi;

program  /k eg ia tan  dan  keuangan;

b. m enyusun , m enganalisis dan  m enyiapkan b ah an  evaluasi,

program  /k eg ia ta n  dan  keuangan;

c. m engkonsu ltasikan  d an  m engkoordinasikan dengan 

in s ta n s i/u n i t  kerja te rka it dalam  rangka  m endukung  

p e lak san aan  kegiatan ked inasan ;

d. M enyiapkan dokum en perencanaan  R enstra, Renja, DPA 

Badan;

e. m enyiapkan, m enganalisa  b a h a n /d a ta  pelaporan  dan 

m elakukan  pen y u su n an  laporan K euangan, Laporan Kinerja 

In stan si Pem erintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan 

Pem erintah D aerah (LPPD) d an  Laporan K eterangan 

Pertanggungjaw aban (LKPJ);

f. m elakukan  evaluasi p e laksanaan  p rog ram /keg ia tan , capaian  

k inerja  dan  ren can a  kerja tah u n a n ;

g. m enyiapkan dan  m enyusun  prosedur te ta p /s ta n d a r  

operasional dan  p ro sed u r terkait pe rencanaan  pengelolaan 

keuangan , evaluasi dan  pelaporan; dan

h. M elaksanakan tu g as  tam b ah an  lain  sesuai dengan a ra h a n  

sekretaris.

Pasal 574

a. m enyusun , m enyiapkan b ah an  p e ren can aan

pengendalian  se rta  pelaporan p e laksanaan

Paragraf 2 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 573 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala 

Sub Bagian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun 

perencanaan program, monitoring, evaluasi dan pengendalian 

laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban. 

Pasal 574 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada pasal 573, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

mempunyai fungsi, 

a. menyusun, menyiapkan bahan perencanaan 

program/kegiatan dan keuangan, 

b. menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi, 

pengendalian serta pelaporan pelaksanaan 

program/kegiatan dan keuangan, 

c. mengkonsultasikan dan  mengkoordinasikan dengan 

instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung 

pelaksanaan kegiatan kedinasan, 

d. Menyiapkan dokumen perencanaan Renstra, Renja, DPA 

Badan, 

e. menyiapkan, menganalisa bahan/data pelaporan dan 

melakukan penyusunan laporan Keuangan, Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ): 

f. melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, capaian 

kinerja dan rencana kerja tahunan, 

g. menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar 

operasional dan prosedur terkait perencanaan pengelolaan 

keuangan, evaluasi dan pelaporan, dan 

h. Melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris, 
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Bagian Kelima

B idang Pengadaan, Pem berhentian  dan  Inform asi kepegaw aian

Pasal 575

Bidang Pengadaan , P em berhentian  dan  Inform asi Kepegawaian 

dipim pin oleh Kepala B idang memiliki tu g as  pokok 

m elaksanakan  Kegiatan Pengadaan, Pem berhentian  PNS dan 

pengelolaan sistem  inform asi kepegaw aian.

Pasal 576

Dalam m enyelenggarakan tu g as  pokok sebagaim ana d im aksud  

pada  pasa l 575, Kepala B idang Pengadaan , Pem berhentian  dan  

Inform asi kepegaw aian m em punyai fungsi:

a. m eru m u sk an  keb ijakan  k e b u tu h a n , pengadaan , dan  

pem berhen tian  A partu r Sipil Negara (ASN) se rta  penyediaan 

inform asi kepegaw aian;

b. m enyusun  ren can a  pengadaan  k eb u tu h an , jen is  dan  jum lah  

ja b a ta n  A partur Sipil Negara (ASN);

c. M enyelenggarakan pengadaan  A partu r Sipil Negara (ASN);

d. M engkoordinasikan p e lak san aan  adm in istrasi

pem berhentian ;

e. m em verfikasi dokum en tasi adm in istrasi pengedaaan  dan  

pem berhen tian  A partu r Sipil Negara (ASN);

f. m engelola d a tab ase  inform asi kepegaw aian;

g. m enyediakan sistem  teknologi inform asi m anajem en 

kepegaw aian;

h. m elaksanakan  evaluasi dan  pelaporan  kegiatan pengadaan , 

pem berhen tian  dan  pengelolaan informasi;

i. m elak san ak an  tu g as  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 577

S u su n a n  O rganisasi B idang Pengadaan, Pem berhentian  dan  

Inform asi kepegaw aian sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 575, 

terdiri dari Kelompok Ja b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Bagian Kelima 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi kepegawaian 

Pasal 575 

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian 

dipimpin oleh Kepala Bidang memiliki tugas pokok 

melaksanakan Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian PNS dan 

pengelolaan sistem informasi kepegawaian. 

Pasal 576 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada pasal 575, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi kepegawaian mempunyai fungsi: 

a. merumuskan kebijakan kebutuhan, pengadaan, dan 

pemberhentian Apartur Sipil Negara (ASN) serta penyediaan 

informasi kepegawaian, 

b. menyusun rencana pengadaan kebutuhan, jenis dan jumlah 

jabatan Apartur Sipil Negara (ASN): 

Menyelenggarakan pengadaan Apartur Sipil Negara (ASN), 

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi 

pemberhentian: 

e. memverfikasi dokumentasi administrasi pengedaaan dan 

pemberhentian Apartur Sipil Negara (ASN), 

f. mengelola database informasi kepegawaian: 

g. menyediakan sistem teknologi informasi manajemen 

kepegawaian, 

h. melaksanakan evaluasi danpelaporan kegiatan pengadaan, 

pemberhentian dan pengelolaan informasi: 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 577 

Susunan Organisasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan 

Informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575, 

terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 
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Bagian Keenam

B idang M utasi dan  K esejahteraan pegawai

Pasal 578

Bidang M utasi dan  K esejahteraan  pegawai dipim pin oleh Kepala 

B idang memiliki tu g as  pokok m elaksanakan  kegiatan m utasi, 

k epangkatan , pengem bangan k a rir  dan  prom osi

Dalam  m enyelenggarakan tugas pokok sebagaim ana d im aksud  

p ad a  pasa l 578, Kepala B idang M utasi dan  K esejahteraan 

pegawai m em punyai fungsi:

a. M erum uskan  kebijakan m utasi dan  promosi;

b. M enyelenggarakanproses kepangkatan , penem patan  pegawai 

se rta  kese jah te raan  pegawai (penerbitan izin cu ti, su ra t 

ke te rangan  berkala , kerpeg, k a ris /k a rsu ) ;

c. M elaksanakan kajian  te rh ad ap  u su lan  pem indahan  Pegawai 

Negeri Sipil dalam  daerah , a n ta r  daerah , A ntar in s tan s i dan  

a n ta r  O rganisasi Perangkat D aerah (OPD), alih s ta tu s , 

penem patan  kem bali se telah  selesai tugas, pem berhen tian , 

bebas tu g as  dan  pensiun ;

d. M engkoordinasikan p e laksanaan  pengem bangan karir dan  

promosi;

e. M elakukan evaluasi dan  pelaporan  pe laksanaan  m utasi dan 

prom osi;

f. M elaksanakan konsu ltasi, koordinasi dan  kom unikasi dengan 

in s ta n s i/u n it  in stansi, lem baga organisasi profesi dalam  

rangka  karir d an  kese jah te raan  A partur Sipil Negara (ASN);;

g. M elaksanakan program  kegiatan  kese jah teraan  A partu r Sipil 

Negara (ASN);; dan

h. M elaksanakan tugas lain diberikan oleh pim pinan.

S u su n an  O rganisasi B idang M utasi d an  K esejahteraan  pegawai 

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 578, terdiri dari Kelompok 

Ja b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana

Pasal 579

Pasal 580

Bagian Keenam 

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan pegawai 

Pasal 578 

Bidang Mutasi dan Kesejahteraan pegawai dipimpin oleh Kepala 

Bidang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan mutasi, 

kepangkatan, pengembangan karir dan promosi 

Pasal 579 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada pasal 578, Kepala Bidang Mutasi dan Kesejahteraan 

pegawai mempunyai fungsi: 

a. 

b. 

Merumuskan kebijakan mutasi dan promosi: 

Menyelenggarakanproses kepangkatan, penempatan pegawai 

serta kesejahteraan pegawai (penerbitan izin cuti, surat 

keterangan berkala, kerpeg, karis/karsu): 

Melaksanakan kajian terhadap usulan pemindahan Pegawai 

Negeri Sipil dalam daerah, antar daerah, Antar instansi dan 

antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), alih status, 

penempatan kembali setelah selesai tugas, pemberhentian, 

bebas tugas dan pensiun, 

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan karir dan 

promosi, 

Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan 

promosi, 

Melaksanakan konsultasi, koordinasi dan komunikasi dengan 

instansi/unit instansi, lembaga organisasi profesi dalam 

rangka karir dan kesejahteraan Apartur Sipil Negara (ASN):: 

Melaksanakan program kegiatan kesejahteraan Apartur Sipil 

Negara (ASN):, dan 

. Melaksanakan tugas lain diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 580 

Susunan Organisasi Bidang Mutasi dan Kesejahteraan pegawai 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, terdiri dari Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana 
  

PARAF : 3, 
opo 2 
  

  

         



Bagian Ketujuh

Bidang Pengem bagan Kom potensi A paratu r dan  

Penilaian Kinerja 

Pasal 581

B idang Pengem bagan Kompotensi A paratur dan  penilaian 

k inerja  dipim pin oleh Kepala B idang m em punyai tugas 

pokok m eru m u sk an  kebijakan pengem bangan kom petensi, 

penilaian k inerja, disiplin pegawai A partur Sipil Negara (ASN);, 

pendid ikan  dan  pela tihan .

Dalam  m enyelenggarakan tu g as  pokok sebagaim ana d im aksud

pada  pasal 581, kepala  B idang Pengem bangan Kom potensi

A paratu r dan  penilaian k inerja  m em punyai fungsi:

a. M erum uskan kebijakan Kom petensi;

b. M enyelenggarakan pengem bagan Kompetensi;

c. M engkoordinasikan dan  kerja sam a  p e lak san aan  seleksi 

jab a tan ;

d. M erencanakan  k e b u tu h a n  pendidikan d an  pela tihan  

penjen jangan  d an  sertifikasi;

e. M em fasilitasi p e lak san an  pe la tihan  kepem im pinan, teknis, 

d an  fungsional;

f. M elakukan koordinasi, k onsu ltas i dan  kom unikasi dalam  

rangka perencanaan  kinerja;

g. M elakukan evaluasi k inerja  ap a ra tu r;

h. M engevaluasi dan  pelaporan  p e laksanaan  pengem bangan 

kom petensi d an  pen ila ian  k inerja  A partur Sipil Negara (ASN); 

dan

i. Pelaksanaan  tu g as  lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

S u su n an  O rganisasi B idang Pengem bagan Kom potensi A paratu r 

dan  Penilaian Kinerja sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 581, 

terdiri dari Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Pasal 582

Pasal 583

Bagian Ketujuh 

Bidang Pengembagan Kompotensi Aparatur dan 

Penilaian Kinerja 

Pasal 581 

Bidang Pengembagan Kompotensi Aparatur dan penilaian 

kinerja dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas 

pokok merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi, 

penilaian kinerja, disiplin pegawai Apartur Sipil Negara (ASN):, 

pendidikan dan pelatihan. 

Pasal 582 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada pasal 581, kepala Bidang Pengembangan Kompotensi 

Aparatur dan penilaian kinerja mempunyai fungsi: 

a. Merumuskan kebijakan Kompetensi, 

b. Menyelenggarakan pengembagan Kompetensi, 

c. Mengkoordinasikan dan kerja sama pelaksanaan seleksi 

jabatan, 

d. Merencanakan kebutuhan pendidikan dan pelatihan 

penjenjangan dan sertifikasi, 

e. Memfasilitasi pelaksanan pelatihan kepemimpinan, teknis, 

dan fungsional: 

f. Melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam 

rangka perencanaan kinerja, 

g. Melakukan evaluasi kinerja aparatur, 

h. Mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan 

kompetensi dan penilaian kinerja Apartur Sipil Negara (ASN), 

dan 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 583 

Susunan Organisasi Bidang Pengembagan Kompotensi Aparatur 

dan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, 

terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 
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BAB XXVII

BADAN PERENCANAAN, 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

K edudukan, Tugas, d an  Fungsi 

Pasal 584

(1) B adan P erencanaan , Penelitian dan  Pengem bangan D aerah 

K abupaten Pohuw ato berada  dibaw ah dan bertanggung  

jaw ab  kepada B upati.

(2) B adan P erencanaan , Penelitian dan  Pengem bangan D aerah 

K abupaten  Pohuw ato dipim pin oleh Kepala Badan.

Pasal 585

B adan  P erencanaan , Penelitian dan  Pengem bangan D aerah 

m em punyai tu g as  m em ban tu  bupa ti dalam  m elaksanakan  

fungsi p en u n jan g  U rusan  P em erin tahan  yang m enjadi 

kew enangan d aerah  dalam  b idang Perencanaan , Penelitian dan 

Pengem bangan D aerah.

Pasal 586

B adan  P erencanaan , Penelitian dan  Pengem bangan D aerah

dalam  m elaksanakan  tu g a s  sebagaim ana  d im aksud  pada  pasal

585, m enyelenggarakan fungsi:

a. p en y u su n an  kebijakan tekn is B adan  Perencanaan , Penelitan 

dan  Pengem bangan D aerah;

b. p e lak san aan  tu g as  d u k u n g an  tek n is  B adan Perencanaan , 

Penelitan dan  Pengem bangan D aerah;

c. p em an tau an , evaluasi, dan  pelaporan p e lak san aan  tugas 

du k u n g an  tekn is B adan Perencanaan , Penelitan dan  

Pengem bangan D aerah;

d. pem binaan  tek n is  penyelenggaraan fungsi-fungsi penun jang  

U rusan  P em erin tahan  D aerah B adan P erencanaan , Penelitan 

dan  Pengem bangan D aerah; dan

e. p e lak san aan  fungsi lain yang diberikan oleh bupa ti dengan 

tu g as  dan  fungsinya.

BAB XXVII 

BADAN PERENCANAAN, 

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 584 

(1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Pohuwato berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati. 

(2) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Kabupaten Pohuwato dipimpin oleh Kepala Badan. 

Pasal 585 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan 

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dalam bidang Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah. 

Pasal 586 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 

585, menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis Badan Perencanaan, Penelitan 

dan Pengembangan Daerah, 

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan Perencanaan, 

Penelitan dan Pengembangan Daerah, 

Cc. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis Badan Perencanaan, Penelitan dan 

Pengembangan Daerah, 

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah Badan Perencanaan, Penelitan 

dan Pengembangan Daerah, dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati dengan 

tugas dan fungsinya. (——arar 
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Bagian Kedua 

S u su n a n  O rganisasi

Pasal 587

S u su n an  organisasi B adan Perencanaan , Penelitian dan  

Pengem bangan D aerah K abupaten Pohuw ato terdiri a tas:

a. Kepala Badan;

b. Sekretaris;

c. B idang P erencanaan , Pengendalian dan  Evaluasi 

P em bangunan  Daerah;

d. B idang In fra s tru k tu r  dan  Kewilayahan;

e. B idang Pem erin tahan , Pem bangunan M anusia, 

Perekonom ian dan  Sum ber Daya Alam (SDA);

f. B idang Riset dan  Inovasi D aerah; dan

g. Kelompok J a b a ta n  Fungsional d an  Pelaksana

Bagian Ketiga 

Kepala B adan

Pasal 588

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pernerintaha di 

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan 

daerah.

Pasal 589

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

588, Kepala B adan m enyelenggarakan fungsi:

a. p e ru m u san  keb ijakan  daerah  perencanaan  pem bangunan  

daerah  yang  berisfat Ja n g k a  Pendek, Ja n g k a  M enengah dan 

Ja n g k a  Panjang;

b. pengendalian dan  Evaluasi P erencanaan  Pem bangunan 

Daerah;

c. pengkoordinasian  pem b an g u n an  In fras tru k tu r D asar, 

S tra teg is dan  Lingkungan;

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 587 

Susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Pohuwato terdiri atas: 

a. Kepala Badan, 

b. Sekretaris, 

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, 

d. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, 

e. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA), 

f, Bidang Riset dan Inovasi Daerah, dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

Bagian Ketiga 

Kepala Badan 

Pasal 588 

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintaha di 

bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan 

daerah. 

Pasal 589 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

588, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan kebijakan daerah perencanaan pembangunan 

daerah yang berisfat Jangka Pendek, Jangka Menengah dan 

Jangka Panjang, 

b. pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah: 

Cc. pengkoordinasian pembangunan Infrastruktur Dasar, 

Strategis dan Lingkungan, 
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d. pengkoordinasian perencanaan  ekonom i, sosial dan  budaya;

e. pengelolaan d a ta  dan  inform asi u n tu k  perencanaan , 

pengendalian ,dan  evaluasi pem bangunan;

f. pengkoordinasian  perencanaan  pengem bangan

pem erin tahan  um um  dan S um ber Daya M anusia

g. pengkoordinasian  P erencanaan  Pem bangunan  sesua i ta ta  

ru an g  daerah ;

h. pengkoord inasian  d an  sinkron isasi program  d aerah  dengan 

perangkat d aerah  K abupaten Pohuw ato, Perangkat D aerah 

Provinsi se rta  Lembaga Vertikal lingkup K abupaten 

Pohuw ato;

i. p e ru m u san , p e laksanaan  penelitian  d an  pengem bangan 

pem bangunan  pem erin tahan  dan  m asyarakat;

j. pem binaan , b im bingan, pendam pingan  dan  evaluasi 

p e ren can aan  pem bangunan  d e sa /k e lu ra h a n ;

k. p e ru m u san  p e ren can aan  program  dan anggaran , 

p e lak san aan  pem an tau an  dan  evaluasi kinerja, se rta  

p e lak san aan  kerjasam a penelitian  dan  pengem bangan;

l. pengkoordinasian  Pengem bangan Penelitian dan  Inovasi 

D aerah;

m. p e lak san aan  program  kegiatan lin tas perangkat daerah  

u n tu k  pencapaian  Visi Pem erintah D aerah;

n. p e lak san aan  fungsi lain sesu a i bidang tugas dan  fungsinya.

Bagian Keem pat 

S ek retaria t 

Pasal 590

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai 

tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, pen atau sahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 

keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum 

dan kepegawaian.

d. pengkoordinasian perencanaan ekonomi, sosial dan budaya: 

e. pengelolaan data dan informasi untuk perencanaan, 

pengendalian,dan evaluasi pembangunan, 

f. 'pengkoordinasian perencanaan pengembangan 

pemerintahan umum dan Sumber Daya Manusia 

g. pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan sesuai tata 

ruang daerah, 

h. pengkoordinasian dan sinkronisasi program daerah dengan 

perangkat daerah Kabupaten Pohuwato, Perangkat Daerah 

Provinsi serta Lembaga Vertikal lngkup Kabupaten 

Pohuwato, 

i. perumusan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

pembangunan pemerintahan dan masyarakat, 

j. pembinaan, bimbingan, pendampingan dan evaluasi 

perencanaan pembangunan desa/kelurahan, 

k. perumusan perencanaan program dan anggaran, 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta 

pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan: 

Il. pengkoordinasian Pengembangan Penelitian dan Inovasi 

Daerah, 

m. pelaksanaan program kegiatan lintas perangkat daerah 

untuk pencapaian Visi Pemerintah Daerah, 

n. pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasal 590 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai 

tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 

keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum 

dan kepegawaian. 
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Pasal 591

Dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

590, S ek re ta ris m enyelenggarakan fungsi:

a. pe laksanaan  perencanaan , evaluasi dan pengendalian  serta  

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi badan;

b. pengkoordinasian  dan  p en y u su n an  rencana , program , 

evaluasi dan  pengendalian  se rta  m enyusun  lapo ran  di 

lingkup badan;

c. p e lak san aan  pem binaan  dan  pem berian  du k u n g an  

adm in istrasi yang  m eliputi k e ta tau sa h a an , kepegaw aian, 

keuangan , kerum ah tanggan , kerja  sam a, hu b u n g an  

m asyarakat, a rs ip  dan  d okum en tasi di lingkup badan;

d. p e lak san aan  pem binaan  dan  p en a taan  organisasi dan  

ta ta lak san a ;

e. pengkoord inasian  dan  pen y u su n an  p e ra tu ran  perundang- 

u n d an g an , se rta  pe laksanaan  kerjasam a;

f. p e laksanaan  pengelolaan keuangan  dan penyelenggaraan 

pengelolaan barang  milik d aerah  d a n /a ta u  p em an tau an  

pengelolaan pengadaan  b a ra n g /ja sa ;

g. pengkoordinasian  p en y u su n an  b ah an  laporan pe laksanaan  

kegiatan  sek re ta ria t dan  kegiatan  sa tu an  secara  berkala;

h. pengkoordinasian  dan  p e lak san aan  pengelolaan 

kepegaw aian, ta ta  u sah a , perlengkapan d an  rum ah  tangga; 

dan

i. p e lak san aan  fungsi lain  yang diberikan oleh pim pinan.

Pasal 592

S u su n an  organ isasi S ek retaria t terdiri dari:

a. S ub  Bagian Kepegawaian dan  Umum:

b. S ub  Bagian K euangan; dan

c. Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Pasal 591 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

590, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta 

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi badan, 

pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, 

evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan di 

lingkup badan, 

pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkup badan, 

pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan 

tatalaksana, 

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan, serta pelaksanaan kerjasama, 

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan 

pengelolaan barang milik daerah dan/atau pemantauan 

pengelolaan pengadaan barang/jasa, 

pengkoordinasian penyusunan bahan laporan pelaksanaan 

kegiatan sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala, 

pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan 

kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, 

dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 592 

Susunan organisasi Sekretariat terdiri dari: 

a. 

b. 

Cc. 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, 

Sub Bagian Keuangan, dan 

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 
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P a ra g ra f1

S u b  Bagian Kepegawaian dan  Um um  

Pasal 593

S ub  Bagian Kepegawaian dan  Um um  dipim pin oleh Kepala S ub  

Bagian m em punyai tu g as  m elaksanakan  pelayanan adm in istrasi 

um um , k eh u m asan , k e ta ta u sa h a a n , p en y u su n an an  ren can a  

k e b u tu h a n  barang  u n it d an  adm in istras i kepegaw aian yang 

berbasis aplikasi.

Pasal 594

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

593, Kepala S ub  Bagian Kepegawaian d an  Umum

m enyelenggarakan fungsi:

a. m en y u su n  program  dan ren can a  kegiatan su b  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

b. m elaksanakan  pelayanan k e ta tau sa h a an , S tan d ar 

O prasional P rosedur (SOP) d an  S ta n d a r Pelayanan M inimum 

(SPM);

c. m elaksanakan  penyiapan b ah an  p en y u su n an  analisa  

ja b a ta n , inform asi ja b a ta n , dan  an a lisa  beban  kerja dan 

evaluasi ja b a ta n  di lingkup kerja badan ;

d. m enyusun  ren can a  k e b u tu h a n  pengadaan  dan  

pend istribusian  barang  perlengkapan lingkup badan;

e. m elak san ak an  pem eliharaan , pengendalian dan  pem anfaatan  

barang  investaris di lingkup badan ;

f. m engoordinasikan , m engusu lkan  pen g u ru s barang  dan  

pem ban tu  p en g u ru s  barang  milik daerah ;

g. m engolah d a ta , pengarsipan  dokum en dan  u ru sa n  

adm in istrasi pegawai berbasis  aplikasi;

h. m elaksanakan  m anajem en kepegaw aian di lingkup badan;

i. m engelola d a ta  pengem bangan sum ber daya m an u sia  

ap a ra tu r;

j. m engoordinasikan  dan  m enyelenggarakan ta ta lak san a , 

pem eliharaan  kebersihan , k e in d ah an  dan  kenyam anan  

lingkungan perkan to ran ;

Paragraf 1 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

Pasal 593 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi 

umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunanan rencana 

kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian yang 

berbasis aplikasi. 

Pasal 594 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

593, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan, Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum 

(SPM), 

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan analisa 

jabatan, informasi jabatan, dan analisa beban kerja dan 

evaluasi jabatan di lingkup kerja badan: 

d. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan 

pendistribusian barang perlengkapan lingkup badan, 

e. melaksanakan pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan 

barang investaris di lingkup badan, 

f. mengoordinasikan, mengusulkan pengurus barang dan 

pembantu pengurus barang milik daerah, 

g. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan 

administrasi pegawai berbasis aplikasi: 

h. melaksanakan manajemen kepegawaian di lingkup badan, 

i. mengelola data pengembangan sumber daya manusia 

aparatur, 

j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tatalaksana, 

pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan 

lingkungan perkantoran, 
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k. m enyusun  b a h a n  evaluasi dan  pelaporan  kegiatan  kepada 

sekretaris;

l. m em im pin, m en g a tu r d an  m engendalikan tu g as  su b  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

m. m m enyusun  dan  m enyiapkan b ah an , konsep n a sk ah  d inas 

sesuai dengan a ra h a n  dari sek retaris;dan

n. m elaksanakan  tu g as  tam b a h an  lain sesua i dengan a ra h a n  

sekretaris.

S ub  Bagian K euangan dipim pin oleh Kepala S ub  Bagian 

K euangan m em punyai tu g as  m engum pulkan  dan  m enyusun  

ren can a  p e lak san aan  keg iatan , p e n a tau sah a an  keuangan , 

evaluasi dan  pelaporan , pertanggungjaw aban, se rta  pengaw asan 

pengelolaaan k euangan  di lingkup badan.

Dalam m enyelenggarakan tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 595, Kepala S u b  Bagian K euangan m enyelenggarakan

a. m enyusun , m enyiapkan b ah an  perencanaan  kegiatan 

keuangan , m enganalisis b ah an  evaluasi d an  pengendalian  

laporan  p e laksanaan  kegiatan pengelolaan keuangan;

b. m engkonsu ltasikan  dan  m engkoordinasikan dengan 

in s ta n s i/u n it  kerja te rka it dalam  rangka m endukung  

p e laksanaan  kegiatan pengelolaan keuangan;

c. m elakukan  evaluasi p e lak san aan  kegiatan, capaian  kinerja 

pengelolaan keuangan;

d. m enyiapkan dan  m enyusun  p rosedur te ta p /s ta n d a r  

operasional dan  p ro sedu r te rka it pengelolaan keuangan  di 

lingkup d inas;

Paragraf 2

S ub  Bagian Keuangan 

Pasal 595

Pasal 596

fungsi:

— /

k. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada 

sekretaris: 

Il. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

m. mmenyusun dan menyiapkan bahan, konsep naskah dinas 

sesuai dengan arahan dari sekretaris:dan 

n. melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 

Paragraf 2 

Sub Bagian Keuangan 

Pasal 595 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 

Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun 

rencana pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, 

evaluasi dan pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan 

pengelolaaan keuangan di lingkup badan. 

Pasal 596 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 595, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. menyusun, menyiapkan bahan perencanaan kegiatan 

keuangan, menganalisis bahan evaluasi dan pengendalian 

laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, 

b. mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan 

instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, 

c. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja 

pengelolaan keuangan, 

d. menyiapkan dan menyusun prosedur  tetap/standar 

operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan di 

lingkup dinas, 

  

  

       



e. m elakukan  verifikasi ketersed iaan  anggaran , 

m e n a tau sa h a k an  pengelolaan keuangan , m enghim pun dan  

m engolah d a ta  keuangan  se rta  m enyusun  laporan  keuangan  

di lingkup D inas ;

f. m enyiapkan dokum en m eneliti pengajuan  tag ihan  dan  

m elakukan  verifikasi tag ihan  pem bayaran  m engajukan , 

m enyiapkan dan  m enerb itkan  S u ra t Perintah M em bayar 

beserta  kelengkapan dokum en kepada  B endahara  Umum 

D aerah m elalui b en d ah a ra  pengeluaran;

g. m engelola pem bayaran  gaji pegawai dan  T am bahan  

Penghasilan  Pegawai, m engendalikan, m engontrol dan  

m engevaluasi p e laksanaan  tugas b en d ah ara  pengeluaran;

h. m em buat register S u ra t P erm in taan  Pem bayaran, S u ra t 

Perin tah  M embayar, penolakan penerb itan  S u ra t Perin tah  

M em bayar, penerim aan , pengesahan . penolakan pengesahan  

dan  m em buat laporan  pengesahan  S u ra t Pertangung 

Ja w a b an , pengesahan  pengaw asan definitive anggaran  

/k eg ia tan , reg ister k o n tra k /S u ra t  Perin tah  Kerja, daftar 

realisasi pem bayaran  ko n trak  dan  realisasi pem bayaran  per 

nom or kontrak ;

i. m em buat b u k u -b u k u  c a ta ta n  a k u n ta n s i sesua i dengan 

kebijakan ak u n ta n s i;d an

j. m elaksanakan  tugas tam b a h an  lain  sesua i dengan a rah an  

sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang P erencanaan , Pengendalian 

dan  Evaluasi Pem bangunan  D aerah 

Pasal 597

B idang P erencanaan , Pengendalian dan  Evaluasi P em bangunan  

D aerah dipim pin oleh Kepala B idang memiliki tu g as  pokok 

m erencanakan , m engendalikan  dan  m engevaluasi 

pem bangunan  daerah ;

melakukan verifikasi ketersediaan anggaran, 

menatausahakan pengelolaan keuangan, menghimpun dan 

mengolah data keuangan serta menyusun laporan keuangan 

di lingkup Dinas , 

menyiapkan dokumen meneliti pengajuan tagihan dan 

melakukan verifikasi tagihan pembayaran mengajukan, 

menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar 

beserta kelengkapan dokumen kepada Bendahara Umum 

Daerah melalui bendahara pengeluaran: 

g. mengelola pembayaran gaji pegawai dan Tambahan 

Penghasilan Pegawai, mengendalikan, mengontrol dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran, 

h. membuat register Surat Permintaan Pembayaran, Surat 

Perintah Membayar, penolakan penerbitan Surat Perintah 

Membayar, penerimaan, pengesahan, penolakan pengesahan 

dan membuat laporan pengesahan Surat Pertangung 

Jawaban, pengesahan pengawasan definitive anggaran 

/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar 

realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per 

nomor kontrak, 

membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan 

kebijakan akuntansi,dan 

melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 

Bagian Kelima 

Bidang Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah 

Pasal 597 

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang memiliki tugas pokok 

merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi 

pembangunan daerah, 
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Pasal 598

Dalam  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

597, Kepala B idang Perencanaan , Pengendalian dan  Evaluasi

P em bangunan  D aerah m em punyai fungsi:

a. m engoordinasikan  p en y u su n an  dokum en p e ren can aan  

pem bangunan  daerah  (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. m engoordinasikan  pen y u su n an  Rencana S tra teg is Perangkat

D aerah dan  R encana Keija Perangkat Daerah;

c. m engoordinasikan  p e lak san aan  M usrenbang (RPJPD,

RPJMD dan  RKPD);

d. m engoordinasikan  p e laksanaan  kesepakatan  dengan

S ek re ta ria t Dewan Perwakilan Rakyat D aerah te rka it RPJPD, 

RPJMD dan RKPD;

e. m engoordinasikan  p e lak san aan  kesepakatan  dengan

S ekretaria t Dewan Perwakilan Rakyat D aerah te rka it 

Anggaran Pem erintah Belanja D aerah (APBD);

f. m elakukan  an a lisa  d an  pengkajian perencanaan  dan  

p en d an aan  pem bangunan  daerah;

g. m elakukan  an a lisa  dan  pengkajian  kew ilayahan;

h. m elakukan  pengum pulan  dan  analisasi d a ta  dan  inform asi 

pem bangunan  u n tu k  p e ren can aan  pem bangunan  daerah ;

i. pengin tegrasian  dan  harm onisasi program -program  

pem bangunan  di daerah ;

j. p e ru m u san  kebijakan p en y u su n an  perencanaan , 

pengendalian , evaluasi dan  inform asi pem bangunan  daerah ;

k. m engoordinasikan  dan  m engsinkron isasikan  p e laksanaan  

kebijakan  perencanaan  d an  penganggaran  di daerah ;

l. m elakukan  evaluasi te rh a d ap  kebijakan perencanaan  

pem bangunan  d aerah , dan  p e laksanaan  rencana  

pem bangunan  daerah , se rta  hasil ren can a  pem bangunan  

daerah ;

m. m elakukan  pengendalian  m elalui p em an tau an , supervisi dan  

tindak  lan ju t penyim pangan te rh ad ap  pencapaian  tu ju an  

agar program  dan  kegiatan sesua i dengan kebijakan 

pem bangunan  daerah ;

Pasal 598 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

597, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah mempunyai fungsi: 

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD): 

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah: 

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD), 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, 

RPJMD dan RKPD, 

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait 

Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD): 

f. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan 

pendanaan pembangunan daerah, 

g. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan, 

h. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi 

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, 

I. pengintegrasian dan harmonisasi program-program 

pembangunan di daerah, 

j. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, 

pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah: 

k. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan 

kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah, 

l. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan 

daerah, 

m. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan 

tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan 

agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan 

pembangunan daerah,   
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n. m engidentifikasi p e rm asa lah an  pem bangunan  daerah  

b e rd asa rk an  d a ta  u n tu k  m engetahui perkem bangan 

pem bangunan ;

o. m enyajikan dan  m engam ankan  d a ta  inform asi pem bangunan  

d a e ra h ;

p. m elakukan  pengam anan  d a ta  m elalui b ah an  cetak  dan  

elektronik  sebagai b ah an  dokum entasi;

q. p en y u su n an  evaluasi dan  pelaporan  program  dan  kegiatan 

pem bangunan  daerah ;

r. p e lak san aan  evaluasi dan  pelaporan program  d an  kegiatan 

pem bangunan  daerah ;

s. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi u n tu k  penyiapan 

pelaporan  program  dan  kegiatan  pem bangunan  daerah ; dan

o. p en y u su n an  hasil evaluasi dan  laporan  p e laksanaan  

program  pem bangunan  daerah .

S u su n an  organ isasi B idang Perencanaan , Pengendalian dan  

Evaluasi P em bangunan  D aerah sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 598 terdiri a ta s  Kelompok Ja b a ta n  Fungsional dan  

Pelaksana.

Bidang In fras tru k tu r dan  Kewilayahan dipim pin oleh Kepala 

Bidang, memiliki tu g as  m elaksakan  p e ru m u san  P erencanaan  di 

B idang In fras tru k tu r d an  Kewilayahan.

Dalam  m enyelenggarakan tu g as  pokok sebagaim ana d im aksud  

p ad a  Pasal 600, Kepala B idang In fras tru k tu r dan  Kewilayahan 

m enyelenggarakan fungsi:

a. m engoordinasikan  p en y u su n an  dokum en pe ren can aan

Pasal 599

Bagian Keenam

B idang In fras tru k tu r dan  Kewilayahan 

Pasal 600

Pasal 601

pem bangunan  d aerah  (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

n. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah 

berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan 

pembangunan, 

o. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan 

daerah, 

p. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan 

elektronik sebagai bahan dokumentasi, 

g. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

pembangunan daerah, 

r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 

pembangunan daerah, 

s. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan 

pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah, dan 

Oo. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan 

program pembangunan daerah. 

Pasal 599 

Susunan organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 598 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana. 

Bagian Keenam 

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

Pasal 600 

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala 

Bidang, memiliki tugas melaksakan perumusan Perencanaan di 

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. 

Pasal 601 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 600, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD): 
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b. m engoordinasikan  p en y u su n an  R encana S tra teg is Perangkat 

D aerah d an  R encana Kerja Perangkat Daerah;

c. m engoordinasikan  p e lak san aan  M usrenbang (RPJPD, RPJMD 

d an  RKPD);

d. m engoordinasikan  p e lak san aan  kesepakatan  dengan

S ekretaria t Dewan Perw akilan Rakyat D aerah te rka it RPJPD, 

RPJMD dan  RKPD;

e. m engoordinasikan  p e lak san aan  kesepakatan  dengan

S ek re ta ria t Dewan Perw akilan Rakyat D aerah terkait APBD;

f. m engoordinasikan  sinerg itas d an  harm onisasi kegiatan 

perangkat d aerah  kabupaten ;

g. m engoordinasikan  p e lak san aan  sinerg itas d an  harm onisasi 

kegiatan  K em enterian/L em baga di provinsi dan  kabupaten ;

h . m engoordinasikan  du k u n g an  p e lak san aan  kegiatan p u sa t 

u n tu k  prio ritas nasional:

i. m engoordinasikan  p e lak san aan  k esepaka tan  bersam a

kerjasam a a n ta r  daerah ; dan

j. m engoordinasikan  pem binaan  tek n is  p e ren can aan  kepada 

perangkat d aerah  kabupaten .

Pasal 602

S u su n an  organisasi B idang In fras tru k tu r d an  Kewilayahan

sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 600, terdiri a ta s  Kelompok

Ja b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Bagian Ketujuh

Bidang Pem erin tahan , P em bangunan  M anusia, 

Perekonom ian d an  Sum ber Daya Alam 

Pasal 603

Bidang Pem erin tahan , P em bangunan  M anusia, Perekonom ian 

dan  Sum ber Daya Alam dipim pin oleh Kepala B idang memiliki 

tu g as  m elaksanakan  p e ru m u san  di bidang Pem erin tahan, 

P em bangunan  M anusia, Perekonom ian d an  SDA.

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, 

c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD 

dan RKPD): 

d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, 

RPJMD dan RKPD, 

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait APBD, 

f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 

perangkat daerah kabupaten, 

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 

kegiatan Kementerian/ Lembaga di provinsi dan kabupaten, 

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat 

untuk prioritas nasional, 

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama 

kerjasama antar daerah, dan 

J-. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada 

perangkat daerah kabupaten. 

Pasal 602 

Susunan organisasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Ketujuh 

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Pasal 603 

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian 

dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang memiliki 

tugas melaksanakan perumusan di bidang Pemerintahan, 

Pembangunan Manusia, Perekonomian dan SDA. 
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Pasal 604

Kepala B idang P em erin tahan , Pem bangunan M anusia, 

Perekonom ian dan  S um ber Daya Alam dalam  m enyelenggarakan 

tugas pokok sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 604, 

m enyelenggarakan fungsi:

a. M enggordinasikan p en y u su n an  dokum en perencanaan  

pem bangunan  d aerah  (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

b. M engoordinasikan pen y u su n an  rencana  stra teg is perangkat 

d aerah  dan  ren can a  kerja  perangkat daerah ;

c. M enggordinasikan p e lak san aan  M usrem bang (RPJPD,

RPJMD dan  RKPD)

d. M enggoordinasikan p e laksana  kesem pakatan  dengan

S ek re ta ria t Dewan Perwakilan Rakyat D aerah terkait RPJD, 

RPJMD dan  RKPD;

e. M enggordinasikan p e lak san aan  kesepakatan  dengan

S ek re ta ria t Dewan Perwakilan Rakyat D aerah te rka it APBD;

f. M enggordinasikan sinegritas d an  harm onisasi kegiatan 

perangkat d aerah  kabupaten ;

g. M enggordinasikan pe laksnaan  sinegritas dan  harm onisasi 

kegiatan  k e m e n tria n / lem baga provinsi dan  kabupaten ;

h. M engoordinasikan du k u n g an  p e laksanaan  kegiatan  pusa t 

u n tu k  prio ritas nasional;

i. M engoordinasikan du k u n g an  p e lak san aan  kesepakatan  

bersam a kerjasam a a n ta r  daerah ; dan

j. M engoordinasikan pem binaan  tekn is pe rencanaan  kepada 

perangkat. d aerah  kabupaten .

Pasal 605

S u su n an  organ isasi Bidang Pem erin tahan  Pem bangunan  

M anusia Perekonom ian d an  S um ber Daya Alam sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 603, terdiri a ta s  Kelompok Ja b a ta n  

Fungsional dan  Pelaksana.

Pasal 604 

Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, 

Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam menyelenggarakan 

tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604, 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Menggordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD): 

b. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat 

daerah dan rencana kerja perangkat daerah, 

c. Menggordinasikan pelaksanaan Musrembang (RPJPD, 

RPJMD dan RKPD) 

d. Menggoordinasikan pelaksana  kesempakatan dengan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJD, 

RPJMD dan RKPD, 

e. Menggordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait APBD, 

f. Menggordinasikan sinegritas dan harmonisasi kegiatan 

perangkat daerah kabupaten, 

g. Menggordinasikan pelaksnaan sinegritas dan harmonisasi 

kegiatan kementrian/ lembaga provinsi dan kabupaten, 

h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat 

untuk prioritas nasional: 

i. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kesepakatan 

bersama kerjasama antar daerah, dan 

ji. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada 

perangkat daerah kabupaten. 

Pasal 605 

Susunan organisasi Bidang Pemerintahan Pembangunan 

Manusia Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 603, terdiri atas Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. 

  

      

 



Bagian Kedelapan 

B idang Riset dan  Inovasi D aerah

Pasal 606

Bidang Riset dan  Inovasi D aerah  dipim pin oleh Kepala Bidang 

memiliki tugas M elaksanakan u ru san  di B idang Penelitian 

pengem bangan, pengkajian dan  penerapan  se rta  invensi dan  

inovasi D aerah se rta  m elakukan  m onitoring, pengendalian , dan  

evaluasi te rh ad ap  p e laksanaan  tugas dan  fungsi se su a r  dengan 

k e ten tu an  p e ra tu ran  p e rundang -undangan .

B idang Riset dan  Inovasi D aerah  dipim pin oleh Kepala Bidang

dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

606, m enyelenggarakan fungsi:

a. p e laksanaan  penelitian , pengem bangan, pengkajian ,dan  

penerapan  se rta  invensi d an  inovasi dalam  rangka 

p en y u su n an  rekom endasi pe rencanaan  pem bangunan  

D aerah b e rd asa rk an  hasil kajian  ilm iah dengan berpedom an 

pada  k e ten tu an  yang  berlaku;

b. p e ru m u san  dan  penetapan  kebijakan di b idang riset dan 

inovasi yang m eiputi ren can a  induk  pem ajuan  ilmu 

pengetahuan  dan  teknologi, dan  pera la tan  penelitian, 

pengem bangan, pengkajian , p en erap an ,se rta  invensi dan  

inovasi;

c. p e ru m u san , penetapan , dan  pe laksanaan  keb iakan di bidang 

pem binaan , pengem bangan kom petensi, pengem bangan 

profesi, m anajem en  ta len ta , dan  pengaw asan dan  

pengendahan  su m b er daya m an u s ia  ilmu pengetahuan  dan  

teknologi, in fra s tru k tu r  rise t d an  Inovasi, fasilitasi riset dan  

inovasi, dan  pem anfaatan  rise t d an  inovasi;

d. pengin tegrasian  sistem  pen y u su n an  perencanaan , program , 

anggaran , kelem bagaan, dan  sum ber daya penelitian , 

pengem bangan, pengkajian , dan  penerapan , invensi dan 

inovasi;

e. penyelenggaraan penelitian , pengem bangan, pengkajian, dan  

penerapan , se rta  invensi dan  inovasi;

Pasal 607

Bagian Kedelapan 

Bidang Riset dan Inovasi Daerah 

Pasal 606 

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang 

memiliki tugas Melaksanakan urusan di Bidang Penelitian 

pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan 

inovasi Daerah serta melakukan monitoring, pengendalian, dan 

evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuar dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 607 

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

606, menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian,dan 

penerapan serta invensi dan inovasi dalam rangka 

penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan 

Daerah berdasarkan hasil kajian ilmiah dengan berpedoman 

pada ketentuan yang berlaku: 

b. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan 

inovasi yang meiputi rencana induk pemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan peralatan penelitian, 

pengembangan, pengkajian, penerapan,serta invensi dan 

inovasi, 

Cc. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebiakan di bidang 

pembinaan, pengembangan kompetensi, pengembangan 

profesi, manajemen talenta, dan pengawasan dan 

pengendahan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan 

teknologi, infrastruktur riset dan Inovasi, fasilitasi riset dan 

inovasi, dan pemanfaatan riset dan inovasi: 

d. pengintegrasian sistem penyusunan perencanaan, program, 

anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, 

pengembangan, pengkajian, dan penerapan, invensi dan 

inovasi, 

e. penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 

penerapan, serta invensi dan inovasi, 
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f. pengaw asan  dan  pengendalian  penelitian , pengem bangan, 

pengkajian , dan  penerapan , se rta  invensi dan  inovasi;

g. p e lak san aan  koordinasi pengabdian  kepada  m asyarakat 

be rbasis  penelitian , pengem bangan, pengkajian , dan  

penerapan , se rta  invensi dan  inovasi yang d ihasilkan  oleh 

kelem bagaan ilmu pengetahuan  dan  teknologi;

h. p e lak san aan  pem bangunan , pengelolaan, dan  

pengem bangan sistem  inform asi peneitian , pengem bangan, 

pengkajian , dan  penerapan , se rta  invensi dan  inovasi;

i. p e lak san aan  penelitian , pengem bangan, invensi, d an  inovasi 

kebijakan yang m engakui, m enghorm ati, m engem bangkan 

dan  m elestarikan  keanekaragam an  pengetahuan  trad isional, 

kearifan lokal, su m b er daya alam  hayati dan  n irhaya ti, se rta  

budaya;

j. pem benan fasilitasi, b im bingan teknis, pem binaan , dalam  

supervisi se rta  p em an tau an  dan  evaluasi di bidang 

penelitian, pengem bangan, pengkajian , dan  penerapan , se rta  

invensi dan  inovasi;

k. p e m an tau an , pengendalian , d an  evaluasi te rh ad ap  

p e lak san aan  tu g as  dan  fungsi BRIDA;

l. pem binaan  dan  pem berian du k u n g an  adm in istrasi dan  

teknis;

m. pengaw asan  a ta s  p e lak san aan  tugas; dan

n. p e lak san aan  fungsi lain yang drberikan  pim pinan.

Pasal 608

S u su n an  organisasi B idang R iset dan  Inovasi D aerah

sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 606, terdiri a ta s  Kelompok

J a b a ta n  Fungsional d an  Pelaksana.

f. pengawasan dan pengendalian penelitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, 

g. pelaksanaan koordinasi pengabdian kepada masyarakat 

berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan 

penerapan, serta invensi dan inovasi yang dihasilkan oleh 

kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

h. pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, dan 

pengembangan sistem informasi peneitian, pengembangan, 

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, 

i. pelaksanaan penelitian, pengembangan, invensi, dan inovasi 

kebijakan yang mengakui, menghormati, mengembangkan 

dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, 

kearifan lokal, sumber daya alam hayati dan nirhayati, serta 

budaya, 

j. pembenan fasilitasi, bimbingan teknis, pembinaan, dalam 

supervisi serta pemantauan dan evaluasi di bidang 

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta 

invensi dan inovasi, 

k. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi BRIDA, 

Il. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan 

teknis, 

m. pengawasan atas pelaksanaan tugas, dan 

n. pelaksanaan fungsi lain yang drberikan pimpinan. 

Pasal 608 

Susunan organisasi Bidang Riset dan Inovasi Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, terdiri atas Kelompok 

Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 
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BAB XXVIII

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian K esatu

K edudukan, T ugas dan  Fungsi 

Pasal 609

(1) B adan Pengelolaan K euangan dan  P endapatan  D aerah

berada  di baw ah d an  bertanggung  jaw ab  kepada  B upati.

(2) B adan Pengelolaan K euangan d an  P endapatan  D aerah

dipim pin oleh Kepala Badan.

B adan  pengelolaan K euangan d an  p en d ap a tan  daerah  

K abupaten Pohuw ato m elaksanakan  fungsi pen u n jan g  U rusan  

Pem erin tahan  di b idang Pengelolaan K euangan dan  p en d ap a tan  

d aerah  u n tu k  m em bantu  B upati dalam  m enyelenggarakan 

pem erin tahan .

Dalam  m elak san ak an  tugas sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

610, B adan pengelolaan K euangan dan  p en d ap a tan  daerah

m enyelenggarakan fungsi:

a. p en y u su n an  kebijakan tekn is d ibidang pengelolaan 

K euangan d an  p en d ap a tan  daerah;

b. pem binaan  dan  pengaw asan tekn is d ibidang pengelolaan 

K euangan dan  p en d ap a tan  daerah ;

c. p e m an tau an  dan  evaluasi program  dibidang pengelolaan 

K euangan dan  p en d ap a tan  daerah ;

d. pengkoord inasian  p en y u su n an  rencana  program  dan 

kegiatan  d ibidang pengelolaan K euangan dan  pendapatan  

daerah;

e. pengkoord inasian  p en y u su n an  dan  pengelolaan anggaran  

keuangan  badan;

f. pengkoord inasian  pengelolaan u ru sa n  kesek re taria tan

badan; dan

Pasal 610

Pasal 611

BAB XXVIII 

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN PENDAPATAN DAERAH 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 609 

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 

(2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 

dipimpin oleh Kepala Badan. 

Pasal 610 

Badan pengelolaan Keuangan dan pendapatan daerah 

Kabupaten Pohuwato melaksanakan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan pendapatan 

daerah untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan 

pemerintahan. 

Pasal 611 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

610, Badan pengelolaan Keuangan dan pendapatan daerah 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan teknis dibidang pengelolaan 

Keuangan dan pendapatan daerah, 

b. pembinaan dan pengawasan teknis dibidang pengelolaan 

Keuangan dan pendapatan daerah, 

c. pemantauan dan evaluasi program dibidang pengelolaan 

Keuangan dan pendapatan daerah, 

d. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan 

kegiatan dibidang pengelolaan Keuangan dan pendapatan 

daerah: 

e. pengkoordinasian penyusunan dan pengelolaan anggaran 

keuangan badan, 

f. pengkoordinasian pengelolaan urusan kesekretariatan 

badan: dan 
  

  

     



g. pem binaan  U nit Pelaksana  Teknis B adan dalan  lingkup 

tugas.

Bagian Kedua 

S u su n an  O rganisasi 

Pasal 612

S u su n an  organ isasi B adan pengelolaan K euangan dan 

pen d ap a tan  D aerah K abupaten  Pohuw ato terdiri a tas:

a. Kepala Badan;

b. Sekretaria t;

c. B idang Aset

d. B idang P enetapan  d an  Penagihan Pajak dan  Retribusi D aerah

e. B idang P roduktiv itas K eberatan Pajak dan  Retribusi D aerah

f. B idang Anggaran

g. B idang P erbendaharaan

h. B idang A kuntansi

i. Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Bagian Ketiga 

Kepala B adan 

Pasal 613

Kepala B adan m em punyai tu g as  m em bantu  B upati dalam  

m elak san ak an  fungsi penun jang  U rusan  Pem erin tahan  dibidang 

Aset, P enetapan  dan  Penagihan Pajak dan  re tribusi daerah , 

Produktivitas kebera tan  pajak, anggaran , pe rb en d ah araan , dan  

a k u n ta n s i yang b e rad a  dibaw ah tangungjaw ab bupati.

Pasal 614

Dalam m elaksanakan  tu g a s  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

613, Kepala B adan m enyelenggarakan fungsi:

a. p e ru m u san  dan  penetapan  ren can a  stra teg is d an  ren can a  kerja 

B adan pengelolaan k euangan  dan  pen d p atan  daerah ;

b. p ene tapan  pedom an dan  pe tu n ju k  tekn is penyelenggaraan 

dibidang pengelolaan keuangan  d an  p en d ap a tan  daerah ;

c. pem binaan  d an  pengendalian  p e lak san aan  tu g as  Sekretaria t, 

B idang-bidang, S ub  B idang-Sub Bidang, dan  Kelompok 

J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana;

g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan dalan lingkup 

tugas. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 612 

Susunan organisasi Badan pengelolaan Keuangan dan 

pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato terdiri atas: 

a. Kepala Badan, 

b. Sekretariat: 

c. Bidang Aset 

d. Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah 

e. Bidang Produktivitas Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah 

f. Bidang Anggaran 

g. Bidang Perbendaharaan 

h. Bidang Akuntansi 

Ii. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Ketiga 

Kepala Badan 

Pasal 613 

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang 

Aset, Penetapan dan Penagihan Pajak dan retribusi daerah, 

Produktivitas keberatan pajak, anggaran, perbendaharaan, dan 

akuntansi yang berada dibawah tangungjawab bupati. 

Pasal 614 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

613, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 

a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja 

Badan pengelolaan keuangan dan pendpatan daerah, 

b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan 

dibidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah: 

Cc. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, 

Bidang-bidang, Sub Bidang-Sub Bidang, dan Kelompok 
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d. pem binaan  adm in istrasi perkan to ran ;

e. pem berian  pelayanan  dan  pem binaan  kepada u n s u r  terkait di 

bidang pengelolaan keuangan  daerah  se rta  pe laksanaan  

h u b u n g a n  kerja  sam a  dengan SKPD, lem b ag a /in s tan s i terkait 

dalam  rangka  penyelenggaraan kegiatan  Badan;

f. pem binaan  dan  pengem bangan karier pegawai B adan;

g. p e lak san aan  tugas selaku  Pengguna A nggaran /P engguna 

Barang;

h. p e lak san aan  tu g as  selaku Unit Pengelola B arang D aerah;

i. M engkoordinasikan dan  m engendalikan p e lak san aan  pajak  

dan  re tribusi daerah ;

j. m elaksanakan  fungsi Pejabat Pengelola K euangan Daerah;

k. m engkoordinir fungsi b en d ah a ra  um um  daerah ;

l. m engkoordinir p en y u su n an  dan  penyam paian  laporan  

k eu an g an  B adan sesua i ke ten tu an  yang berlaku;

m. m engevaluasi pem berian laporan  pertanggungjaw aban tugas 

B adan kepada  B upati m elalui S ekretaria t D aerah dan  laporan 

k inerja  B adan sesu a i k e ten tu an  yang  berlaku; dan

n. m elaksanakan  fungsi lain yang  d iberikan  oleh Bupati.

Bagian Keempat 

S ekretaria t 

Pasal 615

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai 

tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, 

pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan 

kepegawaian.

Pasal 616

Dalam  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 615, S ek re ta ris m enyelenggarakan fungsi:

a. p e lak san aan  perencanaan , evaluasi dan  pengendalian  serta  

koordinasi kegiatan  di lingkup organ isasi dinas;
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d. pembinaan administrasi perkantoran, 

e. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di 

bidang pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan 

hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait 

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan, 

f. pembinaan dan pengembangan karier pegawai Badan, 

g. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang, 

h. pelaksanaan tugas selaku Unit Pengelola Barang Daerah, 

i. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pajak 

dan retribusi daerah, 

j. melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, 

k. mengkoordinir fungsi bendahara umum daerah, 

Il mengkoordinir penyusunan dan penyampaian laporan 

keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku, 

m. mengevaluasi pemberian laporan pertanggungjawaban tugas 

Badan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah dan laporan 

kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku, dan 

n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasal 615 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai 

tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan 

dan mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan, 

pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan 

kepegawaian. 

Pasal 616 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 615, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta 

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi dinas, 

  

    

 



b. pengkoord inasian  dan  p en y u su n an  rencana , program , evaluasi 

dan  pengendalian  se rta  m enyusun  laporan  di lingkup dinas;

c. p e laksanaan  pem binaan  dan  pem berian du k u n g an  

adm in istrasi yang m eliputi k e ta ta u sa h a a n , kepegaw aian, 

keuangan , kerum ah tanggan , kerja  sam a, h u b u n g an  

m asyarakat, a rsip  dan  dokum en tasi di lingkup dinas;

d. p e lak san aan  pem binaan  d an  p en a taan  organisasi dan  

ta ta lak san a ;

e. pengkoord inasian  dan  p en y u su n an  p e ra tu ran  perundang- 

u n d an g an , se rta  p e lak san aan  kerjasam a;

f. p e lak san aan  pengelolaan keuangan  dan  penyelenggaraan 

pengelolaan barang  milik d aerah  d a n /a ta u  pem an tauan  

pengelolaan pengadaan  b a ra n g /ja sa ;

g. pengkoord inasian  p en y u su n an  b ah an  laporan  pe laksanaan  

keg iatan  sek re ta ria t d an  kegiatan  sa tu a n  secara  berkala;

h. pengkoordinasian  dan  p e laksanaan  pengelolaan kepegaw aian, 

ta ta  u sa h a , perlengkapan dan  rum ah  tangga; dan

i. pe laksanaan  fungsi lain  yang diberikan oleh pim pinan.

Pasal 617

S u su n a n  organ isasi S ekretaria t terdiri dari :

a . S ub  bagian Kepegawaian dan  Umum; dan

b. Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana

Pasal 618

S ub  Bagian Kepegawaian dan  Um um  dipim pin oleh Kepala Sub 

Bagian m em punyai tu g as  m elaksanakan  pelayanan adm in istrasi 

um um , k eh u m asan , k e ta ta u sa h a a n , p en y u su n an an  rencana  

k e b u tu h a n  barang  u n it dan  adm in istrasi kepegaw aian yang 

b e rb asis  aplikasi.

Pasal 619

Dalam m elaksanakan  tugas sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

618, Kepala S u b  Bagian Kepegawaian dan  um um  

m enyelenggarakan fungsi:

a. m enyusun  program  dan ren can a  kegiatan su b  bagian 

kepegaw'aian dan  um um ;
OPO

pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, evaluasi 

dan pengendalian serta menyusun laporan di lingkup dinas, 

pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkup dinas, 

pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan 

tatalaksana, 

pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan, serta pelaksanaan kerjasama, 

pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan 

pengelolaan barang milik daerah dan/atau pemantauan 

pengelolaan pengadaan barang/jasa, 

pengkoordinasian penyusunan bahan laporan pelaksanaan 

kegiatan sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala, 

pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, 

tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 617 

Susunan organisasi Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub bagian Kepegawaian dan Umum, dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana 

Pasal 618 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi 

umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunanan rencana 

kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian yang 

berbasis aplikasi. 

Pasal 619 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

618, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan umum 

menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian 

kepegawaian dan umum, (5. , 
1 | OPD 
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b. m elaksanakan  pelayanan  k e ta tau sa h a an , S tan d ar O prasional 

P rosedur (SOP) dan  S tan d ar Pelayanan M inimum (SPM);

c. m elaksanakan  penyiapan  bahan  p en y u su n an  ana lisa  ja b a tan , 

inform asi ja b a ta n , dan  ana lisa  beban kerja  dan  evaluasi 

ja b a ta n  di lingkup kerja  badan ;

d. m en y u su n  ren can a  k e b u tu h a n  pengadaan  dan  

pend istribusian  barang  perlengkapan  lingkup badan;

e. m elaksanakan  pem eliharaan , pengendalian  dan  pem anfaatan  

b a ran g  investa ris  di lingkup badan ;

f. m engoordinasikan , m engusu lkan  pen g u ru s barang  dan  

pem ban tu  p en g u ru s  barang  milik daerah ;

g. m engolah da ta , pengarsipan  dokum en dan  u ru san  

adm in istrasi pegawai b erb asis  aplikasi;

h. m elaksanakan  m anajem en kepegaw aian di lingkup badan;

i. m engelola d a ta  pengem bangan sum ber daya m an u sia  

ap a ra tu r;

j. m engoordinasikan  dan  m enyelenggarakan ta ta la k sa n a , 

pem eliharaan  kebersihan , ke indahan  dan  kenyam anan  

lingkungan perkan to ran ;

k. m en y u su n  b ah an  evaluasi dan  pelaporan kegiatan kepada 

sekretaris;

l. m em im pin, m en g a tu r dan  m engendalikan tu g as  su b  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

m. m m enyusun  dan  m enyiapkan b ah an , konsep  n ask ah  d inas 

sesua i dengan a ra h a n  dari sek re ta ris jdan

n. m elaksanakan  tu g a s  tam b ah an  lain sesuai dengan a rah an  

sekretaris.

B idang Aset dipim pin oleh Kepala B idang m em punyai tugas 

m elaksanakan  keb ijakan  penganggaran , dan  m enyiapkan 

ran can g an  A nggaran, m elakukan  verifikasi pengelolaan 

anggaran  d an  pertanggungjaw aban  di bidang Aset di Lingkup

Bagian Kelima 

B idang Aset 

Pasal 620

Pem erintah D aerah K abupaten.

b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan, Standar Oprasional 

Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM), 

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan analisa jabatan, 

informasi jabatan, dan analisa beban kerja dan evaluasi 

jabatan di lingkup kerja badan, 

d. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan 

pendistribusian barang perlengkapan lingkup badan, 

e. melaksanakan pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan 

barang investaris di lingkup badan, 

f. mengoordinasikan, mengusulkan pengurus barang dan 

pembantu pengurus barang milik daerah, 

g. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan 

administrasi pegawai berbasis aplikasi, 

h. melaksanakan manajemen kepegawaian di lingkup badan, 

i. mengelola data pengembangan sumber daya manusia 

aparatur, 

j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan  tatalaksana, 

pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan 

lingkungan perkantoran, 

k. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada 

sekretaris, 

Il. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

m. mmenyusun dan menyiapkan bahan, konsep naskah dinas 

sesuai dengan arahan dari sekretaris:dan 

n. melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 

Bagian Kelima 

Bidang Aset 

Pasal 620 

Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas 

melaksanakan kebijakan penganggaran, dan menyiapkan 

rancangan Anggaran, melakukan verifikasi pengelolaan 

anggaran dan pertanggungjawaban di bidang Aset di Lingkup 

Pemerintah Daerah Kabupaten.   
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Pasal 621

Dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 620, Kepala B idang Aset m enyelenggarakan fungsi :

a. m elakukan  Koordinasi pengelolaan anggaran  bidang aset;

b. m enyiapkan ru m u sa n  kebijakan b idang aset;

c. m elaksanakan  kebijakan b idang aset;

d. m eru m u sk an  s ta n d a r  operasional d an  p ro sedu r b idang Aset 

pada  S a tu an  Keija Perangkat D aerah;

e. m enyusun  pedom an p e laksanaan  Penggunaan Aset daerah ;

f. M enyusun p e laksanan  s ta tu s , pengakihan dan  penghapusan  

Aset Daerah;

g. m em berikan bim bingan tek n is  dan  evaluasi b idang Aset pada  

SKPD;

h. m elak san ak an  rekom endasi keb ijakan  dan  langkah-langkah  

perbaikan  Aset daerah ;

i. m em berikan bim bingan tek n is  dan  evaluasi b idang Aset 

pem erin tah  K abupaten;

j. m elakukan  verifikasi pengelolaan a se t d aerah  dan  

pertangung jaw aban  k euangan  ase t daerah ;

k. m elakukan  Koordinasi pe laksanaan  pem binaan  a se t daerah  

pada  OPD;

l. m elaksanakan  fungsi k esek re ta ria tan  Tim Anggaran 

Pem erin tah  Daerah;

m. m elakukan  Koordinasi tek n is  dengan S ekretaria t dan  

kepala b idang lainnya dalam  p e lak san aan  tugasnya; dan

n. m elaksanakan  fungsi lain sesua i dengan b idang tugasnya.

Pasal 622

S tru k tu r  O rganisasi B idang Aset terdiri dari :

a. S ub  B idang Inventarisasi dan  Penilaian Aset D aerah

b. S ub  B idang Pengelolaan d an  Pengam anan  Aset D aerah

Paragraf 1

S ub  B idang Inventarisasi dan  Penilaian Aset D aerah

Pasal 623

S ub  B idang Inventarisasi dan  Penilaian Aset D aerah  dipim pin

oleh Kepala S ub  B idang m em punyai tugas m elaksanakan

Iventarisasi dan  penilaian a se t daerah .

Pasal 621 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 620, Kepala Bidang Aset menyelenggarakan fungsi : 

a. 

b. 

C. 

melakukan Koordinasi pengelolaan anggaran bidang aset, 

menyiapkan rumusan kebijakan bidang aset: 

melaksanakan kebijakan bidang aset, 

merumuskan standar operasional dan prosedur bidang Aset 

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah: 

menyusun pedoman pelaksanaan Penggunaan Aset daerah, 

Menyusun pelaksanan status, pengakihan dan penghapusan 

Aset Daerah, 

memberikan bimbingan teknis dan evaluasi bidang Aset pada 

SKPD, 

melaksanakan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah 

perbaikan Aset daerah, 

memberikan bimbingan teknis dan evaluasi bidang Aset 

pemerintah Kabupaten, 

melakukan verifikasi pengelolaan aset daerah dan 

pertangungjawaban keuangan aset daerah, 

melakukan Koordinasi pelaksanaan pembinaan aset daerah 

pada OPD, 

melaksanakan fungsi kesekretariatan Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah, 

melakukan Koordinasi teknis dengan Sekretariat dan 

kepala bidang lainnya dalam pelaksanaan tugasnya, dan 

melaksanakan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 622 

Struktur Organisasi Bidang Aset terdiri dari : 

a. 

b. 

Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah 

Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah 

Paragraf 1 

Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah 

Pasal 623 

Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset Daerah dipimpin 

oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan 

Iventarisasi dan penilaian aset daerah. 

w



Pasal 624

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 623, Kepala S ub  B idang Inventarisasi dan  Penilaian Aset.

D aerah m enyelenggarakan fungsi :

a. m elakukan  Koordinasi pengelolaan anggaran , pem biayaan 

dan  anggaran  belanja d aerah  pada  su b  bidang;

b. m enyiapkan ru m u sa n  kebijakan b idang penganggaran  pada  

su b  bidang;

c. m elaksanakan  kebijakan S ub  bidang;

d. Penyediaan b ah an  pem binaan  dan  pen y u su n an  kebijakan 

teknis, inven tarisasi, penilaian dan  dokum entasi barang 

milik daerah ;

e. Penyediaan b ah an  kegiatan iventarisasi dan  se n su s  barang  

milik daerah ;

f. Penyediaan b a h a n  penilaian kap ita lisasi, konversi 

p en y u su n an  barang  milik daerah  a tau  m etode penialaian  

lainnya;

g. Penyediaan B ahan rekonsiliasi dan  verifikasi laporan 

iventarisasi ba rang  milik daerah  d an  b ah an  hab is  pakai;

h. Penyediaan b ah an  p e rse tu ju an  ren can a  k e b u tu h a n  barang  

m ilik daerah ;

i. Penyediaan b ah an  usu l pe jabat yang m en g u ru s dan 

m enyim pan barang  milik daerah ;

j. Penyediaan bahan  pe laksanaan  dokum entasi ba rang  milik 

daerah ;

k. m enyusun  laporan  pertanggungjaw aban su b  bidang sesuai 

dengan k e ten tu an  yang  berlaku; dan

l. m elak san ak an  fungsi lain su b  bidang sesua i dengan perin tah  

kepala  bidang.

Pargraf 2

S ub  B idang Pengelolaan dan  Pengam anan  Aset D aerah

Pasal 625

S ub  B idang Pengelolaan dan  Pengam anan  Aset D aerah dipim pin

oleh Kepala S ub  B idang m em punyai tugas m elaksanakan

pengeloaan pengam anan  aset. daerah .

Pasal 624 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 623, Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset 

Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. melakukan Koordinasi pengelolaan anggaran, pembiayaan 

dan anggaran belanja daerah pada sub bidang, 

b. menyiapkan rumusan kebijakan bidang penganggaran pada 

sub bidang, 

c. melaksanakan kebijakan Sub bidang, 

d. Penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan 

teknis, inventarisasi, penilaian dan dokumentasi barang 

milik daerah, 

e. Penyediaan bahan kegiatan iventarisasi dan sensus barang 

milik daerah, 

f. Penyediaan bahan penilaian kapitalisasi, konversi 

penyusunan barang milik daerah atau metode penialaian 

lainnya, 

g. Penyediaan Bahan rekonsiliasi dan verifikasi laporan 

iventarisasi barang milik daerah dan bahan habis pakai, 

h. Penyediaan bahan persetujuan rencana kebutuhan barang 

milik daerah, 

i. Penyediaan bahan usul pejabat yang mengurus dan 

menyimpan barang milik daerah, 

ji. Penyediaan bahan pelaksanaan dokumentasi barang milik 

daerah, 

k. menyusun laporan pertanggungjawaban sub bidang sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, dan 

|. melaksanakan fungsi lain sub bidang sesuai dengan perintah 

kepala bidang. 

Pargraf 2 

Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah 

Pasal 625 

Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan Aset Daerah dipimpin 

oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan 
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Pasal 626

Dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam

Pasal 625, Kepala .Sub B idang Pengelolaan dan  Pengam anan

Aset D aerah  m enyelenggarakan fungsi :

a. m elakukan  Koordinasi Pengelolaan dan  Pengam anan  Aset 

D aerah;

b. m enyiapkan ru m u sa n  kebijakan su b  bidang;

c. m elaksanakan  kebijakan su b  b idang ;

d. m erum uskan  s ta n d a r  operasional dan  prosedur su b  bidang 

pada  Perangkat Daerah;

e. m enyiapkan b ah an  u su l p en e tap an  penggunaaan ,

pem am faatan , a ta u  pem indah tanganan  barang  milik daerah ;

f. m enyiapkan b ah an  p e laksanaan  dan  penghapusan  barang  

milik daerah ;

g. penyediaan b ah an  pengajual u su l pem anfattan  barang  milik 

daerah  dalam  bent.uk kerjasam a dengan p ihak  ketiga;

h. penyediaaan  b a h a n  pengajuan  ren can a  k eb u tu h an

p em elih a raan /p eraw atan  barang  milik daerah;

i. penyediaan b ah an  m onitoring dan  evaluasi a ta s  pem anfaatan  

b a ran g  m ilik daerah ;

j. m enyusun  pedom an p e lak san aan  Anggaran Pendapatan  

B elanja D aerah;

k. m em berikan  bim bingan tekn is dan  evaluasi su b  b idang pada  

SKPD;

l. m elaksanakan  rekom endasi kebijakan dan  langkah-langkah 

perba ikan  keuangan  daerah .

Bagian Keenam

Bidang P enetapan  dan  Penagihan Pajak dan  Retribusi D aerah

Bidang P enetapan  dan  Penagihan Pajak dan  R etribusi D aerah 

dipim pin oleh Kepala Bidang m em punyai tu g as  m enyusun  

kebijakan, Koordinasi, pem binaan , dan  pengendalian  

p e lak san aan  program  kerja  dan  kegiatan Bidang Penetapan dan  

Penagihan Pajak dan  Retribusi D aerah.

Pasal 627

Pasal 626 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 625, Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pengamanan 

Aset Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. melakukan Koordinasi Pengelolaan dan Pengamanan Aset 

Daerah, 

b. menyiapkan rumusan kebijakan sub bidang: 

melaksanakan kebijakan sub bidang : 

d. merumuskan standar operasional dan prosedur sub bidang 

pada Perangkat Daerah, 

e. menyiapkan bahan usul penetapan  penggunaaan, 

pemamfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah, 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan dan penghapusan barang 

milik daerah, 

g. penyediaan bahan pengajual usul pemanfattan barang milik 

daerah dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, 

h. penyediaaan bahan pengajuan rencana kebutuhan 

pemeliharaan/perawatan barang milik daerah, 

i. penyediaan bahan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan 

barang milik daerah, 

j. menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah, 

k. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi sub bidang pada 

SKPD, 

Il. melaksanakan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah 

perbaikan keuangan daerah. 

Bagian Keenam 

Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah 

Pasal 627 

Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah 

dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas menyusun 

kebijakan, Koordinasi, pembinaan, dan pengendalian 

pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Penetapan dan 

Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah. 
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Pasal 628

Dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 627, Kepala B idang Penetapan dan  Penagihan Pajak dan

Retribusi D aerah m enyelenggarakan fungsi :

a. pengkoord inasian  penyiapan b ah an  pem binaan  dan  

pen y u su n an  kebijakan tek n is  penetapan  d an  penagihan 

pajak  dan  retribusi daerah ;

b. pengkoord inasianpelaksanaan  dm in istrasi pendaftaran  dan  

perm ohonan  pem bayaran  pajak;

c. pe laksanaan  perh itungan , penila ian  dan  penetapan  obyek 

pajak;

d. p e lak san aan  pem binaan , pengem dalian dan  pengem bangan 

sistem  aplikasi pa jak  daerah ;

e. pe laksanaan  pengendalian  adm insitrasi dan  pengendalian  

Nomor Pokok Wajib Pajak D aerah (NPWPD);

f. p e laksanaan  pem eriksaan  dan  penagihan  berdasrkan  S u ra t 

Ketetapan Pajak D aerah (SKPD), S u ra t K etetapan Pajak 

D aerah T am bahan  (SKPDT), S u ra t K etetapan Pajak D aerah 

K urang B ayar (SKPDKB) d an  S u ra t K etetapan Pajak D aerah 

Lebih B ayar (SKPDLB);

g. pengadaan  dan  pengendalian  benda-benda berharga  pajak 

dan  re tribusi daerah ;

h. p e lak san aan  uji petik  oprasional pem bayaran  pajak  dan 

re tribusi daerah ;

i. pengkoord inasian  p e n a tau sah a an  pem biayaan daerah;

j. pengkoord inasian  p en y u su n an  dan  pe laksaaan  program , 

kegiatan dan  anggaran  bidang Penetapan dan  Penagihan 

Pajak dan  Retribusi D aerah  sebagai acu an  p e laksanaan  

tugas;

k. P e laksanaan  tu g as  lain yang d iberikan  a ta san .

B idang P enetapan  dan  Penagihan Pajak dan Retribusi D aerah 

terdiri dari:

a. S ub  B idang Penilaian dan  P enetapan  Pajak dan  Retribusi 

D aerah; dan

b. S ub  B idang Penagihan d an  Pengelolaan Alat P ungut Pajak

Pasal 629

d an  Retribusi D aerah.

Pasal 628 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 627, Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan 

Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. pengkoordinasian penyiapan bahan pembinaan dan 

penyusunan kebijakan teknis penetapan dan penagihan 

pajak dan retribusi daerah, 

pengkoordinasianpelaksanaan dministrasi pendaftaran dan 

permohonan pembayaran pajak, 

pelaksanaan perhitungan, penilaian dan penetapan obyek 

pajak, 

pelaksanaan pembinaan, pengemdalian dan pengembangan 

sistem aplikasi pajak daerah, 

pelaksanaan pengendalian adminsitrasi dan pengendalian 

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD): 

pelaksanaan pemeriksaan dan penagihan berdasrkan Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Tambahan (SKPDT), Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Lebih Bayar (SKPDLB), 

pengadaan dan pengendalian benda-benda berharga pajak 

dan retribusi daerah: 

pelaksanaan uji petik oprasional pembayaran pajak dan 

retribusi daerah, 

pengkoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah, 

pengkoordinasian penyusunan dan pelaksaaan program, 

kegiatan dan anggaran bidang Penetapan dan Penagihan 

Pajak dan Retribusi Daerah sebagai acuan pelaksanaan 

tugas, 

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 

Pasal 629 

Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah 

terdiri dari: 

a. Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi 

Daerah, dan 

Sub Bidang Penagihan dan Pengelolaan Alat Pungut Pajak 

dan Retribusi Daerah. PARAF   

OPD 
Per 

    

       



Paragraf 1

S ub  B idang Penilaian dan  Penetapan Pajak dan  Retribusi D aerah

Pasal 630

S ub  B idang Penilaian d an  Penetapan Pajak dan  Retribusi D aerah 

dipim pin oleh Kepala S ub  B idang m em punyai tu g as  pokok 

m elak san ak an  penilaian dan  p enetapan  pajak  dan  re tribusi 

daerah .

Pasal 631

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam

Pasal 630, Kepala S u b  B idang Penilaian dan P enetapan  Pajak

dan Retribusi D aerah m enyelenggarakan fungsi :

a. m elakukan  Koordinasi pengelolaan penilaian dan  penetapan  

pajak dan  retribusi daerah

b. penyediaaan b ah an  pem binaaan  dan  p en y u su n an  kebijakan 

tekn is penila ian  dan  penetapan  pajak  dan  re tribusi daerah ;

c. penyediaan b ah an  pendaftaran  dan  n o ta  perh itungan  

pengenaan  se rta  p ene tapan  ta rif  objek p a jak  dan  retribusi 

daerah ;

d. penyediaan b ah an  perh itungan  dan  penetapan  pengenaan 

pajak  dengan ja b a ta n  (official Assesment);

e. penyediaan b ah an  penerb itan  dan  pengendalian  nom or 

pokok vvajib pajak daerah  (NPWPD);

f. penyediaan bahan  penerb itan  dan  pengendalian  s u s ra t-su ra t  

ke te tapan  pajak  daerah  berdasarkan  no ta  perh itungan  pajak 

daerah ;

g. penyediaan b ah an  pem binaaan , pengendalian  dan  

pengem bangan sistem  aplikasi pa jak  daerah;

h. m enyiapkan ru m u sa n  kebijakan S u b  bidang;

i. m elak san ak an  keb ijakan  su b  bidang;

j. m erum uskan  s ta n d a r  operasional d an  p ro sedu r su b  bidang 

Penilaian dan  P enetapan  Pajak dan  Retribusi D aerah pada 

S a tu an  Kerja Perangkat D aerah ;

k. m enyusun  pedom an p e laksanaan  Anggaran Pendapatan  

B elanja D aerah ;

l. m em berikan bim bingan tek n is  d an  evaluasi b idang Penilaian 

dan  P enetapan  Pajak dan  Retribusi D aerah pada  SKPD;

m. p e lak san aan  tu g as  lain yang  d iberikan  kepala bidang.

Paragraf 1 

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah 

Pasal 630 

Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah 

dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penilaian dan penetapan pajak dan retribusi 

daerah. 

Pasal 631 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 630, Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak 

dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. melakukan Koordinasi pengelolaan penilaian dan penetapan 

pajak dan retribusi daerah 

b. penyediaaan bahan pembinaaan dan penyusunan kebijakan 

teknis penilaian dan penetapan pajak dan retribusi daerah, 

c. penyediaan bahan pendaftaran dan nota perhitungan 

pengenaan serta penetapan tarif objek pajak dan retribusi 

daerah, 

d. penyediaan bahan perhitungan dan penetapan pengenaan 

pajak dengan jabatan (official Assesment), 

e. penyediaan bahan penerbitan dan pengendalian nomor 

pokok wajib pajak daerah (NPWPD): 

f. penyediaan bahan penerbitan dan pengendalian susrat-surat 

ketetapan pajak daerah berdasarkan nota perhitungan pajak 

daerah, 

g. penyediaan bahan  pembinaaan, pengendalian dan 

pengembangan sistem aplikasi pajak daerah, 

h. menyiapkan rumusan kebijakan Sub bidang, 

i. melaksanakan kebijakan sub bidang, 

j. merumuskan standar operasional dan prosedur sub bidang 

Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah , 

k. menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah : 

Il. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi bidang Penilaian 

dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah pada SKPD, 

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang. 

  

      

 



Paragraf 2

S ub  B idang Penagihan dan  Pengelolaan Alat P ungu t Pajak

dan Retribusi D aerah 

Pasal 632

S ub  Bidang Penagihan dan  Pengelolaan Alat Pungu t Pajak dan  

Retribusi D aerah dipim pin oleh Kepala Sub Bidang m em punyai 

tu g a s  m elaksanakan  pelayanan  adm in istrasi um um , 

k e ta ta u sa h a a n , p en y u su n an  ren can a  Pengelolaan a la t p ungu t 

pajak , dan  adm in istrasi penag ihan  pajak  dan  re tribusi yang 

berbasis  aplikasi.

Pasal 633

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 632, Kepala S ub  B idang Penagihan dan Pengelolaan Alat

P ungut Pajak dan  R etribusi D aerah m enj^elenggarakan fungsi :

a. m elakukan  Koordinasi pengelolaan sub  bidang Penagihan 

dan  Pengelolaan Alat P ungut Pajak dan  Retribusi D aerah;

b. m enyiapkan ru m u sa n  kebijakan su b  bidang Penagihan dan 

Pengelolaan Alat P ungu t Pajak dan  Retribusi D aerah;

c. m elaksanakan  keb ijakan  su b  bidang Penagihan dan 

Pengelolaan Alat P ungu t Pajak dan  Retribusi Daerah;

d. m erum uskan  s ta n d a r  operasional dan  prosedur su b  bidang 

Penagihan dan  Pengelolaan Alat P ungut Pajak dan  Retribusi 

D aerah;

e. penyediaaan  b ah an  ren can a  dan  p e laksanaan  penagihan 

pajak  daerah ;

f. penyediaan b ah an  pengadaan , pend istribusian  dan 

pengendalian  a la t p ungu t pajak  dan  re tribusi daerah ;

g. penyediaan b ah an  penerb itan  su ra t peringatan , tegu ran  dan 

su ra t p ak sa  a ta s  tunggakan  pajak  daerah;

h. peneydiaan b ah an  pem betukan  ju ru  s ita  pajak  daerah ;

i. penyediaan b ah an  p en ca ta tan , pem bukuan  dan  pelaporan 

penerim aan  dan  pem yetoran pajak  dan  retribusi daerah ;

j. penyediaan b ah an  ren can a  p e lak san an a  uji petik oprasional 

pem bayaran  pajak  dan  re tribusi daerah ;

Paragraf 2 

Sub Bidang Penagihan dan Pengelolaan Alat Pungut Pajak 

dan Retribusi Daerah 

Pasal 632 

Sub Bidang Penagihan dan Pengelolaan Alat Pungut Pajak dan 

Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai 

tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, 

ketatausahaan, penyusunan rencana Pengelolaan alat pungut 

pajak, dan administrasi penagihan pajak dan retribusi yang 

berbasis aplikasi. 

Pasal 633 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 632, Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengelolaan Alat 

Pungut Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. melakukan Koordinasi pengelolaan sub bidang Penagihan 

dan Pengelolaan Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah, 

b. menyiapkan rumusan kebijakan sub bidang Penagihan dan 

Pengelolaan Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah: 

c. melaksanakan kebijakan sub bidang Penagihan dan 

Pengelolaan Alat Pungut Pajak dan Retribusi Daerah, 

d. merumuskan standar operasional dan prosedur sub bidang 

Penagihan dan Pengelolaan Alat Pungut Pajak dan Retribusi 

Daerah, 

e. penyediaaan bahan rencana dan pelaksanaan penagihan 

pajak daerah, 

f. penyediaan bahan pengadaan, pendistribusian dan 

pengendalian alat pungut pajak dan retribusi daerah, 

g. penyediaan bahan penerbitan surat peringatan, teguran dan 

surat paksa atas tunggakan pajak daerah, 

h. peneydiaan bahan pembetukan juru sita pajak daerah, 

Ii. penyediaan bahan pencatatan, pembukuan dan pelaporan 

penerimaan dan pemyetoran pajak dan retribusi daerah, 

Ji. penyediaan bahan rencana pelaksanana uji petik oprasional 

  pembayaran pajak dan retribusi daerah, PARAE — 
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k. m enyusun  pedom an p e lak san aan  Anggaran P endapatan  

Belanja D aerah;

l. P e laksanaan  T ugas lain yang  d iberikan  oleh kepala bidang.

B idang Produktiv itas K eberatan Pajak dan  Retribusi D aerah 

dipim pin oleh Kepala B idang m em punyai tu g as  m elaksanakan  

p e ru m u san  kebijakan  tekn is P roduktiv itas K eberatan Pajak dan  

R etribusi D aerah se rta  m engkoordinasikan  pen y u su n an  laporan 

pertanggungjaw aban p e laksanaan  Bidang.

Dalam  m elaksanakan  tugas sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 634, Kepala B idang Produktiv itas K eberatan Pajak dan

R etribusi D aerah m enyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian  p e lak san aan  pem binaaan  p en y u su n an  

keb ijakan  tekn is p roduk tifitas dan  kebera tan  pajak  dan  

re tribusi daerah ;

b. pengoordinasian pem bukuan  re tribusi daerah;

c. p e lak ssan aan  inven tarisasi potensi pajak  d an  retribusi 

daerah ;

d. p e lak san aan  rekom endasi u su l potensi pengem bangan pajak  

dan  re tribusi d aerah  se rta  p en d ap a tan  asli d aerah  dan  

lainnya;

e. p e laksanaan  penyu luhan  dan  inform asi pajak  re tribusi 

daerah;

f. p e lak san aan  iklan layanan  m asyarakat a ta s  pa jak  dan  

re tribusi daerah ;

g. p e lak san aan  proses penyelesaian kebera tan  wajib pajak;

h. Pengoordinasian kegiatan  p en y u su n an  laporan  

pertanggungjaw aban  su b  bidang.

i. P e laksanaan  tu g a s  lain  yang  diberikan a ta san .

Bagian K etujuh

B idang Produktivitas K eberatan Pajak 

dan  Retribusi D aerah 

Pasal 634

Pasal 635

k. menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah, 

Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. 

Bagian Ketujuh 

Bidang Produktivitas Keberatan Pajak 

dan Retribusi Daerah 

Pasal 634 

Bidang Produktivitas Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah 

dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan 

perumusan kebijakan teknis Produktivitas Keberatan Pajak dan 

Retribusi Daerah serta mengkoordinasikan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan Bidang. 

Pasal 635 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 634, Kepala Bidang Produktivitas Keberatan Pajak dan 

Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. pengoordinasian pelaksanaan pembinaaan penyusunan 

kebijakan teknis produktifitas dan keberatan pajak dan 

retribusi daerah, 

b. pengoordinasian pembukuan retribusi daerah, 

c. pelakssanaan inventarisasi potensi pajak dan retribusi 

daerah, 

d. pelaksanaan rekomendasi usul potensi pengembangan pajak 

dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah dan 

lainnya, 

e. pelaksanaan penyuluhan dan informasi pajak retribusi 

daerah, 

f. pelaksanaan iklan layanan masyarakat atas pajak dan 

retribusi daerah, 

g. pelaksanaan proses penyelesaian keberatan wajib pajak, 

h. Pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan 

pertanggungjawaban sub bidang. 

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan. 
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Pasal 636

Bidang Produktivitas K eberatan Pajak d an  Retribusi D aerah 

terdiri dari :

a. S u b  B idang Penyuluhan dan  K eberatan Pajak dan  Retribusi 

D aerah

b. S ub  B idang D ata dan  Inventarisasi Potensi Pajak dan 

R etribusi D aerah

P a ra g ra f1

S ub  B idang P enyuluhan  dan 

K eberatan Pajak dan  Retribusi D aerah

Pasal 637

Sub B idang P enyu luhan  dan  K eberatan Pajak dan  Retribusi 

D aerah dipim pin oleh Kepala S ub  Bidang m em punyai tugas 

pokok m elaksanakan  p enyu luhan  dan  kebera tan  pajak  dan  

re tribusi daerah .

Pasal 638

Dalam  m elaksanakan  tugas sebagaim ana  d im aksud  dalam

Pasal 637, Kepala S u b  B idang P enyu luhan  dan  K eberatan Pajak

dan  R etribusi D aerah m enyelenggarakan fungsi:

a. m enyusun  program  dan  kegiatan kerja Sub B idang 

P enyuluhan  dan  K eberatan Pajak dan  Retribusi Daerah;

b. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is pen y u su n an  

P enyu luhan  dan  K eberatan Pajak dan  Retribusi D aerah;

c. m enyiapkan  b ah an  dan  adm in istrasi pen y u su n an  laporan  

keuangan  daerah  S u b  B idang P enyuluhan  dan  K eberatan 

Pajak dan  Retribusi Daerah;

d. m enyiapkan b ah an  pen y u su n an  p e ru m u san  kebijakan, 

pedom an dan  p e tu n ju k  tekn is P enyu luhan  dan  K eberatan 

Pajak dan  Retribusi D aerah g una  tertib  adm in istrasi;

e. m enyiapkan laporan  hasil pe laksanaan  kegiatan  secara  

periodik laporan  b u lanan , triw u lanan  d an  sem esteran  

sebagai pertanggungjaw aban pe laksanaan  tugas;

Pasal 636 

Bidang Produktivitas Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah 

terdiri dari : 

a. Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi 

Daerah 

b.Sub Bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan 

Retribusi Daerah 

Paragraf 1 

Sub Bidang Penyuluhan dan 

Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah 

Pasal 637 

Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi 

Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan penyuluhan dan keberatan pajak dan 

retribusi daerah. 

Pasal 638 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 637, Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan Pajak 

dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun program dan kegiatan kerja Sub Bidang 

Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan 

Penyuluhan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, 

c. menyiapkan bahan dan administrasi penyusunan laporan 

keuangan daerah Sub Bidang Penyuluhan dan Keberatan 

Pajak dan Retribusi Daerah, 

d. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis Penyuluhan dan Keberatan 

Pajak dan Retribusi Daerah guna tertib administrasi, 

e. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara 

periodik laporan bulanan, triwulanan dan semesteran 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, 
  

  

  

   



f. m elaksanakan  pengolahan  P enyuluhan  dan  K eberatan Pajak 

dan  Retribusi D aerah;

g. penyediaan b ah an  ra p a t-ra p a t kerja  dan rap a t Koordinasi 

pajak  dan  retribusi daerah ;

h. penyediaan b ah an  ren can a  penyu luhan  dan  inform asi pajak  

dan  re tribusi daerah ;

i. penyediaan b ah an  ren can a  iklan layanan m asy arak a t 

retribusi daerah ;

j. penyediaan b ah an  kajian dan  verifikasi p roses pengajuan  

kebera tan  pajak  dan  re tribusi daerah ;

k. m engkaji u lang  hasil verifikasi penerim aan  re tribusi daerah ;

l. m enyusun  laporan  pertanggungjaw aban  pe laksanaan  

re tribusi daerah ;

m. m elak san ak an  p en ca ta tan  re tribusi daerah  secara  sistem atis 

dan  kronologis u n tu k  m em perlancar p e laksanaan  tugas;

n. P e laksanaan  tu g as  lain  yang d iberikan  kepala bidang.

P aragraf 2

S ub  B idang D ata dan  Inventarisasi Potensi Pajak 

dan  Retribusi D aerah 

Pasal 639

S ub  B idang D ata d an  Inventarisasi Potensi Pajak dan  Retribusi

D aerah  dipim pin oleh Kepala S ub  B idang m em punyai tugas

m elaksanakan  d a ta  dan  inventarisasi potensi pajak  dan  retribusi

daerah .

Pasal 640

Dalam  m elaksanakan  tugas sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

639, Kepala S ub  B idang D ata  dan  Inventarisasi Potensi Pajak 

dan  Retribusi D aerah m enyelenggarakan fungsi:

a. m enyusun  program  dan  kegiatan  kerja  Sub b idang D ata dan  

Inventarisasi Potensi Pajak d an  R etribusi Daerah;

b. m enyiapkan b ah an  p e ru m u san  kebijakan tekn is p en y u su n an  

D ata dan  Inventarisasi Potensi Pajak dan  Retribusi D aerah;

PARAF

f. ' melaksanakan pengolahan Penyuluhan dan Keberatan Pajak 

dan Retribusi Daerah: 

g. penyediaan bahan rapat-rapat kerja dan rapat Koordinasi 

pajak dan retribusi daerah: 

h. penyediaan bahan rencana penyuluhan dan informasi pajak 

dan retribusi daerah: 

i. penyediaan bahan rencana iklan layanan masyarakat 

retribusi daerah: 

j. penyediaan bahan kajian dan verifikasi proses pengajuan 

keberatan pajak dan retribusi daerah: 

k. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan retribusi daerah: 

menyusun laporan  pertanggungjawaban pelaksanaan 

retribusi daerah, 

m. melaksanakan pencatatan retribusi daerah secara sistematis 

dan kronologis untuk memperlancar pelaksanaan tugas, 

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang. 

Paragraf 2 

Sub Bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak 

dan Retribusi Daerah 

Pasal 639 

Sub Bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi 

Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas 

melaksanakan data dan inventarisasi potensi pajak dan retribusi 

daerah, 

Pasal 640 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

639, Kepala Sub Bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak 

dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun program dan kegiatan kerja Sub bidang Data dan 

Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah: 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan 

Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, 
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c. m enyiapkan b ah an  d an  adm in istrasi pen y u su n an  laporan  Sub 

B idang b idang D ata  dan  Inventarisasi Potensi Pajak dan  

Retribusi D aerah;

d. m enyiapkan b ah an  pen y u su n an  perum usan  kebijakan, 

pedom an dan  p e tu n ju k  tek n is  bidang D ata dan  Inventarisasi 

Potensi Pajak dan  Retribusi D aerah;

e. m enyiapkan laporan  hasil p e lak san aan  kegiatan  secara  

periodik laporan  b u lan an , triw ulanan  dan  sem esteran  sebagai 

pertanggungjaw aban p e lak san aan  tugas;

f. m elaksanakan  pengolahan D ata dan  Inventarisasi Potensi 

Pajak dan  Retribusi Daerah;

g. m engkaji u lang  hasil verifikasi D ata dan  Inventarisasi Potensi 

Pajak dan  Retribusi Daerah;

h. m enyusun  laporan  pertanggungjaw aban  p e laksanaan  

penerim aan  Pajak dan  R etribusi D aerah;

i. m elak san ak an  p en ca ta tan  Pajak dan  R etribusi D aerah 

sistem atis  dan  kronologis u n tu k  m em perlancar pe laksanaan  

tugas;

j. m elaksanakan  p en ca ta tan  Pajak dan  Retribusi D aerah yang 

sifatnya adm in istrasi berupa  perh itungan , pem indahan  d an  

perbaikan  se rta  ju rn a l penyesuaian ;

k. P e laksanaan  tu g a s  lain yang  diberikan kepala bidang.

Bagian Kedelapan 

B idang Anggaran 

Pasal 641

Bidang Anggaran dipim pin oleh Kepala Bidang m em punyai tugas

m em persiapkan  b a h a n  p e ru m u san  Teknis Pada bidang

anggaran .

Pasal 642

Dalam m elaksanakan  tugas sebagaim ana  dim aksud dalam  Pasal 

641, Kepala B idang Anggaran m enyelenggarakan fungsi :

a. m engkoord inasikan  dan  penyiapan bahan  pertim bangan  

tekn is p e rse tu ju an  dalam  p en y u su n an  ren can a  bidang 

anggaran;

c. menyiapkan bahan dan administrasi penyusunan laporan Sub 

Bidang bidang Data dan Inventarisasi Potensi Pajak dan 

Retribusi Daerah: 

d. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan, 

pedoman dan petunjuk teknis bidang Data dan Inventarisasi 

Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, 

e. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara 

periodik laporan bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, 

f. melaksanakan pengolahan Data dan Inventarisasi Potensi 

Pajak dan Retribusi Daerah, 

g. mengkaji ulang hasil verifikasi Data dan Inventarisasi Potensi 

Pajak dan Retribusi Daerah, 

h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah: 

i. melaksanakan pencatatan Pajak dan Retribusi Daerah 

sistematis dan kronologis untuk memperlancar pelaksanaan 

tugas, 

j. melaksanakan pencatatan Pajak dan Retribusi Daerah yang 

sifatnya administrasi berupa perhitungan, pemindahan dan 

perbaikan serta jurnal penyesuaian, 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala bidang. 

Bagian Kedelapan 

Bidang Anggaran 

Pasal 641 

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas 

mempersiapkan bahan perumusan Teknis Pada bidang 

anggaran. 

Pasal 642 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

641, Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi : 

a. mengkoordinasikan dan penyiapan bahan pertimbangan 

teknis persetujuan dalam penyusunan rencana bidang 

anggaran, —— aa 1 
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b. p en y u su n an  ran can g an  kebijakan um um  Anggaran 

p en d ap a tan  B elanja D aerah dan  prioritas Palfon Anggaran 

sem en ta ra  A nggaran p en d ap a tan  Belanja D aerah dan  

perubahannya;

c. p e n y u su n an  rancangan  p e ra tu ran  daerah  ten tan g  anggaran  

p en d ap a tan  dan  belanja daerah  dan  perubahannya;

d. p en y u su n an  rancangan  p e ra tu ran  bupati ten tang  pen jabaran  

anggaran  p en d ap a tan  dan  belanja daerah  dan  

p eru b ah an n y a;

e. p en y u su n an  n o ta  pengan tar dan  n o ta  keuangan  ran can g an  

Anggaran p en d ap a tan  B elanja D aerah dan  P erubahan  

Anggaran p en d ap a tan  Belanja D aerah ;

f. p en y u su n an  b ah an  an a lis  s ta n d a r  belanja dan  s ta n d a r 

sa tu a n  h a rg a  um um ;

g. p e lak san aan  fungsi lain yang diberikan a ta san .

h. m engkoordinasikan penyiapan  Anggaran pem erin tah  daerah ;

i. m engkoordinasikan  penyiapan  dokum en pengajuan  u su lan  

anggaran  pem erin tah  daerah ;

j. m engkoordinasikan  dan  m elaksanakan  pem binaan  B idang 

Anggaran;

k. m englcoordinasi p en y u su n an  Anggaran D aerah;

l. P e laksanaan  T ugas lain  yang d iberikan  oleh a ta sa n .

Pasal 643

S tru k tu r  O rganisasi B idang Anggaran terdiri dari:

a. S ub  B idang P erencanaan  d an  P enyusunan  Anggaran;

b. S ub  B idang Pelaksanaan  d an  Pengendalian Anggaran; dan

c. Kelompok Ja b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Paragraf 1

S ub  B idang P erencanaan  dan  P enyusunan  Anggaran

Pasal 644

Sub B idang P erencanaan  dan  P enyusunan  A nggaran dipim pin 

oleh Kepala S ub  B idang m em punyai tu g a s  tu g as  pokok 

perencanaan  dan  pen y u su n an  anggaran  p en d ap a tan  belanja 

daerah  berbasis aplikasi.

b. penyusunan rancangan kebijakan umum Anggaran 

pendapatan Belanja Daerah dan prioritas Palfon Anggaran 

sementara Anggaran pendapatan Belanja Daerah dan 

perubahannya, 

Cc. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran 

pendapatan dan belanja daerah dan perubahannya, 

d. penyusunan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran 

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan 

perubahannya, 

e. penyusunan nota pengantar dan nota keuangan rancangan 

Anggaran pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan 

Anggaran pendapatan Belanja Daerah , 

f. penyusunan bahan analis standar belanja dan standar 

satuan harga umum, 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan. 

h. mengkoordinasikan penyiapan Anggaran pemerintah daerah, 

i. mengkoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan 

anggaran pemerintah daerah, 

ji. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan Bidang 

Anggaran, 

k. mengkoordinasi penyusunan Anggaran Daerah, 

l Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Pasal 643 

Struktur Organisasi Bidang Anggaran terdiri dari: 

a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, 

b. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran, dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Paragraf 1 

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 

Pasal 644 

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran dipimpin 

oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas tugas pokok 

perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan belanja 

daerah berbasis aplikasi. para 7 
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Pasal 645

D alam  m enyelenggarakan tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 644, Kepala S ub  B idang P erencanaan  d an  Penyusunan

Anggaran m enyelenggarakan fungsi :

a. m enyusun  ren can a  program  dan  kegiatan kerja  S u b  B idang 

P erencanaan  dan  P enyusunan  Anggaran;

b. m elaksanakan  p e n a ta u sa h a a n  dan  pelaporan  kegiatan kerja 

S ub  B idang P erencanaan  dan  Penyusunan  Anggaran;

c. m elaksanakan  p em an tau n  S ub  B idang P erencanaan  dan  

P enyusunan  Anggaran;

d. penyediaaan  b ah an  kebijakan um um  anggaran  dan  

perioritas plafon anggaran  sem entara ;

e. penyediaan b ah an  ren can a  anggaran  p en d ap a tan  dan  

belanja daerah  (R-APBD) dan  perubahannya;

f. penyediaan b ah an  p en g an tar dan  no ta  keuangan  Anggaran 

p en d ap a tan  B elanja D aerah  dan  p eru b ah an  Anggaran 

p en d ap a tan  B elanja D aerah  ;

g. penyediaaan  b ah an  pedom an p en y u su n an  ren can a  kerja dan  

anggran  (RKA);

h. penyediaan b ah an  ran can g an  regulasi a ta u  kebijakan 

pem erin tah  d aerah  a ta s  p a lak san aan  Anggaran pendapa tan  

B elanja D aerah  dan  perubahannya;

i. penyediaan b ah an  ana lis  s ta n d a r  be lan ja  d an  s ta n d a r  harga  

um um ;

j. penyediaan b ah an  ra p a t-ra p a t pem bahasan  oleh Tim 

Anggaran Pem erintah D aerah (TAPD);

k. P e laksanaan  tu g as  fungsi lain yang  diberikan oleh kepala 

bidang;

S u b  B idang P e laksanaan  dan  Pengendalian A nggaran dipim pin 

oleh Kepala S ub  B idang m em punyai tu g as  m elaksanakan  dan  

m engendalikan  anggaran .

Paragraf 2

S ub  B idang P e laksanaan  dan  Pengendalian Anggaran

Pasal 646

Pasal 645 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 644, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan 

Anggaran menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan kerja Sub Bidang 

Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, 

melaksanakan penatausahaan dan pelaporan kegiatan kerja 

Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran: 

melaksanakan pemantaun Sub Bidang Perencanaan dan 

Penyusunan Anggaran, 

penyediaaan bahan kebijakan umum anggaran dan 

perioritas plafon anggaran sementara, 

penyediaan bahan rencana anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (R-APBD) dan perubahannya, 

penyediaan bahan pengantar dan nota keuangan Anggaran 

pendapatan Belanja Daerah dan perubahan Anggaran 

pendapatan Belanja Daerah : 

penyediaaan bahan pedoman penyusunan rencana kerja dan 

anggran (RKA): 

penyediaan bahan rancangan regulasi atau kebijakan 

pemerintah daerah atas palaksanaan Anggaran pendapatan 

Belanja Daerah dan perubahannya, 

penyediaan bahan analis standar belanja dan standar harga 

umum, 

penyediaan bahan rapat-rapat pembahasan oleh Tim 

Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), 

Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh kepala 

bidang, 

Paragraf 2 

Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran 

Pasal 646 

Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran dipimpin 

oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan dan 

mengendalikan anggaran. 
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Pasal 647

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

646, Kepala S ub  B idang P e laksanaan  dan  Pengendalian

Anggaran m enyelenggarakan fungsi :

a. m enyusun  ren can a  program  dan  kegiatan kerja S ub  bidang 

P e laksanaan  dan  Pengendalian Anggaran ;

b. m elaksanakan  p e n a ta u sa h a a n  dan  pelaporan  barang  milik 

daerah :

c. m elaksanakan  p em an tau n  kegiatan  kerja  Sub bidang 

P e laksanaan  dan  Pengendalian Anggaran;

d. m enganalisis kegiatan S ub  b idang P e laksanaan  dan  

Pengendalian Anggaran;

e. penyediaaan  b ah an  perh itungan  d a n  penyesuaian

pem bayaran  gaji b e rd asa rk an  k e ten tu an  p e ra tu ran

peru n d an g -u n d an g an ;

f. penyediaan b ah an  penelitian  ketersed iaan  anggaran , 

k esesu a ian  penggunaan  kode ak u n , kesesuain  perh itungan  

pem bayaran  se rta  kelengakpan dokum en su ra t p e rin tah  

m em bayar (SPM);

g. penyediaan b a h a n  pen y u su n an  sum ber d a n a  Anggaran 

p en d ap a tan  B elanja D aerah dan  sum ber d an a  p e ru b ah an  

Anggaran p en d ap a tan  B elanja D aerah ;

h. penyediaan  b a h a n  p en y u su n an  su ra t penyediaan d a n a  (SPD) 

Anggaran p en d ap a tan  B elanja D aerah ;

i. p e lak san aan  fungsi lain yang d iberikan  kepala bidang.

Bagian Kesembilan 

Bidang P erbendaharaan  

Pasal 648

Bidang P erbendaharan  dipim pin oleh Kepala Bidang m em punyai 

tu g as  m enyusun  d an  m erum uskan  kebijakan tek n is  ten tang  

u ru sa n  bidang perbendaharaan .

Pasal 647 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

646, Kepala Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian 

Anggaran menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun rencana program dan kegiatan kerja Sub bidang 

Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran : 

melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang milik 

daerah, 

melaksanakan pemantaun kegiatan kerja Sub bidang 

Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran, 

menganalisis kegiatan Sub bidang Pelaksanaan dan 

Pengendalian Anggaran, 

penyediaaan bahan perhitungan dan penyesuaian 

pembayaran gaji berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan: 

penyediaan bahan penelitian ketersediaan anggaran, 

kesesuaian penggunaan kode akun, kesesuain perhitungan 

pembayaran serta kelengakpan dokumen surat perintah 

membayar (SPM), 

penyediaan bahan penyusunan sumber dana Anggaran 

pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana perubahan 

Anggaran pendapatan Belanja Daerah 

penyediaan bahan penyusunan surat penyediaan dana (SPD) 

Anggaran pendapatan Belanja Daerah : 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang. 

Bagian Kesembilan 

Bidang Perbendaharaan 

Pasal 648 

Bidang Perbendaharan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai 

tugas menyusun dan merumuskan kebijakan teknis tentang 

urusan bidang perbendaharaan. 
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Pasal 649

Dalam  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 648, B idang P erbendaharan  m enyelenggarakan fungsi :

a. pe laksanaan  p en y u su n an  kebijakan tekn is bidang 

p e rb e n d a h a ra an ;

b. peneydian b ah an  pem binaaan  b idang perbendaharaan ;

c. p e lak san aan  p en y u su n an  kebijakan tekn isb idang  

p e rbendaharaan ;

d. pengelolaan dan  pengendalian  d a n a  rekengng penerim aan, 

reken ing  k as um um  daerah  dan  rekening pengeluaran;

e. pengelolaan dan  pengendalian  rekening b en d ah ara  

penerim aan  dan  rekening b en d ah ara  pengeluaran;

f. p a n a ta u sa h a a n  s u ra t  pe rin tah  penyediaan d a n a  (SP2D) 

dafta r penguji su ra t p e rin tah  penyediaan d a n a  (SP2D);

g. p e n a ta u sa h a a n  keuangan  dan  anggran;

h. m elak san ak an  fungsi k u a sa  b en d ah a ra  um um  daerah ;

i. pengelolaan dan  pengendalian  d an a  transfer;

j. p e laksanaan  fungsi lain  yang d iberikan  a ta san .

Pasal 650

S tru k tu r  O rganisasi B idang P erbendaharaan  terdiri dari :

a. S ub  B idang Pengelolaan d an  Pengendalian Kas D aerah; dan

b. S ub  B idang D ana T ransfer dan  Non Anggaran.

Paragraf 1

S ub  B idang Pengelolaan dan  Pengendalian Kas D aerah

Pasal 651

Sub B idang Pengelolaan dan  Pengendalian Kas D aerah dipim pin 

oleh Kepala S ub  Bidang m em punyai tugas m elaksanakan  

pengelolaan dan  pengendalian  k a s  daerah .

Pasal 652

Dalam  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  pada  Pasal 

651, Kepala S ub  B idang Pengelolaan dan Pengendalian Kas 

D aerah m eyelenggarakan fungsi :

a. penyediaan b ah an  pem binaan  dan  p en y u su n an  kebijakan 

tek n is  pengelolaan dan  pengendalian  k as daerah ;

Pasal 649 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 648, Bidang Perbendaharan menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis bidang 

perbendaharaan, 

b. peneydian bahan pembinaaan bidang perbendaharaan, 

c. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknisbidang 

perbendaharaan, 

d. pengelolaan dan pengendalian dana rekengng penerimaan, 

rekening kas umum daerah dan rekening pengeluaran, 

e. pengelolaan dan pengendalian rekening bendahara 

penerimaan dan rekening bendahara pengeluaran, 

f. panatausahaan surat perintah penyediaan dana (SP2D) 

daftar penguji surat perintah penyediaan dana (SP2D):, 

g. penatausahaan keuangan dan anggran, 

h. melaksanakan fungsi kuasa bendahara umum daerah, 

i. pengelolaan dan pengendalian dana transfer, 

ji. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan. 

Pasal 650 

Struktur Organisasi Bidang Perbendaharaan terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah, dan 

b. Sub Bidang Dana Transfer dan Non Anggaran. 

Paragraf 1 

Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah 

Pasal 651 

Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah dipimpin 

oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan dan pengendalian kas daerah. 

Pasal 652 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 

651, Kepala Sub Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Kas 

Daerah meyelenggarakan fungsi : 

a. penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan 

teknis pengelolaan dan pengendalian kas daerah, (—parar   
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b. penyediaan b ah an  adm in istrasi dan  pem bukuan  

penerim aaan  dan  pengeluaran  k a s  daerah ;

c. penyediaan  b ah an  adm in istrasi m u tasi d an a  a n ta r  rekening 

k as daerah ;

d. penyediaan  b ah an  adm in istras i deposito dan  penyertaan  

modal;

e. penyediaan b ah an  p enetapan  d an  pengelolaan d a n a  pada 

rekening b en d ah ara  penerim aan  dan  rekening ben d ah ara  

pengeluaran;

f. peneydiaaan  b ah an  dan  dokum en tasi su s ra t-su ra t berharga 

pada  se tiap  rekening;

g. penyediaan b ah an  pengajuan  u su l b en d ah ara  penerim aan 

dan  b en d ah a ra  pengeluaran ;

h. penyediaan  b ah an  penerb itan  S u ra t Perin tah  Penyediaan 

D ana (SP2D) d an  dafta r penguji;

i. Penyediaan b ah an  verifikasi d an  pengujian S u ra t Perintah 

Pengesahan Pendapatan  dan  B elanja (SP3B) dan  penerb itan  

S u ra t Pengesahan P endapatan  dan  Belanja (SP2B); dan

j. P e laksanaan  fungsi lain yang d iberikan  kepala bidang.

Paragraf 2

S ub  B idang D ana T ransfer dan  Non Anggaran

Pasal 653

S ub  B idang D ana T ransfer dan  Non A nggaran dipim pin oleh Kepala 

S ub  Bidang m em punyai tu g as  pokok m elaksanankan  pelayanan 

d an a  tran sfe r dan  non  anggaran .

Pasal 654

Dalam m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana d im aksud  da lam  Pasal 

6 5 3 ,Kepala S u b  B idang D ana T ransfer dan  Non Anggaran 

m enyelenggarakan fungsi :

a. penyediaan  b a h a n  pem binaan  d an  p en y u su n an  kebijakan 

tek n is  d a n a  tran sfe r d an  non anggaran;

b. penyediaan b a h a n  p erh itu n g an  d an a  tran sfe r b e rd asa rk an  

bidang p e ru n tu k an ;

b. penyediaan bahan administrasi dan pembukuan 

penerimaaan dan pengeluaran kas daerah, 

c. penyediaan bahan administrasi mutasi dana antar rekening 

kas daerah, 

d. penyediaan bahan administrasi deposito dan penyertaan 

modal, 

e. penyediaan bahan penetapan dan pengelolaan dana pada 

rekening bendahara penerimaan dan rekening bendahara 

pengeluaran, 

f. peneydiaaan bahan dan dokumentasi susrat-surat berharga 

pada setiap rekening, 

g. penyediaan bahan pengajuan usul bendahara penerimaan 

dan bendahara pengeluaran, 

h. penyediaan bahan penerbitan Surat Perintah Penyediaan 

Dana (SP2D) dan daftar penguji: 

i. Penyediaan bahan verifikasi dan pengujian Surat Perintah 

Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dan penerbitan 

Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B), dan 

j- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang. 

Paragraf 2 

Sub Bidang Dana Transfer dan Non Anggaran 

Pasal 653 

Sub Bidang Dana Transfer dan Non Anggaran dipimpin oleh Kepala 

Sub Bidang mempunyai tugas pokok melaksanankan pelayanan 

dana transfer dan non anggaran. 

Pasal 654 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

653,Kepala Sub Bidang Dana Transfer dan Non Anggaran 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyediaan bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan 

teknis dana transfer dan non anggaran, 

b. penyediaan bahan perhitungan dana transfer berdasarkan 

bidang peruntukan, ae / 
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c. penyediaan b ah an  lapo ran  realisasi d an a  transfer secara  

berkala;

d. penyediaan b ah an  perh itungan  penerim aan dan  penyetoran 

d a n a  non anggaran;

e. peneydiaan b ah an  penerb itan  su ra t perin tah  m em bayar non 

anggaran;

f. penyediaan b ah an  penerb itan  su ra t penyediaan dana;

g. penyediaan b ah an  rekonsiliasi d a n a  transfer dan  non 

anggran;

h. penyediaan b ah an  penetapan  uang daerah  dan  pengelolaan 

investasi daerah ;

i. penyediaan b ah an  laporan  relaisiasi anggran  berdasrkan  

sum ber d an a  secara  berkala;

j. m enyusun  S ta n d a r O perasional P rosedur sesu a i dengan 

lingkup tugas;

k. p e lak san aan  fungsi lain yang d iberikan  kepala bidang.

Bagian K esepuluh 

Bidang A kuntansi 

Pasal 655

Bidang A kuntansi dipim pin oleh Kepala Bidang m em punyai tugas 

m enyusun  dan  m erum uskan  kebijakan tekn is ten tan g  pengelolaan 

a k u ta n s i k euangan  daerah .

Pasal 656

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal

655, Kepala B idang A kuntansi m enyelenggarakan fungsi :

a. p e lak san aan  p en y u su n an  kebijakanB idang A kuntansi;

b. p e laksanaan  rekonsiliasi pem bukuan  b en d ah ara  penerim aan  

dan  pengeluaran;

c. p e laksanaan  rekonsiliasi dan  evaluasi laporan  keuangan  secara  

berkala;

d. pengkoord inasian  rekonsiliasi d a ta  Biaya O prasional Sekolah 

(BOS), d a n a  kap itasi dan  d an a  lainnya sesu a i k e ten tu an  

p en ca ta tan ;

penyediaan bahan laporan realisasi dana transfer secara 

berkala: 

penyediaan bahan perhitungan penerimaan dan penyetoran 

dana non anggaran, 

peneydiaan bahan penerbitan surat perintah membayar non 

anggaran, 

penyediaan bahan penerbitan surat penyediaan dana: 

penyediaan bahan rekonsiliasi dana transfer dan non 

anggran, 

penyediaan bahan penetapan uang daerah dan pengelolaan 

investasi daerah: 

penyediaan bahan laporan relaisiasi anggran berdasrkan 

sumber dana secara berkala, 

menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan 

lingkup tugas, 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala bidang. 

Bagian Kesepuluh 

Bidang Akuntansi 

Pasal 655 

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas 

menyusun dan merumuskan kebijakan teknis tentang pengelolaan 

akutansi keuangan daerah. 

Pasal 656 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

655, Kepala Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi : 

a. 

b. 

pelaksanaan penyusunan kebijakanBidang Akuntansi: 

pelaksanaan rekonsiliasi pembukuan bendahara penerimaan 

dan pengeluaran, 

pelaksanaan rekonsiliasi dan evaluasi laporan keuangan secara 

berkala, 

pengkoordinasian rekonsiliasi data Biaya Oprasional Sekolah 

(BOS), dana kapitasi dan dana lainnya sesuai ketentuan 

pencatatan, ———— PARAF   
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e. m elak san ak an  pen y u su n an  laporan  realisasi anggaran  secara  

berkala, laporan  prognosis sem ester d u a  dan  laporan  akh ir 

tah u n ;

f. m elaksanakan  p en y u su n an  laporan  keuangan  pem erin tah  

daerah  dalam  rangka pertanggungjaw aban p e laksanaan  

A nggaran P endapatan  Belanja D aerah;

g. p en y u su n an  rancangan  p e ra tu ra n  d aerah  ten tang  

pertanggungjaw aban p e laksanaan  Anggaran Pendapatan  

B elanja D aerah;

h. pen y u su n an  no ta  p e n g an ta r a ta s  ran can ag an  p e ra tu ran  daerah  

ten ta n g  pertanggungjaw aban p e laksanaan  Anggaran 

P endapatan  B elanja Daerah:

i. p en y u su n an  d a ta  dan  laporan-laporan  keuangan  sesuai 

k eb u tu h an ;

j. p en y u su n an  saldo awal rekening b en d ah a ra  pengeluaran ;

k. penyiapan b ah an  pertim bangan  d an  m engikuti pe laksanaan  

penyelesaian m asa lah -m asa lah  p e rb en d ah araan  dan  ganti rugi;

l. p e laksanaan  fungsi lain yang diberikan.

S tru k tu r  O rganisasi B idang A kuntansi terdiri dari :

a. S ub  B idang Pem binaan dan  Pengem bangan Sistem  A kuntansi

b. S ub  B idang Penyajian Laporan K euangan dan  Inform asi 

K euangan D aerah

S u b  B idang Pem binaan dan  Pengem bangan Sistem  A kuntansi

Sub B idang Pem binaan d an  Kebijakan A kuntansi dipim pin oleh 

Kepala S ub  B idang m em punyai tu g a s  m elaksanakan  pem binaaan  

dan  keb ijakan  a k u n tan si. ______

Pasal 657

P a ra g ra f1

Pasal 658

/

e. melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran secara 

berkala, laporan prognosis semester dua dan laporan akhir 

tahun, 

f. melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, 

g. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah, 

h. penyusunan nota pengantar atas rancanagan peraturan daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah: 

i. penyusunan data dan laporan-laporan keuangan sesuai 

kebutuhan: 

j. penyusunan saldo awal rekening bendahara pengeluaran: 

k. penyiapan bahan pertimbangan dan mengikuti pelaksanaan 

penyelesaian masalah-masalah perbendaharaan dan ganti rugi, 

Il. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan. 

Pasal 657 

Struktur Organisasi Bidang Akuntansi terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi 

b. Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan dan Informasi 

Keuangan Daerah 

Paragraf 1 

Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem Akuntansi 

Pasal 658 

Sub Bidang Pembinaan dan Kebijakan Akuntansi dipimpin oleh 

Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan pembinaaan 

dan kebijakan akuntansi. 
  

  

     



Pasal 659

Dalam m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

658, Kepala S ub  B idang Pem binaan  dan  Kebijakan A kuntansi

m enyelenggarakan fungsi :

a. penyediaaan  b a h a n  dan  pen y u su n an  keb ijakan  tekn is 

pem binaaan  dan  pengem bangan sistem  ak u n tan si;

b. penyediaan b ah an  p en y u su n an  rancangan  p e ra tu ran  daerah  

ten ta n g  pertanggung jaw aban  p e laksanaan  Anggaran 

Pendapatan  B elanja D aerah;

c. Penyediaan b ah an  pen y u su n an  no ta  pengan tar a ta s  rancangan  

P era tu ran  Kepala D aerah ten tan g  pertanggungjaw aban 

p e lak san aan  A nggaran P endapatan  B elanja D aerah;

d. penyediaaam  b ah an  p en y u su n an  penggunaan  kode rekening 

anggaran  m apping kode rekening  aku tansi;

e. Penyediaan b ah an  pen y u su n an  saldo awal rekening b en d ah ara  

pengeluaran;

f. penyediaaan  b ah an  dan  verifikasi ju rn a l penyesuaian;

g. penyediaaan  b ah an  p e laksanaan  pendam pingan  p en y u su n an  

laporan  k euangan  S a tu an  Kerja Perangkat Daerah:

h. m elak san ak an  keg iatan  fasilitasi sosialisasi, m onitoring dan  

pem binaan  keb ijakan  a k u n ta s i Lainnya;

i. p e lak san aan  fungsi lainnya diberikan kepala bidang.

S ub  B idang Penyajian Laporan K euangan dan  Inform asi Keuangan 

D aerah dipim pin oleh Kepala S ub  B idang m em punyai tu g as  pokok 

m elaksanakan  penyajian laporan  keuangan  dan  inform asi daerah .

Dalam  m elaksanakan  tugas sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 660, Kepala S ub  B idang Penyajian Laporan K euangan dan  

Inform asi K euangan D aerah  m enyelenggarakan fungsi;

a. penyediaan bah an p em b in aan  d an  penyusunan  kebijakan 

penyajian laporan  keuangan  dan  inform asi k euangan  daerah ;

Paragraf 2

S ub  B idang Penyajian Laporan Keuangan 

dan  Inform asi K euangan 

Pasal 660

Pasal 661

1

Pasal 659 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

658, Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Kebijakan Akuntansi 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyediaaan bahan dan penyusunan kebijakan teknis 

pembinaaan dan pengembangan sistem akuntansi: 

b. penyediaan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah 

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah, 

c. Penyediaan bahan penyusunan nota pengantar atas rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, 

d. penyediaaam bahan penyusunan penggunaan kode rekening 

anggaran mapping kode rekening akutansi, 

e. Penyediaan bahan penyusunan saldo awal rekening bendahara 

pengeluaran, 

f. penyediaaan bahan dan verifikasi jurnal penyesuaian, 

g. penyediaaan bahan pelaksanaan pendampingan penyusunan 

laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah: 

h. melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan 

pembinaan kebijakan akuntasi Lainnya, 

i. pelaksanaan fungsi lainnya diberikan kepala bidang. 

Paragraf 2 

Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan 

dan Informasi Keuangan 

Pasal 660 

Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan dan Informasi Keuangan 

Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyajian laporan keuangan dan informasi daerah. 

Pasal 661 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 660, Kepala Sub Bidang Penyajian Laporan Keuangan dan 

Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi, 

a. penyediaan bahanpembinaan dan penyusunan kebijakan 

penyajian laporan keuangan dan informasi keuangan daerah, 
  

PARAF 

opo PA ang 
  

  

    
    

  



b. penyediaan b ah an  pe laksanaan  pem bukuan  pada  buku  

besar penerim aan  d an  pengeluaran ;

c. penyediaan  b ah an  rekonsiliasi kesesu a ian  laporan  keuangan  

S a tu an  Kerja Perangkat D aerah  secara  berkala;

d. penyediaan b ah an  rekonsiliasi penyesuaian  laporan

k euangan  dengan laporan  barang  m ilik daerah ;

e. penyediaan  b ah an  laporan  realisasi anggaran  secara  

periodik. laporan  prognosis anggaran  se rta  laporan  akh ir 

tah u n ;

f. penyediaan b ah an  p en y u su n an  laporan  keuangan

b erd asa rk an  sa ta n d a r  a k u n ta n s i pem erintah;

g. penyediaan b ah an  pengelolaan Unit A kuntansi Pem bantu 

Pengguna A nggaran W ilayah (UAPPA-W) a ta s  tugas 

pem ban tuan ;

h. penyediaan b a h a n  rekonsiliasi d a ta  b iaya O prasional Sekolah 

(BOS) d an a  kap itasi dan  d a n a  lainnya sesuai k e ten tu an  

p e n c a ta ta n ;

i. penyediaan b ah an  d a ta  laporan  dan  inform asi keuangan  

daerah ;

j. p e laksanaan  fungsi lain  yang d iberikan  oleh kepala bidang.

BAB XXIX

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLIT1K 

Bagian Kesatu

K edudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 662

(1) B adan K esatuan  B angsa dan  Politik dipim pin oleh Kepala 

Badan.

(2) B adan K esatuan  B angsa d an  Politik berkedudukan  dibaw ah 

dan  b e rtan g g u n g jaw ab  kepada Kepala D aerah.

Pasal 663

B adan K esatuan B angsa dan  Politik kabupaten  pohuw ato 

m elaksanakan  u ru sa n  pem erin tahan  d ibidang K esatuan  B angsa 

d an  Politik u n tu k  m em ban tu  b u p a ti dalam  m enyelenggarakan 

pem erin tahan .

(1) 

(2) 

penyediaan bahan pelaksanaan pembukuan pada buku 

besar penerimaan dan pengeluaran, 

penyediaan bahan rekonsiliasi kesesuaian laporan keuangan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berkala, 

penyediaan bahan rekonsiliasi penyesuaian laporan 

keuangan dengan laporan barang milik daerah, 

penyediaan bahan laporan realisasi anggaran secara 

periodik, laporan prognosis anggaran serta laporan akhir 

tahun, 

penyediaan bahan penyusunan laporan keuangan 

berdasarkan satandar akuntansi pemerintah, 

penyediaan bahan pengelolaan Unit Akuntansi Pembantu 

Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) atas tugas 

pembantuan, 

penyediaan bahan rekonsiliasi data biaya Oprasional Sekolah 

(BOS) dana kapitasi dan dana lainnya sesuai ketentuan 

pencatatan, 

penyediaan bahan data laporan dan informasi keuangan 

daerah: 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang. 

BAB XXIX 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Pasal 662 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala 

Badan. 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. 

Pasal 663 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten pohuwato 

melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa 

dan Politik untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan 

pemerintahan. —eARAr 
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Uu 
OPD 

1 
  

      
v



Pasal 664

Dalam m elaksanakan  tugas sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

6 6 3 , B adan  K esatuan  B angsa dan  Politik m enyelenggarakan

a. p e ru m u san  kebijakan  tekn is di b idang k esa tu an  bangsa  dan 

politik sesua i dengan k e ten tu an  p e ra tu ran  perundang- 

u n d an g an ;

b. p e lak san aan  kebijakan di b idang pem binaan  ideologi Pancasila  

dan  w aw asan  kebangsaan , penyelenggaraan politik dalam  

negeri d an  keh idupan  dem okrasi, pem eliharaan  k e tah an an  

ekonom i, sosial dan  budaya, pem binaan  k e ru k u n an  a n ta rsu k u  

dan  in tra  su k u , u m a t beragam a, ras , dan  golongan lainnya, 

pem binaan  d an  pem berdayaan  organ isasi kem asyaraka tan , 

se rta  p e laksanaan  kew aspadaan  nasional dan  penanganan  

konflik sosial di w ilayah k ab u p a ten  sesua i dengan ke ten tu an  

p e ra tu ran  perundang -undangan ;

c. p e lak san aan  koordinasi di b idang pem binaan  ideologi Pancasila 

d an  w aw asan kebangsaan , penyelenggaraan politik dalam  

negeri dan  keh idupan  dem okrasi, pem eliharaan  k e tah an an  

ekonom i, sosial dan  buda}ra, pem binaan  k e ru k u n an  a n ta r  suku  

d an  in tra  su k u , u m at beragam a, ras , dan  golongan lainnya, 

fasilitasi organisasi k em asy arak a tan , se rta  pe laksanaan  

kew aspadaan  nasional d an  penanganan  konflik sosial di 

wilayah k ab u p a ten  sesua i dengan ke ten tu an  p e ra tu ran  

perundang -undangan ;

d. p e lak san aan  evaluasi dan  pelaporan  di b idang pem binaan  

ideologi P ancasila  d an  w aw asan kebangsaan , penyelenggaraan 

politik dalam  negeri dan  keh idupan  dem okrasi, pem eliharaan  

k e ta h an a n  ekonom i, sosial d an  budaya, pem binaan  k e ru k u n an  

a n ta r  su k u  dan  in tra  su k u , u m at beragam a, ra s , d an  golongan 

lainnya, fasilitasi organ isasi kem asyaraka tan , serta  

p e lak san aan  kew aspadaan  nasional d an  p en an g an an  konflik 

sosial di w ilayah k ab u p a ten  sesu a i dengan k e ten tu an  

p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an ;

e. p e lak san aan  fasilitasi forum  koordinasi p im pinan daerah  

kabupaten ;

f. p e lak san aan  adm in istrasi kesek re taria tan  B adan  K esatuan 

B angsa D an Politik; dan

fungsi:

Pasal 664 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

663, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan 

politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila 

dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam 

negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan 

ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku 

dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, 

pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, 

serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan 

konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila 

dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam 

negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan 

ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku 

dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, 

fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan 

kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di 

wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan 

ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan 

politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan 

ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan 

antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan 

lainnya, fasilitasi — organisasi kemasyarakatan, serta 

pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik 

sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, 

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah 

kabupaten, 

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan 

Bangsa Dan Politik, dan 
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Bagian Kedua 

S u su n an  O rganisasi 

Pasal 665

S u su n an  organisasi badan  K esatuan  B angsa d an  Politik terdiri 

a tas:

a. Kepala B adan

b. S ekretaria t

c. B idang Ideologi, W aw asan K ebangsaan dan  K arakter B angsa

d. Bidang Politik Dalam Negeri

e. Bidang K etahanan  Ekonom i, Sosial, B udaya, Agama dan 

O rganisasi K em asyarakatan

f. B idang K ew aspadaan N asional d an  Penanganan  Konflik

g. Kelompok Ja b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Bagian Ketiga 

Kepala B adan 

Pasal 666

Kepala B adan m em punyai tu g as  m enyelenggarakan sebagian 

u ru sa n  P em erin tahan  D aerah dalam  Bidang Fasilitasi 

Pem binaan Politik, B idang B ina Ideologi dan  W aw asan 

K ebangsaan, B idang K etahanan  Ekonom i Sosial yang berada 

dibaw ah tanggung  jaw ab  Bupati.

Pasal 667

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

666, Kepala Badan m enyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. P e laksanaan  u ru sa n  k e ta ta u sa h a a n  badan;

b. P enyusunan  program  kerja  ta h u n a n , jangka  m enengah dan  

jan g k a  panjang;

c. P enyusunan  kebijakan teh n is  dan  stra teg is d ibidang 

k e sa tu a n  b angsa  dan  politik;

d. Pengelolaan adm in istrasi um um  bagi se lu ru h  u n it  kerja 

d ilingkungan badan ;

g. p e lak san aan  fungsi lain yang diberikan oleh bupati.g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 665 

Susunan organisasi badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri 

atas: 

a. Kepala Badan 

b. Sekretariat 

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

. Bidang Politik Dalam Negeri 

. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan 

Organisasi Kemasyarakatan 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Ketiga 

Kepala Badan 

Pasal 666 

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian 

urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Fasilitasi 

Pembinaan Politik, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan 

Kebangsaan, Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial yang berada 

dibawah tanggung jawab Bupati. 

Pasal 667 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

666, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. 

b. 

Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan: 

Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan 

jangka panjang, 

Penyusunan kebijakan tehnis dan strategis dibidang 

kesatuan bangsa dan politik, 

Pengelolaan administrasi umum bagi seluruh unit kerja 

dilingkungan badan, /   
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e. P e laksanaan  fasilitas penyelenggaraan pend id ikan  dan  

pengem bangan sistem  politik dem okrasi se rta  kajian 

stra teg is di b idang k esa tu a n  bangsa  dan politik;

f. M elaksanakan Fasilitas Parpol, Legislatif, Pem ilu, Pilkada, 

O rm as, LSM d an  Pengaw asan O rang Asing;

g. P em an tauan ,evaluasi dan  pelaporan ;dan

h. P e laksanaan  fungsi lain di berikan  oleh Bupati.

Bagian Keempat 

S ekretaria t 

Pasal 66S

S e k r e t a r ia t  d ip im p in  o le h  S e k r e ta r i s  y a n g  m e m p u n y a i  

t u g a s  m e r e n c a n a k a n ,  m e la k s a n a k a n ,

m e n g k o o r d in a s ik a n  d a n  m e n g e n d a l ik a n  k e g ia ta n  

p e r e n c a n a a n ,  e v a lu a s i ,  p e l a k s a n a a n ,  p e n a t a u s a h a a n ,  

p e la p o r a n ,  p e r t a n g g u n g ja w a b a n  d a n  p e n g a w a s a n  

k e u a n g a n ,  p e la y a n a n  a d m in i s t r a s i ,  k e h u m a s a n ,  u m u m  

d a n  k e p e g a w a ia n .

Pasal 669

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  Pasal

668, S ek re ta ris m enyelenggarakan fungsi:

a. p e lak san aan  perencanaan , evaluasi dan  pengendalian  se rta  

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi dinas;

b. pengkoord inasian  dan  p en y u su n an  rencana, program , 

evaluasi dan  pengendalian  se rta  m enyusun  lapo ran  di 

lingkup dinas;

c. p e lak san aan  pem binaan  dan  pem berian du k u n g an  

adm in istrasi yang m eliputi k e ta tau sa h a an , kepegaw aian, 

keuangan , kerum ah tanggan , kerja sam a, h u b u n g an  

m asyarakat, a rs ip  dan  dokum entasi di lingkup dinas;

d. pe laksanaan  pem binaan  dan  p en a taan  organ isasi dan  

ta ta lak san a ;

e. pengkoord inasian  d an  p en y u su n an  p e ra tu ran  perundang- 

u n d an g an , se rta  p e lak san aan  kerjasam a;
________ P A R A F

Pe
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e. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan 

pengembangan sistem politik demokrasi serta kajian 

strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik: 

f. Melaksanakan Fasilitas Parpol, Legislatif, Pemilu, Pilkada, 

Ormas, LSM dan Pengawasan Orang Asing, 

g. Pemantauan,evaluasi dan pelaporan:dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain di berikan oleh Bupati. 

Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasal 668 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai 

tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan 

perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan,  pertanggungjawaban dan pengawasan 

keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum 

dan kepegawaian. 

Pasal 669 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 

668, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta 

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi dinas, 

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, 

evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan di 

lingkup dinas, 

c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkup dinas, 

d. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan 

tatalaksana, 

e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan, serta pelaksanaan kerjasama, 
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f. p e laksanaan  pengelolaan keuangan  clan penyelenggaraan 

pengelolaan barang  milik daerah  d a n /a ta u  p em an tau an  

pengelolaan pengadaan  b a ra n g /ja sa ;

g. pengkoordinasian  p en y u su n an  b ah an  laporan  p e laksanaan  

kegiatan  sek re ta ria t dan  kegiatan  sa tu an  secara  berkala;

h. pengkoord inasian  d an  p e laksanaan  pengelolaan 

kepegaw aian, ta ta  u sa h a , perlengkapan d an  ru m ah  tangga. 

dan

i. p e lak san aan  fungsi lain yang d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 670

S u su n an  organ isasi S ek retaria t terdiri dari :

a. S ub  Bagian Kepegawaian d an  um um ;

b. S ub  Bagian K euangan; dan

c. Kelompok Ja b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana .

Paragraf 1

Sub Bagian Kepegawaian dan  um um

Pasal 671

S ub  Bagian Kepegawaian d an  Umum dipim pin oleh Kepala Sub 

Bagian m em punyai tu g as  m elaksanakan  pelayanan  adm in istrasi 

um um , k eh u m asan , k e ta ta u sa h a a n , p en y u su n an an  ren can a  

k e b u tu h a n  barang  u n it dan  adm in istrasi kepegaw aian yang 

berbasis aplikasi.

Pasal 672

Dalam m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

671, Kepala S ub  Bagian Kepegawaian dan  Um um  

m enyelenggarakan fungsi:

a. m enyusun  program  d an  ren can a  kegiatan su b  bagian 

kepegaw aian d an  um um ;

b. m elaksanakan  pelayanan  k e ta tau sa h a an , S tan d ar 

O prasional P rosedur (SOP) dan  S ta n d a r Pelayanan M inim um  

(SPM);

f. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan 

pengelolaan barang milik daerah dan/atau pemantauan 

pengelolaan pengadaan barang/jasa: 

g. pengkoordinasian penyusunan bahan laporan pelaksanaan 

kegiatan sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala, 

h. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan 

kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga. 

dan 

i. (pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 670 

Susunan organisasi Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Kepegawaian dan umum, 

b. Sub Bagian Keuangan, dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana . 

Paragraf 1 

Sub Bagian Kepegawaian dan umum 

Pasal 671 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi 

umum, kehumasan, ketatausahaan, penyusunanan rencana 

kebutuhan barang unit dan administrasi kepegawaian yang 

berbasis aplikasi. 

Pasal 672 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

671, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan, Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum 

(SPM), 
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c. m elaksanakan  penyiapan  bahan  pen y u su n an  analisa  

ja b a ta n , inform asi ja b a ta n , dan  an a lisa  beban  keija  dan  

evaluasi ja b a ta n  di lingkup kerja d inas;

d. m enyusun  ren can a  k e b u tu h a n  pengadaan  dan  

pend istribusian  barang  perlengkapan  lingkup d inas;

e. m elaksanakan  pem eliharaan , pengendalian  d an  pem anfaatan  

barang  investaris di lingkup d inas;

f. m engoordinasikan , m engusu lkan  pen g u ru s b a ran g  dan  

pem ban tu  pen g u ru s barang  m ilik daerah;

g. m engolah d a ta , pengarsipan  dokum en dan  u ru sa n  

adm in istras i pegawai berbasis  aplikasi;

h. m elaksanakan  m anajem en kepegaw aian di lingkup d inas;

i. m engelola d a ta  pengem bangan sum ber daya m an u sia  

ap a ra tu r;

j. m engoordinasikan  dan  m enyelenggarakan ta ta lak san a , 

pem eliharaan  kebersihan , k e in d ah an  d an  kenyam anan  

lingkungan perkan to ran ;

k. m eny u su n  b ah an  evaluasi dan  pelaporan kegiatan  kepada 

sekretaris;

l. m em im pin, m enga tu r dan  m engendalikan  tu g as  su b  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

m. m m enyusun  d an  m enyiapkan b ah an , konsep n a sk ah  d inas 

sesua i dengan a ra h a n  dari sek reta ris;dan

n. m elaksanakan  tu g as  tam b ah an  lain sesua i dengan a rah an  

sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan 

Pasal 673

S ub  Bagian K euangan dipim pin oleh Kepala S ub  Bagian 

m em punyai tugas m engum pulkan  dan  m eny u su n  rencana  

p e laksanaan  kegiatan, p e n a ta u sa h a a n  keuangan , evaluasi dan  

pelaporan , pertanggungjaw aban , se rta  pengaw asan pengelolaaan 

keuangan  di lingkup d inas.

c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan analisa 

jabatan, informasi jabatan, dan analisa beban kerja dan 

evaluasi jabatan di lingkup kerja dinas: 

d. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan 

pendistribusian barang perlengkapan lingkup dinas: 

e. melaksanakan pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan 

barang investaris di lingkup dinas, 

f. mengoordinasikan, mengusulkan pengurus barang dan 

pembantu pengurus barang milik daerah, 

g. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan 

administrasi pegawai berbasis aplikasi: 

h. melaksanakan manajemen kepegawaian di lingkup dinas, 

i. mengelola data pengembangan sumber daya manusia 

aparatur, 

J. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tatalaksana, 

pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan 

lingkungan perkantoran, 

k. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada 

sekretaris, 

Il. memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

m. mmenyusun dan menyiapkan bahan, konsep naskah dinas 

sesuai dengan arahan dari sekretaris:dan 

n. melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 

Paragraf 2 

Sub Bagian Keuangan 

Pasal 673 

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 

mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana 

pelaksanaan kegiatan, penatausahaan keuangan, evaluasi dan 

pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan pengelolaaan 

keuangan di lingkup dinas. 
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Pasal 674

Dalam m elaksanakan  tugas sebagaim ana  dim aksud dalam  Pasal

673, Kepala S ub  Bagian K euangan m enyelenggarakan fungsi:

a. m enyusun , m enyiapkan b ah an  perencanaan  kegiatan 

keuangan , m enganalisis b ah an  evaluasi dan  pengendalian  

laporan  p e lak san aan  kegiatan pengelolaan keuangan;

b. m engkonsu ltasikan  dan  m engkoordinasikan dengan 

in s ta n s i/u n i t  kerja  terkait dalam  rangka m endukung  

p e laksanaan  kegiatan  pengelolaan keuangan;

c. m elakukan  evaluasi p e lak san aan  kegiatan, capa ian  kinerja 

pengelolaan keuangan;

d. m enyiapkan d an  m enyusun  p ro sedu r te tap  /  s ta n d a r 

operasional dan  p rosedur terkait pengelolaan k euangan  di 

lingkup d inas;

e. m elakukan  verifikasi ke tersed iaan  anggaran ,

m en a tau sa h a k an  pengelolaan keuangan , m enghim pun dan 

m engolah d a ta  keuangan  se rta  m enyusun  laporan  keuangan  

di lingkup D inas ;

f. m enyiapkan dokum en m eneliti pengajuan  tag ihan  dan 

m elakukan  verifikasi tag ihan  pem bayaran  m engajukan , 

m enyiapkan dan  m enerb itkan  S u ra t Perintah M em bayar 

beserta  kelengkapan dokum en kepada B endahara  Umum 

D aerah m elalui b e n d ah a ra  pengeluaran;

g. m engelola pem bayaran  gaji pegawai dan  T am bahan  

Penghasilan Pegawai, m engendalikan, m engontrol dan 

m engevaluasi p e laksanaan  tugas b en d ah a ra  pengeluaran;

h. m em buat register S u ra t P erm in taan  Pem bayaran, S u ra t 

Perin tah  M em bayar, penolakan  penerb itan  S u ra t Perin tah  

M em bayar, penerim aan, pengesahan , penolakan pengesahan  

dan  m em buat laporan  pengesahan  S u ra t Pertangung 

Jaw ab an , pengesahan  pengaw asan definitive anggaran  

/k eg ia tan , reg ister k o n tra k /S u ra t Perintah Kerja, da fta r 

realisasi pem bayaran  k o n trak  dan  realisasi pem bayaran  per 

nom or kontrak;

i. m em buat b u k u -b u k u  c a ta ta n  a k u n ta n s i sesua i dengan 

kebijakan a k u n tan s i;d an

Pasal 674 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

673, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun, menyiapkan bahan perencanaan kegiatan 

keuangan, menganalisis bahan evaluasi dan pengendalian 

laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, 

mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan 

instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung 

pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, 

melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja 

pengelolaan keuangan, 

menyiapkan dan menyusun prosedur  tetap/standar 

operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan di 

lingkup dinas, 

melakukan verifikasi ketersediaan anggaran, 

menatausahakan pengelolaan keuangan, menghimpun dan 

mengolah data keuangan serta menyusun laporan keuangan 

di lingkup Dinas , 

menyiapkan dokumen meneliti pengajuan tagihan dan 

melakukan verifikasi tagihan pembayaran mengajukan, 

menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar 

beserta kelengkapan dokumen kepada Bendahara Umum 

Daerah melalui bendahara pengeluaran, 

mengelola pembayaran gaji pegawai dan Tambahan 

Penghasilan Pegawai, mengendalikan, mengontrol dan 

mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran, 

membuat register Surat Permintaan Pembayaran, Surat 

Perintah Membayar, penolakan penerbitan Surat Perintah 

Membayar, penerimaan, pengesahan, penolakan pengesahan 

dan membuat laporan pengesahan Surat Pertangung 

Jawaban, pengesahan pengawasan definitive anggaran 

/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, daftar 

realisasi pembayaran kontrak dan realisasi pembayaran per 

nomor kontrak, 

membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan 

kebijakan akuntansi,dan (— ana   
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j. m elaksanakan  tu g as  tam b ah an  lain  sesuai dengan a ra h a n  

sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Ideologi, W aw asan K ebangsaan dan  K arakter B angsa

Pasal 675

Bidang Ideologi, W awasan K ebangsaan dan  K arakter B angsa 

dipim pin oleh Kepala B idang m em punyai tu g as  m e l a k s a n a k a n  

s e b a g ia n  t u g a s  B a d a n  K e s a tu a n  B a n g s a  d a n  P o lit ik  di 

b id a n g  id eo lo g i, w a w a s a n  k e b a n g s a a n ,  b e la  n e g a r a ,  

k a r a k t e r  b a n g s a ,  p e m b a u r a n  k e b a n g s a a n ,  b h in e k a  

tu n g g a l  ik a  d a n  s e ja r a h  k e b a n g s a a n .

U ntuk  m elaksanakan  tugas sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 675, Kepala B idang Ideologi, W awasan K ebangsaan dan

K arakter B angsa m em punyai fungsi:

a. P e n y u s u n a n  p ro g ra m  k e r ja  d ib id a n g  id eo lo g i, 

w a w a s a n  k e b a n g s a a n ,  b e la  n e g a r a ,  k a r a k t e r  b a n g s a ,  

p e m b a u r a n  k e b a n g s a a n ,  b h i n e k a  tu n g g a l  ik a  d a n  

s e j a r a h  k e b a n g s a a n ;

b. P e r u m u s a n  k e b i ja k a n  t e k n i s  d ib id a n g  id eo lo g i,

w a w a s a n  k e b a n g s a a n ,  b e la  n e g a r a ,  k a r a k t e r  b a n g s a ,  

p e m b a u r a n  k e b a n g s a a n ,  b h i n e k a  tu n g g a l  ik a  d a n  

s e ja r a h  k e b a n g s a a n  d iw ila y a h ;

c. p e la k s a n a a n  k e b i ja k a n  d ib id a n g  id eo lo g i, w a w a s a n

k e b a n g s a a n ,  b e la  n e g a r a ,  k a r a k t e r  b a n g s a ,

p e m b a u r a n  k e b a n g s a a n ,  b h i n e k a  tu n g g a l  ik a  d a n  

s e j a r a h  k e b a n g s a a n  d iw ila y a h ;

d. p e la k s a n a a n  K o o rd in a s i  d i b id a n g  id e o lo g i, w a w a s a n

k e b a n g s a a n ,  b e la  n e g a r a ,  k a r a k t e r  b a n g s a ,

p e m b a u r a n  k e b a n g s a a n ,  b h in e k a  tu n g g a l  i k a  d a n  

s e j a r a h  k e b a n g s a a n  d iw ila y a h ;

Pasal 676

j-. melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 

Bagian Kelima 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Pasal 675 

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di 

bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, 

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka 

tunggal ika dan sejarah kebangsaan. 

Pasal 676 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 675, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan 

Karakter Bangsa mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dibidang ideologi, 

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 

sejarah kebangsaan, 

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi, 

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 

sejarah kebangsaan diwilayah, 

c. pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 

sejarah kebangsaan diwilayah, 

d. pelaksanaan Koordinasi di bidang ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 

pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 

sejarah kebangsaan diwilayah, 

  

  

      

 



e. p e l a k s a n a a n  m o n ito r in g ,  e v a lu a s i ,  d a n  p e la p o r a n  d i 

b id a n g  id eo lo g i, w a w a s a n  k e b a n g s a a n ,  b e la  n e g a r a ,  

k a r a k t e r  b a n g s a ,  p e m b a u r a n  k e b a n g s a a n ,  b h in e k a  

tu n g g a l  ik a  d a n  s e ja r a h  k e b a n g s a a n  d iw ila y a h ; d a n

f. p e la k s a n a a n  fu n g s i  la in  y a n g  d ib e r ik a n  o le h  

p im p in a n .

Pasal 677

S u su n an  O rganisasi B idang Ideologi, W awasan K ebangsaan dan  

K arakter B angsa sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 675 , terdiri 

dari Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Bagian Keenam 

Bidang Politik D alam  Negeri 

Pasal 678

M e la k s a n a k a n  s e b a g ia n  tu g a s  B a d a n  K e s a tu a n  B a n g s a  

d a n  P o lit ik  d ib id a n g  p e n d id ik a n  p o lit ik , e t ik a  b u d a y a  

p o lit ik , p e n in g k a ta n  d e m o k r a s i ,  f a s i l i ta s i  k e le m b a g a a n  

p e m e r in t a h a n ,  p e rw a k i la n  d a n  p a r t a i  p o l it ik , p e m il ih a n  

u m u m /  p e m il ih a n  u m u m  k e p a la  d a e r a h  s e r t a

p e m a n t a u a n  s i t u a s i  p o litik .

Pasal 679

U ntuk  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  

Pasal 678, Kepala B idang Politik D alam  Negeri m em punyai 

fungsi :

a . p e n y u s u n a n  p ro g ra m  k e r j a  d ib id a n g  p e n d id ik a n  

p o li t ik ,  e t i k a  b u d a y a  p o lit ik , p e n in g k a ta n  d e m o k ra s i ,  

f a s i l i ta s i  k e le m b a g a a n  p e m e r in t a h a n ,  p e rw a k i la n  d a n  

p a r t a i  p o l it ik , p e m i l ih a n  u m u m / p e m i l i h a n  u m u m  

k e p a la  d a e r a h  s e r t a  p e m a n t a u a n  s i t u a s i  p o litik ;

b. p e n y u s u n a n  b a h a n  p e r u m u s a n  k e b i ja k a n  d ib id a n g  

p e n d id ik a n  p o lit ik , e t ik a  b u d a y a  p o li t ik ,  p e n in g k a ta n  

d e m o k r a s i ,  f a s i l i ta s i  k e le m b a g a a n  p e m e r in t a h a n ,  

p e rw a k i la n  d a n  p a r t a i  p o lit ik , p e m il ih a n  

u m u m / p e m i l i h a n  u m u m  k e p a la  d a e r a h  s e r t a  

p e m a n t a u a n  s i t u a s i  p o litik ;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 

bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, 

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka 

tunggal ika dan sejarah kebangsaan diwilayah, dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

Pasal 677 

Susunan Organisasi Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan 

Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, terdiri 

dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Keenam 

Bidang Politik Dalam Negeri 

Pasal 678 

Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik dibidang pendidikan politik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum /pemilihan umum kepala daerah serta 

pemantauan situasi politik. 

Pasal 679 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 678, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai 

fungsi : 

a. penyusunan program kerja dibidang pendidikan 

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, 

fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 

partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum 

kepala daerah serta pemantauan situasi politik, 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang 

pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 

demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 

perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum/pemilihan umum kepala daerah serta 

pemantauan situasi politik, Parah ”—|   
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c. p e l a k s a n a a n  k e b i ja k a n  d i b id a n g  p e n d id ik a n  p o lit ik , 

e t ik a  b u d a y a  p o lit ik , p e n in g k a ta n  d e m o k ra s i ,  f a s i l i ta s i  

k e le m b a g a a n  p e m e r in t a h a n ,  p e rw a k i la n  d a n  p a r ta i  

p o lit ik , p e m i l ih a n  u m u m / p e m i l i h a n  u m u m  k e p a la  

d a e r a h  s e r t a  p e m a n t a u a n  s i t u a s i  p o litik ;

d. p e l a k s a n a a n  K o o rd in a s i  d i b id a n g  p e n d id ik a n  p o lit ik , 

e t ik a  b u d a y a  p o lit ik , p e n in g k a ta n  d e m o k r a s i ,  f a s i l i ta s i  

k e le m b a g a a n  p e m e r in t a h a n ,  p e rw a k i la n  d a n  p a r ta i  

p o lit ik , p e m il ih a n  u m u m / p e m i l i h a n  u m u m  k e p a la  

d a e r a h  s e r t a  p e m a n t a u a n  s i tu a s i  p o litik ;

e. p e l a k s a n a a n  m o n ito r in g ,  e v a lu a s i ,  d a n  p e la p o ra n  

d ib id a n g  p e n d id ik a n  p o lit ik , e t ik a  b u d a y a  p o lit ik , 

p e n in g k a ta n  d e m o k r a s i ,  f a s i l i ta s i  k e le m b a g a a n  

p e m e r in t a h a n ,  p e rw a k i la n  d a n  p a r t a i  p o lit ik , p e m il ih a n  

u m u m / p e m i l i h a n  u m u m  k e p a la  d a e r a h  s e r t a  

p e m a n t a u a n  s i tu a s i  p o lit ik ;  d a n

f. p e lak san aan  fungsi lain yang  dberikan  pim pinan.

S u su n an  O rganisasi B idang Politik Dalam Negeri sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 678, terdiri dari Kelompok J a b a ta n  Fungsional 

dan  Pelaksana.

Bagian K etujuh

Bidang K etahananE konom i, Sosial, B udaya, Agama dan  O rganisasi

K em asyarakatan

Pasal 681

Bidang K etahanan  Ekonom i, Sosial, B udaya, Agama dan O rganisasi 

K em asyarakatan  dipim pin oleh Kepala Bidang, m em punyai tugas 

m e l a k s a n a k a n  s e b a g ia n  t u g a s  B a d a n  K e s a tu a n  B a n g s a  d a n  

P o litik  d ib id a n g  k e t a h a n a n  e k o n o m i, s o s ia l ,  b u d a y a ,  

f a s i l i t a s i  p e n c e g a h a n  p e n y a la h g u n a a n  n a r k o t ik a ,  f a s i l i ta s i  

k e r u k u n a n  u m a t  b e r a g a m a  d a n  p e n g h a y a t  k e p e r c a y a a n  

s e r t a  p e n d a f t a r a n  o r m a s ,  p e m b e r d a y a a n  o r m a s ,  e v a lu a s i  

d a n  m e d ia s i  s e n g k e ta  o r m a s ,  p e n g a w a s a n  o r m a s  d a n  o r m a s

Pasal 680

a s in g .

. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, 

etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 

politik, pemilihan wumum/pemilihan umum kepala 

daerah serta pemantauan situasi politik: 

. pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik, 

etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 

politik, pemilihan wumum/pemilihan umum kepala 

daerah serta pemantauan situasi politik, 

. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 

pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 

umum /pemilihan umum kepala daerah serta 

pemantauan situasi politik: dan 

pelaksanaan fungsi lain yang dberikan pimpinan. 

Pasal 680 

Susunan Organisasi Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 678, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional 

dan Pelaksana. 

Bagian Ketujuh 

Bidang KetahananEkonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan 

Pasal 681 

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi 

Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik dibidang ketahanan ekonomi, budaya, 

fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan 

serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas 

asing. PARAF   
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Pasal 682

U ntuk m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam

Pasal 681, Kepala B idang K etahanan Ekonomi, Sosial, B udaya,

Agama dan O rganisasi K em asyarakatan  m em punyai fungsi:

a. p e n y u s u n a n  p ro g ra m  k e r ja  d ib id a n g  k e t a h a n a n  

e k o n o m i, s o s ia l ,  b u d a y a ,  f a s i l i ta s i  p e n c e g a h a n  

p e n y a la h g u n a a n  n a r k o t ik a ,  f a s i l i ta s i  k e r u k u n a n  

u m a t  b e r a g a m a  d a n  p e n g h a y a t  k e p e r c a y a a n  s e r t a  

p e n d a f t a r a n  o r m a s ,  p e m b e r d a y a a n  o r m a s ,  e v a lu a s i  

d a n  m e d ia s i  s e n g k e ta  o r m a s ,  p e n g a w a s a n  o r m a s  

d a n  o r m a s  a s in g ;

b. p e n y u s u n a n  b a h a n  p e r u m u s a n  k e b i ja k a n  d ib id a n g  

k e t a h a n a n  e k o n o m i, s o s ia l ,  b u d a y a ,  f a s i l i ta s i  

p e n c e g a h a n  p e n y a la h g u n a a n  n a r k o t ik a ,  f a s i l i ta s i  

k e r u k u n a n  u m a t  b e r a g a m a  d a n  p e n g h a y a t  

k e p e r c a y a a n  s e r t a  p e n d a f t a r a n  o r m a s ,  

p e m b e r d a y a a n  o r m a s ,  e v a lu a s i  d a n  m e d ia s i  

s e n g k e ta  o r m a s ,  p e n g a w a s a n  o r m a s  d a n  o r m a s  

a s in g ;

c. p e l a k s a n a a n  k e b i ja k a n  d ib id a n g  k e t a h a n a n  

e k o n o m i, s o s ia l ,  b u d a y a ,  f a s i l i ta s i  p e n c e g a h a n  

p e n y a la h g u n a a n  n a r k o t ik a ,  f a s i l i ta s i  k e r u k u n a n  

u m a t  b e r a g a m a  d a n  p e n g h a y a t  k e p e r c a y a a n  s e r t a  

p e n d a f t a r a n  o r m a s ,  p e m b e r d a y a a n  o r m a s ,  e v a lu a s i  

d a n  m e d ia s i  s e n g k e ta  o r m a s ,  p e n g a w a s a n  o r m a s  

d a n  o r m a s  a s in g ;

d. p e l a k s a n a a n  K o o rd in a s i  d ib id a n g  k e t a h a n a n  

e k o n o m i, s o s ia l ,  b u d a y a ,  f a s i l i ta s i  p e n c e g a h a n  

p e n y a la h g u n a a n  n a r k o t ik a ,  f a s i l i ta s i  k e r u k u n a n  

u m a t  b e r a g a m a  d a n  p e n g h a y a t  k e p e r c a y a a n  s e r t a  

p e n d a f t a r a n  o r m a s ,  p e m b e r d a y a a n  o r m a s ,  e v a lu a s i  

d a n  m e d ia s i  s e n g k e ta  o r m a s ,p e n g a w a s a n  o r m a s  

d a n  o r m a s  a s in g ;

Untuk melaksanakan 

Pasal 682 

tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 681, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 

Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja dibidang ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 

umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas 

dan ormas asing, 

penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang 

ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi 

kerukunan umat beragama dan  penghayat 

kepercayaan serta pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi 

sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas 

asing, 

pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 

umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas 

dan ormas asing, 

pelaksanaan Koordinasi dibidang ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan 

umat beragama dan penghayat kepercayaan serta 

pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi 

dan mediasi sengketa ormas,pengawasan ormas 

dan ormas asing, 

PARAF   
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e. p e l a k s a n a a n  m o n ito r in g ,  e v a lu a s i ,  d a n  p e la p o r a n  

d ib id a n g  k e t a h a n a n  e k o n o m i, s o s ia l ,  b u d a y a ,  

f a s i l i ta s i  p e n c e g a h a n ;  d a n

f. p e l a k s a n a a n  fu n g s i  la in  y a n g  d ib e r ik a n  o le h  

p im p in a n .

Pasal 683

S u su n a n  O rganisasi B idang K etahanan  Ekonomi, Sosial, B udaya, 

Agama dan  O rganisasi K em asyarakatan  sebagaim ana d im aksud  

dalam  Pasal 681, terdiri dari Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  

Pelaksana.

Bagian Kedelapan

Bidang K ew aspadaan Nasional dan  Penanganan  Konflik

Pasal 684

B idang K ew aspadaan Nasional dan  P enanganan  Konflik dipim pin 

oleh Kepala B idang m em punyai tugas m e la k s a n a k a n  s e b a g ia n  

t u g a s  B a d a n  K e s a tu a n  B a n g s a  d a n  P o litik  

K a b u p a t e n / k o t a  d ib id a n g  k e w a s p a d a a n  d in i ,  k e r ja  s a m a  

in te l i je n ,  p e m a n t a u a n  o r a n g  a s in g ,  t e n a g a  k e r ja  a s in g  

d a n  L e m b a g a  a s in g ,  k e w a s p a d a a n  p e r b a t a s a n  a n t a r  

n e g a r a ,  f a s i l i ta s i  k e le m b a g a a n  b id a n g  k e w a s p a d a a n ,  

s e r t a  p e n a n g a n a n  k o n flik .

Pasal 685

U n tuk  m elaksanakan  tu g as  sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 684, Kepala B idang K ew aspadaan N asional dan  

Penanganan  Konflik m em punyai fungsi:

a. p e n y u s u n a n  p ro g ra m  k e i j a  d i b id a n g  k e w a s p a d a a n  

d in i ,  k e r j a s a m a  in te l i je n ,  p e m a n t a u a n  o r a n g  a s in g ,  

t e n a g a  k e r ja  a s in g  d a n  L e m b a g a  a s in g ,  

k e w a s p a d a a n  p e r b a t a s a n  a n t a r  n e g a r a ,  f a s i l i ta s i  

k e le m b a g a a n  b id a n g  k e w a s p a d a a n ,  s e r t a  

p e n a n g a n a n  k o n flik ;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, 

fasilitasi pencegahan, dan 

f| pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

Pasal 683 

Susunan Organisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 

Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 681, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan 

Pelaksana, 

Bagian Kedelapan 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 

Pasal 684 

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin 

oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten/kota dibidang kewaspadaan dini, kerja sama 

intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing 

dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 

negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, 

serta penanganan konflik. 

Pasal 685 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 684, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik mempunyai fungsi: 

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan 

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 

tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta 
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b. p e n y u s u n a n  b a h a n  p e r u m u s a n  k e b i ja k a n  d ib id a n g  

k e w a s p a d a a n  d im , k e r ja  s a m a  in te l i je n ,  

p e m a n t a u a n  o r a n g  a s in g ,  t e n a g a  k e r ja  a s in g  d a n  

L e m b a g a  a s in g ,  k e w a s p a d a a n  p e r b a t a s a n  a n t a r  

n e g a r a ,  f a s i l i ta s i  k e le m b a g a a n  b id a n g  k e w a s p a d a a n ,  

s e r t a  p e n a n g a n a n  k o n f lik ;

c. p e l a k s a n a a n  k e b i ja k a n  d ib id a n g  k e w a s p a d a a n  d in i,

k e r j a s a m a  in te l i je n ,  p e m a n t a u a n  o r a n g  a s in g ,  

t e n a g a  k e r ja  a s in g  d a n  L e m b a g a  a s in g ,

k e w a s p a d a a n  p e r b a t a s a n  a n t a r  n e g a r a ,  f a s i l i ta s i

k e le m b a g a a n  b id a n g  k e w a s p a d a a n ,  s e r t a

p e n a n g a n a n  k o n f lik ;

d. p e la k s a n a a n  K o o rd in a s i  d ib id a n g  k e w a s p a d a a n

d in i ,  k e r j a s a m a  in te l i je n ,  p e m a n ta u a n  o r a n g  a s in g ,  

t e n a g a  k e r j a  a s in g  d a n  L e m b a g a  a s in g ,

k e w a s p a d a a n  p e r b a t a s a n  a n t a r  n e g a r a ,  f a s i l i ta s i

k e le m b a g a a n  b id a n g  k e w a s p a d a a n ,  s e r t a

p e n a n g a n a n  k o n f lik ;

e. p e l a k s a n a a n  m o n ito r in g ,  e v a lu a s i ,  d a n  p e la p o r a n  

d ib id a n g  k e w a s p a d a a n  d in i,  k e r j a s a m a  in te l i je n , 

p e m a n t a u a n  o r a n g  a s in g ,  t e n a g a  k e r j a  a s in g  d a n  

L e m b a g a  a s in g ,  k e w a s p a d a a n  p e r b a t a s a n  a n t a r  

n e g a r a ,  f a s i l i ta s i  k e le m b a g a a n  b id a n g  k e w a s p a d a a n ,  

s e r t a  p e n a n g a n a n  k o n f lik ;  d a n

f. p e l a k s a n a a n  f u n g s i  la in  y a n g  d ib e r ik a n  o leh

p im p in a n .

P a s a l  6 8 6

S u su n a n  O rganisasi Bidang K ew aspadaan Nasional dan  

P enanganan  Konflik sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 684, 

terd iri dari Kelompok Ja b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

OPD
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penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang 

kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 

negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, 

serta penanganan konflik: 

pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 

tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta 

penanganan konflik, 

pelaksanaan Koordinasi dibidang kewaspadaan 

dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 

tenaga kerja asing dan Lembaga asing, 

kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi 

kelembagaan bidang kewaspadaan, serta 

penanganan konflik, 

pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 

Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar 

negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, 

serta penanganan konflik, dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

Pasal 686 

Susunan Organisasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan 

Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684, 

terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 
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BAB XXX

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Bagian Kesatu

K edudukan, Tugas, d an  Fungsi 

Pasal 687

(1) Badan Penanggulangan B encana D aerah K abupaten Pohuw ato 

berada  di baw ah dan  bertanggungjaw ab kepada Bupati.

(2) B adan Penanggulangan B encana D aerah K abupaten Pohuw ato 

dipim pin oleh Kepala B adan  E x  o ff ic e  di ja b a t oleh Sekretaris 

D aerah

B adan  Penanggulangan B encana D aerah K abupaten m em punyai 

tu g as  d ibidang Penanggulangan B encana D aerah u n tu k  m em bantu  

B upati dalam  m enyelenggarakan pem erin tahan .

Dalam m elaksanakan  tu g asn y a  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  pasal 

688, B adan Penanggulangan B encana D aerah m enyelenggarakan

a. m ene tapkan  pedom an dan  pengarahan  te rh a d ap  u sa h a  

penanggulangan bencana  yang m encakup  pencegahan bencana, 

p en an g an an  d a ru ra t, rehab ilitasi, se rta  rekonstruksi secara  adil 

dan  setara;

b. m ene tapkan  s tan d arisasi se rta  k eb u tu h an  penyelenggaraan 

penanggulangan b en can a  b e rd asa rk an  p e ra tu ran  perundang- 

undangan ;

c. m enyusun , m enetapkan , dan  m enginform asikan peta  raw an 

bencana;

d. m enyusun  dan  m enetapkan  p rosedur te tap  penanganan  

bencana;

e. m elaporkan penyelenggaraan penanggulangan  b en can a  kepada 

B upati setiap  bu lan  sekali dalam  kondisi norm al dan  se tiap  sa a t 

dalam  kondisi d a ru ra t bencana;

Pasal 688

Pasal 689

fungsi:

BAB XXX 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 

Pasal 687 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pohuwato 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pohuwato 

dipimpin oleh Kepala Badan Ex office di jabat oleh Sekretaris 

Daerah 

Pasal 688 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten mempunyai 

tugas dibidang Penanggulangan Bencana Daerah untuk membantu 

Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

Pasal 689 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 

688, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan 

fungsi: 

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, 

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil 

dan setara, 

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- 

undangan, 

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan 

bencana, 

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan 

bencana, 

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat 

dalam kondisi darurat bencana: ' 
PARAF 

op ge. 

3 

  

  

     



f. m engendalikan pengum pulan  dan  penyalu ran  uan g  dan  barang;

g. m em pertanggungjaw abkan  penggunaan  anggaran  yang diterim a 

dari Anggaran P endapatan  dan  B elanja Negara, Anggaran 

P endapatan  Belanja D aerah dan  sum ber -  sum ber lain  vang sah; 

dan

h. m elaksanakan  kew ajiban lain sesua i dengan  p e ra tu ran  

p e ru n d an g -u n d an g an .

Bagian Kedua 

S u su n an  O rganisasi 

Pasal 690

S u su n a n  organisasi B adan  Penanggulangan B encana D aerah terdiri 

a ta s :

a. Kepala Pelaksana

b. S ek re ta ria t U nsu r Pelaksana

c. B idang Pencegahan dan  K esiapsiagaan;

d. B idang K edaruratan  dan  Logistik;

e. B idang Rehabilitasi dan  R ekontruksi; dan

f. Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Bagian Ketiga 

Kepala Pelaksana 

Pasal 691

Kepala Pelaksana m em punyai tu g a s  m em berikan du k u n g an  tekn is 

adm in istrasi dan  operasional kepada  B adan Penanggulangan 

B encana D aerah K abupaten Pohuw ato b e rd asa rk an  Peratu ran  

P erundang -undangan  u n tu k  te rlak san an y a  pencegahan dan  

penanggu langan  daerah  dan  berada  dibaw ah tanggung jaw ab  

Bupati.

Pasal 692

Dalam m elaksanakan  tugasnya, dalam  pasal 691, Kepala 

Pelaksana  m enyelenggarakan fungsi:

a . m eru m u sk an  pedom an dan m engkoordinasikan penyelesaian 

penanggulangan  bencana, penanggulangan d a ru ra t, 

rehab ilitasi dan  rekonstruksi secara  adil dan  setara;

f. ' mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang: 

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah dan sumber — sumber lain yang sah, 

dan 

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 690 

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri 

atas: 

Kepala Pelaksana 

Sekretariat Unsur Pelaksana 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan: 

Bidang Kedaruratan dan Logistik: 

Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi, dan 

m 
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Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Bagian Ketiga 

Kepala Pelaksana 

Pasal 691 

Kepala Pelaksana mempunyai tugas memberikan dukungan teknis 

administrasi dan operasional kepada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan untuk terlaksananya pencegahan dan 

penanggulangan daerah dan berada dibawah tanggung jawab 

Bupati. 

Pasal 692 

Dalam melaksanakan tugasnya, dalam pasal 691, Kepala 

Pelaksana menyelenggarakan fungsi: 

a. merumuskan pedoman dan mengkoordinasikan penyelesaian 

penanggulangan bencana, penanggulangan darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara, 
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b . m erum uskan  s tan d arisa s i se rta  k e b u tu h a n  penyelenggaraaan 

penanggu langan  b en can a  b e rd asa rk an  p e ra tu ran  perundang- 

undangan ;

c. m enyusun  dan  m enginform asikan p e ta  raw an bencana;

d . m en y u su n  p rosedur te tap  p en an g an an  bencana, m elakukan  

kom ando te rh ad ap  penyelenggara bencana;

e. inelaporkan penyelenggaraaan  penanggulangan  bencana  

kepada  B upati se tiap  bu lan  sekali dalam  kondisi norm al dan 

se tiap  sa a t dalam  kondisi d a ru ra t bencana;

f. m engkoord inasikan  dan  m engendalikan pengum pulan  dan 

penyalu ran  b a n tu a n  bencana;

g. m em pertanggungjaw abkan penggunaan  anggaran  yang 

diterim a dari anggaran  p en d ap a tan  belanja negara  dan  

anggaran  p en d ap a tan  dan  belanja daerah , d an  sum ber-sum ber 

lain  yang sah .

S ekretaria t dipim pin oleh Sekretaris yang  m em punyai tugas 

m erencanakan , m elaksanakan , m engkoordinasikan dan 

m engendalikan  kegiatan perencanaan , evaluasi, p e laksanaan , 

p e n a tau sah a an , pelaporan , pertanggungjaw aban d an  pengaw asan 

keuangan , pelayanan  adm in istrasi, k eh u m asan , um um  dan 

kepegawaian.

Dalam  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal

693, S ek re ta ris m enyelenggarakan fungsi:

a. p e laksanaan  perencanaan , evaluasi d an  pengendalian  serta  

koordinasi kegiatan  di lingkup organ isasi dinas;

b. pengkoord inasian  dan  p en y u su n an  rencana, program , evaluasi 

dan  pengendalian  se rta  m enyusun  laporan  di lingkup dinas;

c. p e lak san aan  pem binaan  dan  pem berian  d u k u n g an

adm in istrasi yang m eliputi k e ta ta u sa h a a n , kepegaw aian, 

keuangan , kerum ah tanggan , kerja  sam a, h u b u n g a n

m asyarakat, a rs ip  dan  dokum entasi di lingkup dinas;

Bagian Keem pat 

S ekretaria t 

Pasal 693

Pasal 694

b. merumuskan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraaan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- 

undangan, 

c. menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana, 

d. menyusun prosedur tetap penanganan bencana, melakukan 

komando terhadap penyelenggara bencana, 

e. melaporkan  penyelenggaraaan penanggulangan bencana 

kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan 

setiap saat dalam kondisi darurat bencana, 

f. mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan dan 

penyaluran bantuan bencana, 

g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang 

diterima dari anggaran pendapatan belanja negara dan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber-sumber 

lain yang sah. 

Bagian Keempat 

Sekretariat 

Pasal 693 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan 

keuangan, pelayanan administrasi, kehumasan, umum dan 

kepegawaian. 

Pasal 694 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

693, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta 

koordinasi kegiatan di lingkup organisasi dinas, 

b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, evaluasi 

dan pengendalian serta menyusun laporan di lingkup dinas, 

Cc. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan 

administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan,  kerumahtanggan, kerja sama, hubungan 

masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkup dinas, —— 
  

Perpapang 
OPD 

/     

       



d. p e lak san aan  pem binaan  d an  p en a taan  organ isasi dan  

ta ta lak san a ;

e. pengkoordinasian  dan  p en y u su n an  p e ra tu ran  perundang- 

u n d an g an , se rta  p e lak san aan  kerjasam a;

f. p e laksanaan  pengelolaan keuangan  dan  penyelenggaraan 

pengelolaan barang  milik d aerah  d a n /a ta u  pem an tau an  

pengelolaan pengadaan  b a ra n g /ja sa ;

g. pengkoord inasian  p en y u su n an  b ah an  laporan  p e laksanaan  

kegiatan  sek re ta ria t dan  kegiatan  sa tu a n  seca ra  berkala;

h. pengkoord inasian  d an  p e lak san aan  pengelolaan 

kepegaw aian, ta ta  u sa h a , perlengkapan  d an  ru m ah  tangga. 

dan

i. p e laksanaan  fungsi lain  yang  d iberikan  oleh pim pinan.

Pasal 695

S tru k tu r  O rganisasi S ekretaria t terdiri dari :

a . S ub  Bagian Kepegawaian dan  Umum; dan

b. Kelompok J a b a ta n  Fungsional dan  Pelaksana.

Pasal 696

S ub  B agian Kepegawaian d an  U m um  dipim pin oleh Kepala Sub 

Bagian m em punyai tu g as  m elaksanakan  pelayanan  

adm in istrasi um um , k eh u m asan , k e ta tau sa h a an , 

p e n y u su n an a n  ren can a  k e b u tu h a n  barang  u n it dan 

adm in istras i kepegaw aian yang b e rb asis  aplikasi.

Pasal 697

Dalam  m elak san ak an  tu g as  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 

696, Kepala S ub  Bagian Kepegawaian dan  Um um  

m enyelenggarakan fungsi:

a. m enyusun  program  dan  ren can a  kegiatan su b  bagian 

kepegaw aian d an  um um ;

b. m elak san ak an  pelayanan  k e ta ta u sa h a a n , S tan d ar 

O prasional P rosedur (SOP) dan  S ta n d a r  Pelayanan M inim um  

(SPM);

d. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan 

tatalaksana, 

e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- 

undangan, serta pelaksanaan kerjasama, 

f. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan 

pengelolaan barang milik daerah dan/atau pemantauan 

pengelolaan pengadaan barang/jasa, 

g. pengkoordinasian penyusunan bahan laporan pelaksanaan 

kegiatan sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala, 

h. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan 

kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga. 

dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. 

Pasal 695 

Struktur Organisasi Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. 

Pasal 696 

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

administrasi umum, kehumasan, ketatausahaan, 

penyusunanan rencana kebutuhan barang unit dan 

administrasi kepegawaian yang berbasis aplikasi. 

Pasal 697 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

696, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

menyelenggarakan fungsi: 

a. menyusun program dan rencana kegiatan sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

b. melaksanakan pelayanan ketatausahaan, Standar 

Oprasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum 

(SPM), 
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c. m elaksanakan  penyiapan b ah an  penyusunan  analisa  

ja b a ta n , inform asi ja b a ta n , d an  ana lisa  beban kerja dan  

evaluasi ja b a ta n  di lingkup kerja  d inas;

d. m enyusun  ren can a  k e b u tu h a n  pengadaan  dan  

pend istribusian  barang  perlengkapan  lingkup dinas;

e. m elaksanakan  pem eliharaan , pengendalian  d an  pem anfaatan  

b a ran g  investaris di lingkup dinas;

f. m engoordinasikan , m engusu lkan  pen g u ru s b a ran g  dan  

pem ban tu  p en g u ru s  barang  m ilik daerah ;

g. m engolah d a ta , pengarsipan  dokum en dan u ru san  

adm in istrasi pegawai berbasis  aplikasi;

h. m elaksanakan  m anajem en kepegaw aian di lingkup d inas;

i. m engelola d a ta  pengem bangan sum ber daya m anusia  

ap ara tu r;

j. m engoordinasikan  dan  m enyelenggarakan ta ta lak san a , 

pem eliharaan  kebersihan , ke in d ah an  d an  kenyam anan  

lingkungan perkan to ran ;

k. m enyusun  b ah an  evaluasi dan  pelaporan  kegiatan  kepada 

sekretaris;

l. m em im pin, m en g a tu r dan  m engendalikan tu g as  su b  bagian 

kepegaw aian dan  um um ;

m. m m enyusun  dan  m enyiapkan b ah an , konsep n a sk a h  d inas 

sesu a i dengan  a ra h a n  dari sek reta ris;dan

n. m elaksanakan  tugas tam b ah an  lain sesuai dengan a rah an  

sekretaris.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan  K esiapsiagaan 

Pasal 698

Bidang Pencegahan dan  K esiapsiagaan dipim pin oleh Kepala 

B idang m em punyai tu g as  m engkoordinasikan  dan  m elaksanaakan  

kegiatan d ibidang penanggulangan  b en can a  pada  pra bencana  

se rta  pem berdayaan  m asyarakat.

n melaksanakan penyiapan bahan penyusunan analisa 

jabatan, informasi jabatan, dan analisa beban kerja dan 

evaluasi jabatan di lingkup kerja dinas, 

d. menyusun rencana kebutuhan pengadaan dan 

pendistribusian barang perlengkapan lingkup dinas, 

e. melaksanakan pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan 

barang investaris di lingkup dinas, 

f. mengoordinasikan, mengusulkan pengurus barang dan 

pembantu pengurus barang milik daerah: 

g. mengolah data, pengarsipan dokumen dan urusan 

administrasi pegawai berbasis aplikasi: 

h. melaksanakan manajemen kepegawaian di lingkup dinas, 

i. mengelola data pengembangan sumber daya manusia 

aparatur, 

j. mengoordinasikan dan menyelenggarakan tatalaksana, 

pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan 

lingkungan perkantoran, 

k. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan kepada 

sekretaris, 

Il memimpin, mengatur dan mengendalikan tugas sub bagian 

kepegawaian dan umum, 

m. mmenyusun dan menyiapkan bahan, konsep naskah dinas 

sesuai dengan arahan dari sekretaris:dan 

n. melaksanakan tugas tambahan lain sesuai dengan arahan 

sekretaris. 

Bagian Kelima 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Pasal 698 

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala 

Bidang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanaakan 

kegiatan dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana 

serta pemberdayaan masyarakat. 
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